Buku ini merupakan hasil riset
terhadap putusan hakim vang dibangun atas
premis nilai tertentu yvang beresensi pada

martabat manusia, m-::'-r;:lir:ls hukum, dan
doktrin hukum progresif. Tujuannya

sekedar untuk memetakan apakah dari

sejumlah putusan yvang dapat diakses oleh Df\]_q\_[\'l PUTUS.L

peneliti terdapat muatan-muatan hukum : s .
responsif dan nilai-nilai hak asasi manusia STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM
BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA

atau sebaliknya.
Dengan membaca buku ini, para APPENDIKS : PROF. SOETANDYO WIGNYOSOEBROTO

pembaca yang budiman akan mendapatkan
gambaran tentang bagaimana kualitas
putusan hakim di Indonesia dan bagaimana
paradigma hakim di dalam mengadili
perkara vang dihadapkan kepadanya. Buku
in1 sangat penting untuk dibaca oleh para
penegak hukum dan para sarjana hukum
serta semua orang yang memiliki perhatian
khusus terhadap penegakan hukum di
Indonesia.
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Kata Pengantar

A. Kegelisahan sebagai Latar Belakang Masalah

Salah satu program yang mendapat penekanan
Komisi Yudisial (KY) adalah penelitian putusan
hakim. Penelitfan ini didasarkan pada semangat untuk
mendorong proses reformasi peradilan kini dan masa
depan. Reformasi peradilan merupakan salah satu
agenda penting bagi bangsa ini, bukan saja karena
lembaga pengadilan sebagai pranata penegakan
hukum  seyogyanya berjalan di atas prinsip-
prinsip moralitas hukum, tetapi sekaligus mampu
memerankan peradilan sebagai “tenda keadilan”
bagi pencari kebenaran dan keadilan, bahkan harus
mempu memerankan diri untuk mengfungsikan
putusan hakim sebagai sarana transformasi keadilan
sosial (g tool of social justice transformation).

Latar belakang sejarah dan sekaligus amanat
reformasi yang diembankan negara kepada KY
disadari benar oleh KY untuk diterfemahkan ke dalarm
berbagai strategi kebijakan kelembagaan. Strategi itu
adalah dengan menempatkan KY dalam perspektif
teori civil society. Sejiwa dengan sukma reformasi
sebagai koreksi total terhadap praktik sistem politik
otoritairianisme yang telah melumpuhkan peran
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partisipasi publik dalam proses-proses politik yang
beradab dan penepakan hukum pada era itu, KY
menetapkan program utama “transformasi dan
reformasi peradilan”, Tujuan visionernva adalah
mereposisi dan merevitalisasi lembaga pengadilan
dan proses peradilan dalam program-program
aksi akseleratif menuju terciptanya pencapaian vist
bangsa yvaitu Indonesia sebagai negara berdasarkan
prinsip The Rule of Law dan Kedaulatan Rakyat (The
Souvercignty of the People). Bagaimana komunitas
hakim dan institusi pengadilan dapat mernerankan
diri melalui putusan-putusannya dan  kebijakan
institusionalnya vang merefleksikan nilai-nilai dan
prinsip hukum dan keadilan bukan sebatas pada
keadilan individual (yang berperkara—baik pidana
maupun non pidana), ketapi dapat melampaui tujuan-
tujuan yang lebih besar.

Dalam sistem The Rule of Law, putusan hakim
dituntut tidak terjebak pada paradigma legisme yang
memandang undang-undang adalah perwujudan
hukum, hakim sebagai corong undang-undang {la
bouche de la Ioi) yang memproduksi putusan legalistik
positivistik, namun juga bukan berkiblat buta pada
mazhab realisme hukum yang berciri membangkang
tethadap orde hukum yang berlaku. Tetapi
diperlukan suatu putusan yang mengkonstruksikan
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pemikiran hukum paradigmatik vang penuh dengan
muatan esensialitas dan substansialitas keadilan
substantif dan transformatif menuju percepatan
proses modernisasi negara sebagaimana di Amerika
{Satjipto Raharjo: 2006).

Sebagaimana lazimnya komunitas hukum
merujuk kepada Gustav Radbruch tentang unsur
filosofis, susiologisdanyuridis yang perlu disintesakan
ke dalam suatu putusan hakim, pada tataran praktik
masih menemukan problem metodologis. Bagaimana
menyepakati agenda baru untuk merintis konstrukst
pemikiran paradigmatik secara fundamental tentang
putusan hakim, vaitu putusan yang mencerminkan
spirit (rech-sukma) Pembukaan UUD 1945, nilai-
nilai dasar The Rule of Law, Substantive Justice, dan
kemanusiaan universal yang fitrah (otentik), untuk
memaknai dan menyikapi secara yuridis fakta-fakta
hukum yang diternukan hakim di persidangan bukan
sebatas kasus perkasus, namun diletakkan dalam
konteks sosial politik dalam arti luas.

Tentang problem metodologis ini diperlukan
langkah konkrit dan akseleratif. Alasannva, karena
sudah lima dekade lebih peradilan kita berada pada
status quo dalam ketidalkjelasan filosotfis, paradigma
dan orientasi transformatifnya. Sulit ditemukan

adanya meanstream putusan vang responsif terhadap



problem ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh
struktur dan sistem sosial politik yang tidak adil.
Dalam putusan kasus korupsi dan illegal logging
misalnya, kebanyakan putusannya bebas (tanpa dasar
bukti dan argumen hukum yang kuat), hukuman
minimal hingga putusan voorwardelijke {pada masa
vang akan datang jenis putusan ini perlu dihapus
untuk kasus korupsi). Putusan ini tidak menunjukkan
perspektit hakim yang berpihak pada korban vang
mengalami proses pemiskinan masif akibat tindak
pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan
(crimes agamst fiemanity). Sebagian hakim malah
justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa
sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Suatu alasan
hakim yang terang-terangan mencederai kehormatan
dan keluhuran martabat diri dan institusinya.
Sebagian hakim tidak memandang bahwa
tindakan sesungguzhnya
mengandung muatan pelanggaran hak ekonomi

kriminal  terdakwa
sosial dan budaya. Triliunan kekayaan negara
yvang dikorup tidak dimaknai sebagai tindakan
vang mercbek tatanan keadilan sosial. Meminjam
John Rawls, bagaimana seyogvanya pengadilan
sebagai pranata hukum mendistribusikan hak
dan kewajiban fundamental dengan mengukur
(mempertimbangkan,pen) struktur dasar masyarakat
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tJohn Rawls: 2006). Korupsi yang dilakukan pejabat
negara tidak dipandang sebagai tindakan hina dan
memarginalkan masyarakat vang berada dalam
struktur sosial yang lemah, sementara koruptor
berada dalam struktur kekuasaan negara yang kuat
namun justru dikhianatinva sendiri. Faktor ini tidak
tampak sebagai perspektif hakim untuk memperberat
hukuman pada pelaku pencurian uang negara ini.
Hakim sevogyanya wmerumuskan putusan,
selain  memperhatikan  hak-hak  dan  kewajiban
serta tanggung jawab yuridis terdakwa maupun
para pihak, juga memperhatikan hak-hak sosial

" masyarakat terutama rakyat ekonomi lemah vang

menjadi korban pembunuhan pelan-pelan akibat hak
hidupnya dirampas oleh pada koruptor. Memimpikan
putusan ideal ini tidak akan terealisasi jika institusi
hukum termasuk pengadilan steril dari problem
ketidakadilan sosial dan tidak ada keberpihakan
pada moralitas hukum  substantif. Pengadilan
seharusnya menjadi institusi sostal vang peka
terhadap dinamika masyarakat sekitar, yang sarat
dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat, nasib
bangsanya dan memiliki hati nurani (conscience of the
courf) sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo.
Hukum dan dengan demikian putusan hakim

adalah cermin dari pandangan hakim mengenai {akta,
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etika dan moral. Memasukkan dan meletakkannya
secara benar unsur penting ini ke dalam pertimbangan
hukum sebagat argumen dasar bagi putusannva
merupakan perkara tidak mudah. Bagaimana fakta
harus ditafsir dengan benar, dengan meletakkan fakta
itu juga ke dalam tafsir konteks etika sosial melalui
peran hermeneutika maupun  sosiologi. Hal ini
penting jika difahami bahwa pufusan hakim sebagai
hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa dan
menghukum terhadap yang terbukti salah, namun
juga memiliki pengaruh sosial tertentu.

Persoalannya adalah bagaimana rumusan
pemahaman atas fakta dan realitas sosial itu?. Apakah
ditafsirkan semata-mata dengan kesesuaian fakta itu
apa adanya, dan bebas nilal (value free)?. Bagaimana
metodologi yuridis akademis bisa dirumuskan untuk
menurunkan titel eksekutorial “Demi Keadilan
berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” ke tingkat
putusan hakim. Ada dua elemen fundamental terkait
irah-irah penting ini, yaitu elemen roh dan ilmu
pengetabuan (knowledge). Bagaimana menemukan,
mensintesakan, mengfungsikan  keduanya dan
selanjutnva merasukkannya ke dalam putusan
melalui pertimbangan yang teliti dan berhati-hati
{conscienfious judgement).

Apakah doktrin hukum yang selama ini difahami
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oleh kalangan hakim telah mampu menjawab
kebutuhan lahirnya sejumilah besar putusan hakim
vang berwatak responsif dan progresif? Apakah
ada indikasi pada kebanyakan putusan hakim yang
mengakomodir muatan epistemologi, ontologi dan
axiologl serta nilai-nilai dan norma-norma hak asasi
manusia dalam putusan-putusannya 7. Kasus korupsi,
illegal logging, vang diperiksa aparat polisi, jaksa
dan hakim bukan saja sebagai bentuk pelanggaran
tethadap hek ekeonomi, sosial dan budaya tetapi
juga memperlemah martabat bangsa di mata dunia
sebagal negara terkerup di 16 negara Asia Pasific (
Political and Economic Risk Consultancy: 2010}
Hukum memiliki dimensi fungsi yang
“tersembunyi” vang selama ini amat langka
dijelmakan dalam berita acara pemeriksaan
kepolisian, requisitoir jaksa dan vonis hakim. Fungsi
ttu ialah "liberasi, humanisasi dan transendensi”.
Ketika hukum difahami sebagat sistem aturan untuk
manusia dan kemanusiaan, maka hukum dijelmakan
dalam fungsinya untuk memerdekakan manusia,
menempatkan manusia dalamfitrahharkatnyasebagai
bagian dari cosmos, vang dengan credonva mutlak
memerlukan efhos lan loges. Dalam konteks putusan
hakim yang mutlak wajib dipertanggungjawabkan
kepada Allah SWT al-Khaaliq {Sang Pencipta), cukup

ix



banyak alasan untuk menelusuri, menggeledah dan
menganalisisnya guna menemukan adakah putusan
hakim mengandung muatanketiga unsurtadi: liberasi,
humanisasi dan transendensi, yang di dalamnya juga

mengandung muatan hak asasi manusia.

B.  Penelitian Putusan Hakim sebagai Jawaban

Pemosisian Komisi Yudisial dalam perspektif
teori cienl sociefy yang telah resmi dijadikan kebijakan
umum institusi sejak tahun kedua (2006), diikuti
dengan pembentukan jejaring {nefwork) di 30 propinsi
se-Indonesia. Jejaring ini berbasis pada Fakultas
Hukum, NGO dan Ormas. Tujuannya adalah
revitalisasi potensi mereka untuk masuk ke dalam
ranah demokratisasi proses peradilan. Salah satu
agendanya adalzh penelitian putusan hakim yang
dilakukan oleh dosen scnior di beberapa Fakultas
Hukum,

Telah menjadi hal yang lumrah bahwa struktur
lembaga pengadilan di Indonesia terdiri dari tingkat
pertama, banding dan kasasi serta (peninjauan
kembali). Dewasa ini ada sekitar 7000 hakim vang
tersebar di daerah kabupaten/kota, propinsi dan di
Mahkamah Agung. Sebaran hakim di seluruh negeri
ini menarik dilihat dari kepentingan penegakan
hukum. Betapa hakim memiliki peran vang mulia

dan terhormat (officium nobille) dalam memerankan
wewenangnva.

Dinamika vang pesat di masyvarakat sclalu
ditandal dengan mobilitas horizental dan verttkal
dalam berbagai dimensi dan jenis hajat kehidupan
rakyat. Sementara dorongan dan rangsangan hidup
dengan tuntutan-tuntutan baru mengalami pernasifan
pemahaman akibat teknologi informasi yang sangat
mudah di akses olch semua lapis sosial. Tumbuhnya
secara  pesat kesadaran mengorganisasikan
kepentingan rakyat satu sisi merupakan indikasi
positif yaitu menguatnya benih-benth masyarakat
madani, namun di sisi [ain akan menjadi peringatan
bagi penyelenggara negara, termasuk pengadilan
untuk memaknai dan menyikapinya dengan penuh
kearifan, kehatian-hatian dan integritas tinggi.

Potensi konflik yang semakin terbuka terutama
ketika mobilitas kesadaran dan keberanian rakyat
dihadapkan pada disparitas sosial ekonomi yang
berdampak pada tereduksinya hak-hak asasi mereka.
Bangkitnya kesadaran berdemckrasi pada kaum
buruh tani, buruh pabrik, petani dan kelompok
terpelajar vang semakin menyebar di seluruh
pelosok, tidak mudah diakomodasikan oleh institusi
hukum termasuk pengadilan. Semestinya pengadilan

merubah dari perannya yang semata-mata menjadi
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carong undang-undang kepada pengadilan van
mewakili dan mendengarkan suara rakyat (Satjj ;
Rahardjo: 2006). | e
P:;‘Ien}radari peran  sejarah  hakim  dap
petadilan ke depan, dirasa perlu untuk melakukan
Pemetasn putusan hakim | Tujuannya adalah untyk
mengidentifikasiapakah di dalam Putusanituterdapat
Muatan nilai-nilai, kaedah dan teori hak asasira nufi'a
Hal ini dipilih dengan argumen hahwa hakeiqat.
hukum adalah menyatu dengan kemanusiaan, karena
huk_um dibangun, dibentuk dan ditemukan untuk
melindungi martabat manusia, Sebagai Lembaga
Negara vang diatur dalam Konstitusi, KY men}radsii
bf;lhwa hukum dan kekuasaan negara tidak dapat
dimengerti selain atag dasar hormat terhadap h:k—
hak manusiawi vang diciptakan oleh Allah, van
karenanya stkap hormat terhadap martabat m;m}rusif
merupakan penghormatan terhadap Allah da
sebaliknya perkosaan terhadap hak asasi mang 'n
adalah merusak ciptaan Allah (Magnis Suseno. EUIZJSII}EI
Riset putusan in dibangun atas prem{s nila:
tertentu yang beresengi pada martabat mzmusial
rnc:_-ra]itas hukum, dan doktrin hukum pro resif,
Tl};uann},ra sekedar untuk memetakan apakaf? dari‘
:,e];mlah Putusan yang dapat diakses oleh peneliti
erdapat muatan-muatan hukum responsif dan nilai-
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nilai hak asasi manusia atau sebaliknya. Dengan
demikian penclitian ini mendasarkan pada kerangka
yang jelas, karcna suatu penelitian harus dimulai
dengan memberikan perhatian terhadap bebcrapa
premis nilai, mengingat tidak ada ilmu sesial yang
“netral” atau hanya “faktual”, bahkan sesungguhnya
tidak pernah "obyektif” dalam arti yang sebenarnya.
{Gunnar Myrdal: 1981}).

Dari hasil penelitian ini, seperti apapun peta
rumusan pemikiran hakim terhadap perkara yang
diperiksa dan diadilinya, pembaca dipersilahkan
menilainya, Namun ada kesadaran visicner dan
tanggung jawab sejarah yang menjadi komitmen
kami bersama dengan Jejaring KY, khususnya para
peneliti putusan hakim ini, yaitu bahwa paa masa
depan semua sfake-holders dan mitra juang KY dapat
menggali dan mengabtraksikan hasil riset ini menjadi
gagasan yang lebih prospektif bagi kontribusi kita
bersama demi dan untuk akselerasi transformasi
(spiritual, kultural dan intelektual} dan reformasi
komprehensif dunia peradilan yang merupakan milik
bangsa dan menjadi tanggung jawab kita bersama .

Kami menyadari bahwa perguruan tinggi di
negeri ini masih lebih mencerminkan sifat dan peran
sebagai “teaching university . Aktivitas penelitian
masih belum merata dan mentradisi. Sementara
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disadari bersama bahwa aktivitas pengembangan
suatu ilma dan teord, hanya bisa dilakukan dengan
aktifttas kritik ideologis atas banéunan filsafat teori
klasik . Kritikiniakanmemperoleh temuan empiriknya
melalui penelitian. Hasil penelitian di satu sisj jelas
bermanfaat bagi komunitas hakim untuk kemudian
melakukan refisi seperlunya atas paradigma hukum
vang dianutnya selama ini. Sedangkan bagi kalangan
civitas akademika fakuitas hukum hasil tiset dapat
memperkuat tradisi dialektika akademis vang sudah
semestinya menjadi karakternya.

Akhitnya, meminjam  istilah Murtadha
Muthahhari, bahwa ketika kita menyadari betapa
sangat pentingnya kegunaan episternoclogi  dalam
peran hakim sebagai “wakil Tuhan” maupun dosen
sebagai “gury dan pendidik”, maka ketahuilah
bahwa sumber epistemologi adalah hati dan alatnya
adalah penyucian jiwa (fazkiyah an-nafs), yang dengan
penyucian i maka pandangan rastonya akan
menjadi lebih terang (Murtadha Muthahari: 2008).
Patut pula kita simak, petuah August Comte, bahwa
pendidikan yang intelektualistis meluka dan bertujuan
untuk menambah pengetahuan sdja, tanpa motivasi
dan cinta kasih, hanya menghasilkan intelektualisme
kering dan rasionalisme mandul (KJ Veeger: 1986).
~ Semoga hasil penelitian sebagai kerjasama
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Komisi Yudisial Republik Indonesia T(]'EYRI}
dengan Norwegian Center for Human Rights (II\.(_liR),
Universitas Oslo Norwegia ini tidak keliru r]{ka
dipersembahkan kepada mitra juang Komisi YL.ldlSlal,
vaitu Mahkamah Agung dengan ribuan hakimnya,
;ierrﬁkian juga kepada komunitas dosen fakultas
hukum sebagai” pendidik calon ilmuwan dan pene ga k
hukum” bagi keperluan menambah amunisi e_mpmk
untuk memperkuat tradisi dialektika akaderm‘k }'aﬁg
ditandai dengan dinamika sikap skeptis, kritis etik-
ideologis dan sekaligus inovatif sebagai tang,_gmg
jawab sejarahnya untuk menyemai dan melahirkan
kader dan pemimpin cendekiawan dan penegakl.
hukum yang bermartabat sesuai fitrahnya sebagai
makhluk ciptaan Tuhan Allah SWT .

M. Busyro Mugoddas, 5.H., M. Hum ‘
Ketua Komisi Yudisial Republik Indenesia




Pertanggungjawaban
Akademik Penelitian

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah
SWT akhirnya penelitian putusan hakim (berdimensi
hak asasi manusia) dapat diselcsaikan. Penelitian
ini merupakan kerjasama antara Komisi Yudisial
Republik Indonesia (KY RI} dengan Norwegian Center
for Human Rights (NCHR), University of Uslo, Norwey,
dan dilakukan berturut-turut selama dua tahun yaitu
tatun 2007 (40 kasus) dan Tahun 2008 (42 kasus).

Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini
adalah berkaitan dengan bagaimana karakteristik
profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa
dan memutus suatu perkara. Pelaksanaan penelitian
ini dilakukan oleh 9 (Sembilan} Fakultas Flukum
atau Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)
dari pelbagai Universitas yang menjadi jejaring
Komisi Yudisial, antara lain: PUSHAM Universitas
Negeri Padang (UNP), PUSHAM Universitas
Surabaya, PUSHAM Universitas Islam I[ndonesia
(UIl} Yogyakarta, PUSHAM Universitas Pattimurra
Ambon, PUSHAM Universitas Nusa Cendana Kupang
dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Fakultas
Hukum Universitas Trisakti JTakarta, Fakultas Hukum
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Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Fakultas
Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Adapun sumber data dari penelitian  ini
adalah dari kepustakaan (lirrary reaserch). Peneliti
tidak langsung mewawancarai majelis hakim yang
memeriksa perkara yang menjadi obyek penelitian
atau melakukan pengamatan (obscrvasi) ke ruang
sidang pengadilan. Oleh karena ity hasil penelitian
ini tidak mengambil /menarik saty kesimpulan yang
menggeneralisir  keseluruhan putusan  hakim  dj
Indonesia. Penelitian ini hanya merupakan potret dari
putusan hakim yvang dianalisis oleh jejaring Komisi
Yudisial.

Dari hasil penelitian yvang dilakukan oleh
Fakultas Hukum/Pusat Studi Hak Asasi Manusia,
manfaat atau facdah yang dapat diperoleh antara lain:

1. Penguatan tradisi riset di Perguruan Tinggi,

2, Memberi  kontribusi para hakim dalam

membuat putusan,

3. Adanya dialektika antara perguruan tinggi

dan hakim;

4. Adanya kritik akademis terhadap putusan

hakim;

5. Adanya simbiosis dunia peradilan dan

kampus. -

Seiring dengan selesainya penelitian putusan
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hakim ini, perkenankan saya sebagai penanggm?g
jawab penclitian menyampaikan ucapan terima kasih
kepada saudara/i: _

1. Nicola Colbran, Penasehat Hukum Indonesia
pada Nerwegian Center For Human Rights
(NCHR), University of Oslo, Norwey. |

2. Tim risct putusan hakim yang terdir da.ri
project manager, supporting tcam, sekretaris
dan bendahara.

3. Tim Ahli dart Komisi Yudisial Republik
Indonesia antara lain: Arnoldus Johan
Day, 5.H., Achmad Dardiri, S.H., dan Amir
Syarifudin, 5.1H., M.Hum. .

4, Tim peneliti sekaligus penulis yang terdiri
dari:

a. Prof. Amzulian Rifa’i, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Pelambang,

b. Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Gi., Pusat
Studi Hak Asasi Manusia Universitas lslam
Indonesia (PUSHAM UIl} Yogyakarta.

¢. Andrey Sujatmoko, SH., M.H. Fakultas
Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

5. Peneliti daerah yang terdiri dari:

a. Drs. Akmal, M.Si, PUSHAM Universitas

Negeri Padang. |
b. Inge Christanti, PUSHAM Universitas

Surabaya.
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c. Eko Riyadi, SH., PUSHAM Universitas
Islam Indonesia. .
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Mafia Peradilan bukanlah isu atau isapan jempol
yang dihembuskan tanpa dasar. Mafia Peradilan tidak
hanya menjadi realitas dalam lalu lintas hukum di
kantor Palisi, di Kejaksaan, di lingkungan Pengadilan,
atau di kantor pengacara yang melibatkan para pihak
yang sedang tersangkut kasus atau berurusan dengan
hukum, tetapi sudah menjadi realitas sosial lebih
luas, yang dilakukan siapa saja yang berada dalam
lingkaran penegakan hukum, yang menawarkan
atau menginginkan mengatasi masalahnya di luar
prosedur hukum. “Siapa yang tidak percaya dengan
Mafia Peradilan, silahkan berperkara di Pengadilan”,
kata Artidjo Alkostar.!

Dewi Themis yang menjadi visualisasi hukum
moderen, vang menggenggam pedang di tangan
kanan, dacing di tangan kiri, mata tertutup katn,
sudah lama berubah perangai. la sudah kehilangan
ketajamarn karena pedangnya jarang diasah; kalaupun
diasah, hanya pada satu sisi. Jika berhadapan
dengan objek yang berkuasa atau berkantong tebal,

! Diikatakannya dalam suatu kesempatan diskusi tentang Mafia
Peradilan di Universitas Islam Indonesia pada tanggal 12 Mei 2004,




digunakannya sisi yang tumpul, sebaliknya jika
vbjeknya lemah dan papa, ditebasnya dengan sisi
yang tajam. Dacing pun malas r.iitera ulang sehingea
tidak lagi akurat sebagai alat ukur keadilan, Penutup
mata sudah lama dilepas, sehingga jelas membedakan
“mana rupiah mana dollar”. Singkat kata, “The haves
always come ouf ahead "
Praktik Mafia Peradilan vang telah sedemikian
Tipa mewamnai penegakan hukum i Indonesia,
telah membuat tingkat ketidakpercayaan masyarakat
terhadap hukum dan pencgakan hukum sangat
tinggi. Keputusan Polisi, Jaksa tidak melanjutkan
penvelidikan atau penyidikan, sekalipun didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan hukum objektif,
hampir dapat dipastikan dira gukan objektifitasnya.
Terkait dengan isu Mafia Peradilan, kelthan
kepada pengadilan  berkaitan pula  dengan
kualitas pertimbangan dan putusan hakim. Tidak
sedikit masyarakat dan para pencari  keadilan
mempertanyakan alasan hakim menjatuhkan pidana
ringan  kepada pelaku korupsi, kepada pelaku
perambah  hutan, kepada pelaku  pelanggaran
hak asasi manusia, Masyarakat juga tidak habis

mengerti mengapa anak-anak di bawah umuar

: Ungkapan ini berasal dari {ulisan Marc Calanter, “Why the
"Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change,”
Law and Soetety, Fall, 1974, him. 147-182

diadili, dan dipidana dengan tuduhan rflellakukan
judi. Masyarakat juga bingung memaharmi tmd:aka‘n
Pengadilan Tinggi yang menerima kellneratanllakb?
atas penghentian persidangan kasu? Prita M_uhasar;l,
Mungkin saja semua itu objektif, tetapi—sekali
lagi — ketidakpercayaan masyarakat ‘sudah sadmiga%
mendalam, sehingga perbuatan baik-pun dinilaj
negdtéta dan fakta yang berkaitan dengan penegakan
keadilan masih belum dapat bertemu. Harapafm akan
adanya instrumen dan pengadilan vang fair daﬁn
berk:;adilan masih dihadapkan pada maraknjzfa matia
peradilan dan praktik-praktik hukum menyimpang.
Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat
dikatakan berada pada situasi lawlessness, karena
ada sekclompok orang dapat bergerak be‘t.aas dan
melakukan kekerasan tanpa mendapat tindakan
scpadan dari aparat kepolisian, massa dapat
“mengadili” pencuri kelas teri dan membakarfra
hidup-hidup, sementara pengadiian membebas atn
koruptor kelas kakap., Dunia hukum ‘Indrnnesa‘a
berada dalam kuasa “demoralisasi, disoricntasi,
isasi dan dekadensi”.
dEhur‘Br:ngi sementara pihak, vang memiliki komitmen
kuat dan selalu prihatin dengan penegakan hulkum
yang baik dan benar, Mafia Peradilan adalah stigma




atau cap negatif terhadap perilaky penyalahgunaan
dan/atau penyimpangan hukum oleh pihak yang
memiliki kewenangan atau kekuasaan menggunakan
hukum dengan pihak yang sedang rmenghadapi
masalah hukum. Tetapi bagi sementara pihak yang
lain, yang “menikmati” ketidaktertiban hukum
tersebut, memandang Mafia Peradilan justru menjadi
jalan keluar dari kerumitan dan kesulitan hukum,
Menjadi  jalan membungkus kesalahan menjadi
kebenaran, atau mengakhiri kesalahan tanpa proscs.
Mafia Peradilan bahkan telah menjadi kepercayaan
dan  keyakinan umum yang memberi sugesti
memperkecil ketakutan atau kekawatiran apabila
berurusan dengan hukum.

Para brandalan hukum ity sangat berani
mempermainkan dan memandang rendah otoritas
hukum. Mereka tidak hanya membuat hukum
kehilanganotoritas materiil dan formal proseduraln ya,
tetapijuga mencampakkan otoritas moralnya. Institusi
hukum beserta orang-orang yang diberi kewenangan
menjalankannya tidak diidentifikas; sebagai sosok
moralis yang berwibawa, tempat meminta kepastian
hukum dan keadilan, Ada perasaan miris dan
pesimis setfap kali melihat, apalagi berurusan dengan
hukum ,

Tidak ‘mengherankan apabila  setiap kali

masyarakat ditimpa masalah hukum, enggan untt:(k
menyelesaikannya melalui jalur hukum. Mereka
memilih mendiamkan saja maﬁalaﬁn}ré, at_m_;
menempuh jalan brandalan hukum, a?alti mram polisi,
main jaksa atau main hakim sendiri”. lJrn_gkapan,
"jika anda kehilangan sapi, jangan la"Pﬂr 11:-0]15;1 karenra
kandangnyapun akan ikut lenyap”;”’ karmhruang hab]f
perkara” (KUHF}, “hubungi aku kalau ingin menang
(HAKIM), adalah sinisme tentang penegal?an hukum,
Ada proses demoralisasi yang pan].ang dalam
dunia hukum kita. Juga ada masalah sistem I}rang
mendukung munculnya demoralisasi tersebut, 5151:&11}
peraditan kolonial yang digunakan secara t?m,bé
sulam tidak direvisi secara total pada tataran prinsipil
untuk memenuhi kebutuhan maS}Tarakat akan
peradilan yang berkeadilan, namun lebih mfarupal-;an
alat kontrol yang represif. Sehingga barang siapa yang
ingin selamat dari jerat hukum, dia akan melakukan
upaya-upaya kolusi yang mendorong subumya
i
demofcll:i;pat langkah yang dilakukan Drdvfr Baru
untuk “menyempurnakan” hukum sebagal alat
untuk menjinakkan masyarakat: Pertamta, mfalakukan
kooptasi terhadap lembaga-lembaga tinggi negara,
termasuk Mahkamah Agung {MA) yang Inen}reba_bkan
Mahkamah Agung (MA} kehilangan fungsi pro

(]



justifis-nya. Kedus, memusnahkan pranata sosial,
misalnya peradilan adat atau kearifan lokal vang
selama bertahun-tahun menjadi mekanisme penjaga
keseimbangan dalam lingkungan adat tertenty,
Ketiga, kanalisasi semua pertarungan dan konflik
vang terjadi di masyarakat pada peradilan yang
disediakan negara sehingga negara dapat mengontrol
konteks, peristiwa dan putusan yang akan ditetapkan.

- Keempal, membentuk  instrumen-instrumen quast
untuk menyelesaikan masalah masyarakat, Hukum
yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin
tidak berdaya ketika praktik-praktik politisasi lebih
dominan ketimbang praktik hukum yang sebenarnya.
Law enforcement menjadi kehilangan ruang, seh'mg;ga
tidak salah jika ada yang menyebut bahwa apa yang
terjadi di Indonesia adalah /aw wiHiout I, ada hakum
tapi tidak berguna.

B. Komisi Yudisial & Putusan Hakim

Di tengah tingginya tingkat ketidakpercavaan
publik kepada hukum, institusi hukum dan aparat
penegak hukum, khususnya hakim, pembentukan
Komisi Yudisial (KY) vang dimandatkan UUD
1945 hasil perubahan untuk melaksanakan proses
pengangkatan hakim agung dan melakukan

pengawasan terhadap hakim,’ telah menerbitkan
harapan akan terwujudnya hakim yang luhur,
bermartabat, dan profesional, sekalipun tugas dan
kewenangan Komisi Yudisial (KY) terbatas pada
salah satu elemen pengadilan, yaitu hakim.

Sejarah pembentukan Komisi Yudisial (KY)
memang dimaksudkan untuk menjadi kekuatan
mewujudkan kekuasaan peradilan yang profesional,
bebas dart korupsi, kolust dan nepotisme (KKIN),
berwibawa dan dapat memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Tekad demikian itu —scbagaimana telah
disinggung di awal--didorong olch fakta bahwa
citra lembaga peradilan di Indonesia sangat buruk
akibat merajalelanya berbagai penyimpangan dalam
praktik peradilan di Indonesia, sebagaimana tampak
dari (antara lain) putusan-putusan para hakim yang
dirasakan olch masyarakat tidak memenuhi rasa
keadilan.

Sayang sekali upaya mewnjudkan tugas Komisi
Yudisial (KY) sebagaimana disebutkan di atas,
sudah terlebih dahulu kandas selagi lembaga ini
sedang menyiapkan langkah-langkah organisatoris,
menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

b Kewenangan Komisi Yudisial (KY) menorat Fasal 24A ayat (3)
datt Pasal 248 adalah menseleksi dan mengusuikan pengangkatan
hakim agung. serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan me-
tegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,




membatalkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudistal {KY)} sebagai landasan hukum Komisi
Yudisial (KY} bekerja. Apakah dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK} tersebut Komisi Yudisial
(KY) yang dijamin Konstitusi ity harus berhenti
bekerja? Tentu saja tidak, Komisi Yudisial (KY)
harus terus menyusun kerangka kerja operasional
untuk mengimplementasikan kewenangan yang
dimilikinya; salah satu caranya adalah melakakan
kajian atau riset terhadap produk-produk hukum
pengadilan atau putusan hakim.

Mengapa meneliti putusan hakim? Putusan
hakim bukanlah rangkain kata-kata dan kalimat
vang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di
depan pengadilan. Putusan hakim adalah putusan
peregak hukum, bahkan hukum itu sendiri, vang,
dapat menggambarkan banyak hal tentang dan
mengenal dunia ke-hakiman dan kehukuman kita.
Bisa menggambarkan bagaimana kualitas intelektual
hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam
menyusun  pertimbangan-pertimbangan  hukum;
menggambarkan paradigma berpikir yang mereka
anut; menggambarkan apresiasi dan  komitmen
rnereka terhadap arti penting penegakan hukum bagj
rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum;
termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya

komitmen terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, putusan hakim adalah putusan
hukum vyang memiliki implikasi yuridis; salah
satunya dapat menjadi yurisprudensi. Jika putusan
hakim itu bernilai tinggi, mermiliki rasionalitas hukum
yang mendalam, mencerminkan kepribadtan hakim
vang independen, kuat dan cerdas, maka tentu akan
sangat kontributif bagi perkembangan hukum dan
ilmu hukum. Putusan hakim bisa memiliki implikasi
sosial negatif vang berdampak luas apabila putusan
itu dirasakan mengabaikan perasaan keadilan
masyarakat yang luas pula.

Putusan hakim juga bisa menimbulkan
malapetaka kemanusiaan apabila putusan itu tidak
cermat, keliruatausalah.Jikahakimsalahmenjatuhkan
putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya
tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru
kehilangan hak, yang scharusnya dibebani kewajiban
lepas dari beban kewajiban. Kasus Sengkon, Karta,
dan beberapa kasus scrupa yang terjadi kemudian
adalah contoh dari putusan semacam itu.

Substansi putusan hakim yang diambil dalam
proses persidangan bukan semata-mata tindakan
aparat yang berwenang mencrapkan undang-
undang vyang telah dibuat sebelumnya (azas
legalitas) terhadap seseorang dan sesuatu kasus, atau




tindakan menemukan hukum vang bisa menjadi
vurisprudensi, tetapi juga tindakap kernanusiaan
vang akan menentukan tata nilai, nmorma dan
peradaban kehidupan manusia selanjutnyva. Kalau
proses dan putusan hakim itu dilakukan dengan baik
dan benar sehingga dinilai dan dirasakan masyarakat
scbagai proses dan putusan yang baik dan benar
pula, akan membangun kewibawaan hukum itz
sendiri sebagai tata nilai dan norma yang harus
dihormati dan dipatuhi. Tetapi sebaliknya, apabila
proses dan putusan hakim it dinilai dan dirasakan
sebagai proses dan putusan yang tidak benar, maka
dipastikan akan terbangun citra negatif pada hakim
dan hukum sehingga hakim dan hukum tidak
memiliki kewibawaan moral dan sosial sekaligus.
Melalut kajian  terhadap putusan-putusan
hakim terpilih dapat pula diperoleh data base tentang
gambaranurnum hakim Indonesia dalam menjalankan
tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya selaku
hakim, yang nantinya antara lain dipakai sebagaisalah
satu bahan pertimbangan bagi Komisi Yudisial (KY)
untuk: {a) melakukan seleksi terhadap calon Hakim
Agung; (b) dasar rekomendasi pemberian hukuman
(punishment} bagi hakim yang membuat putusan-
putusan buruk dan terindikasi adanya pelanggaran
terhadap kode etik; (c} dasar pemberian penghargaan
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(reward) bagi hakim yang dinilai mampu membuat
putusan-putusan cemerlang dan/atau menciptakan
yurisprudensi.

Oleh scbab itu, fokus penelitian putusan hakim
ini dikerangka oleh empat permasalahan: Pertama,
apakah putusan hakim telah didasarkan kepada
pertimbangan-pertimbangan hukum materiil yang
benar dan tepat? Kedua, Apakah putusan hakim
didapat dari proses persidangan yang fair, adil dan
transparan sesuai aturan hukum formil yang berlaku?
Ketiga, Apakah hakim menggunakan doktrin-doktrin,
dan apakah doktrin-doktrin yang digunakan itu tepat
dan beralasan? Keempat, Apakah putusan hakim telah
mencerminkan penghormatan, perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia pelaku, korban dan
masyarakat?

JTawaban terhadap permasalahan-permasalahan
tersebut  diharapkan  dapat menggambarkan
bagaimana hak asasi manusia dalam proses hukum,
pertimbangan hukum dan putusan hakim di
pengadilan Indonesia setelah Orde Baru? Orde Baru
dalam riset ini bukan sekadar konteks waktu, tetapi
yang paling penting adalah konteks sistem politik
atau kekuasaan dimana proses hukum {peradilan)
berlangsung. Di era Orde Baru hakim bukanlah
kekuasaan yudikatif yang merdeka dan profesional,

11




tetapi terpengaruh dan terkungkung oleh kekuasaan
(cksekutif) sehingga pengadilan dan putusan-puhisan
hakim di era tersebut tidak dipercaya, atau setidak-
tidaknya diragukan kebenarannya.*

Pasca Orde Baru atau dikenal dengan era
reformasi atau era transisi vang mengagendakan
demokratisasi, supremasi hukum dan perlindungan
hak asasi manusia menjadi konteks politik yang
penting dalam riset ini, karena kebijakan regulasi
dan de-regulasi yang berorientasi pada perwujudan
nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum dan hak
asasi manusia terjadi di era reformasi. Sedangkan
hak asasi manusia yang menjadi fokus dari riset ini
lebih didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahul
apakah telah terjadi perubahan paradigma dan
komitmen hakim terhadap pentingnya penghormatan,
perlindungan dan penegekan hak asasi manusia
sejalan dengan perubahan UUD 1945, banyaknva
produk perundang-undangan, dan pembentukan
lembaga-lembaga  independen yang  jelas-jelas
melindungi hak asasi manusia.

Riset putusan ini bertujuan untuk menghimpun
data-data tentang ketelitian, kecermatan, kecerdasan
hukum, dan paradigma atau cara pandang hakim

? Kasus Gandhi Memerial School, Kedung Ombo, Peradilan
A M. Fatwa, Muchtar Fakpahan, adalah sedikit dart begitu banyak Pen-
gadilan rekayasa.
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terhadap kasus, terhadap kepentingan sosial dan
kemanusian vang luas yang berkaitan dengan kasus
terscbut. Temuan terhadap aspek-aspek tersebut
diperlukan Komisi Yudisial (KY) untuk menyusun
kebijakan operasional rekruitman pengisian jabatan
Hakim Agung serta menyusun langkah-langkah
menjaga keluhuran dan martabat hakim.

Di samping bertujuan untuk kebijakan, secara
tecritik penelitian ini bertujuan untuk memunculkan
gagasan-gagasan kritis tentang putusan hakim
sebagal suatu proses penegakan hukum oleh
manusia terhadap manusia lain yang sedang
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan
hukum sehingga memperkaya teori-teori penegakan
hukum, Idealisme dan paradigma baru yang ingin
diintrodusir dart hasil riset ini adalah idealisme dan
paradigma putusan hakim yang progresif, yang
meletakkan dan mengadili pelaku  pelanggaran
hukum dalam konteks (hukum), dan tidak semata-

mata berdasarkan teks (hukom).

C. Kerangka Pemikiran
Untuk menjelaskan dan memahami penegakan

hukum,” termasuk proses peradilan  dapat

¥ Istilah Penegakan Hukum merupakace kata Indonesia untuk
fmze enfarcentent, atan dalam bahasa Belanda dikenal rechitsogpessing dan

recltfshan dhauing.
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menggunakan dua perspektif yang berbeda, yaitu
perspektif yuridis normatif, atau dikenal Juga dengan
pendekatan doktrinal, atau perspektif sosiclogis yang
dikenal juga pendekatan non-doktrinal.

Perspektif normatif atau doktrinal melihat
hukum dari dalam sistem hukum it sendiri atau
dalam istilah Lawrence M., Friedman bahwa hukum
oleh para sarjana hukum dilihat, digunakan dan
menjadi ukuran terhadap perilaku. Selengkapnya
Friedman menulis:

“The lawyers looks at it mostly from the inside. He

Judges law in its own terms; he has learned cortain

standards against which he measures legal practices

and rules, or he writes about practical affairs; how fo
wse the lato, how fo work with it” 5

Penegakan hukum dipahami dan divakini
scbagai aklivitas menerapkan norma-rorma atau
kaidah-kaidah hukum positif (s constitu b}
terhadap suatu peristiwa  kongkrit. Pencgakan
hukum bekerja seperti. model mesin otomatis, di
mana pekerjaan mencgakkan hukum menjadi
aktivitas subsumsi otomat. Flukum dilihat sebagai
variabel yang jelas dan pasti yang harus diterapkan

F’_ Bava Lawrence M. Udedman, The Legal System: A Sosial Scienc
Perspectine, Rassell Sage Foundation, New York, 1975, him, vii.
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pada peristiwa yvang juga jelas dan pasti.” Penegakan
hukum dikonstruksikan sebagai hal yang rasional
logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum,
Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum.

Dimensi-dimensi  meoral, politik, budaya,
lembaga dan manusia sebagai pelaksana penegakan
hukum bukanlah variabel yang diperhitungkan dalam
penegakan hukum, karena hukum (UU) memiliki
logika dan cara kerjanya sendiri sesuai dengan logika
syoligisme, vaitu premis mayor, premis minor dan
komgklusi,

Logika sylogisme dalam hukom  positif
rmengharuskan adanva dokumen tertulis atau bukti-
buktitertulisuntukmeyakini danmendasariterjadinya
proses atau transaksi hukum sebagaimana tuntutan
prinsip rasionalitas pada hukum materiil dan hukum
formil. Selain itu diharuskan pula ditempuhnya
prosedur dan mekanisme® dalam penegakannya.
Tanpa itu penegakan hukum tidak bisa dijalankan.

! Saljipto Rahardjo, Soesivlogi Hukum Perkembangan Meivde daw
Pilihan Masatak, Mubammadiyah CUruversity Press, Surakarta, 2004,
hlm. 173

* Marc Galarter menyebut adanya sebelas ciri hukum modern,
vaitu: uniform, transaksional, undversal, hirarki, birokratis, rasional,
profesiomalisme, perantara, dapat diralat, adanya pengawasan politik,
dan adanva pembedaan, Lihat Marc Galanter, “Hukum Hindu dan
Perkembangan Sistem Huwkum India Modern”, dalam A.A G, Peters
dan Koesriani Stswosoebroto, Hikum den Perkembangan Sosial, Bukw Teks
Snstalogd Hukem, Jilid FH, Pustaka Sinar 1 larapan. Jakarta, 1990, hlm. 147-
144.
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Begitulah cara pandang dan keyakinan hukum para
penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim} dalam
menegakkan atau menerapkan hukum terhadap
suatu kasus.

Keharusan adanya hukum positif yang sesuai
dengan asas legalitas, serta tersedianya bukti-bukti
tertulis, prosedur dan mekanisme yang tetap dalam
perwujudannya, acapkali dirasakan menjadi tidak adil
bagi pihak tertentu yang dirugikan atau pihak korban
(dalam hukum publik) yang tidak memiliki cukup
bukti. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
misalnya, yang notabene merupakan jenis perbuatan
baruyang dirumuskanscbagaikejahatan oleh und ang-
undang, dipastikan akan menghadapi kendala pada
level hukum materiil, formil, prosedur, mekanisme
dan kemampuan manusia pelaksana hukum itu. Ada
kemungkinan hukum materiil dan formil tidak cukup
jelas atau tidak tepat dalam mengatur, proseduar
dan mekanismenya berbelit, serta aparatur penegak
hukumnya tidak terlatih, atau terbiasa dengan cara
berpikir sylogisme sehingga penegakan hukum hak
asasi manusia berjalan tidak scbagaimana diharapkan,
atau bahkan mengecewakan.

Fenomena penegakan hukum dalam kerangka
perspektif normatif itu telah  dikritik scbagai
penegakan hukum yang buta atas realitas di mana
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hukum itu dibuat, hidup dan bekerja. Keadilan
formal (formal justice} vang mengacu sepenuhnya
kepada terpenuhinya unsur materiil dari tindakan
serta prosedur dan mekanisme dari pelaksanaan
hukum, tanpa menghiraukan adanya aspek-aspek
sosial, moral, politik, kultural, dan manusia pelaksana
hukum., Tepat apa yang dikatakan oleh Francis
Fukuyama bahwa penegakan hukum di Indonesia
mengalami “moral miniaturization™ atau pengerdilan
moral; suatu ungkapan kritis dalam mengapresiasi
penegakan hukum yang menafikan aspek-aspek
keadilan dalam tataran praksis.

Schaliknya dari pendekatan mormatif adalah
pendekatan sosiologis. Pendekatan inj memandang
hukum dan penegakan hukum dari lfuar hukum
karena hukum berada dan menjadi bagian dari sistermn
sosial, dan sistem sosial itulah vang memberi arti dan
pengaruh terhadap hukum dan penegakan hukum.
Friedman mengatakan bahwa asumsi dasar yang

mendasari pandangan sosiologi hukum adalah:

“The people who make, apply, or use the law are
Fuman beings. Their behavior is sosial behavior: Yet,
the study of law has proceeded in relative isolation
from other studies in the sostal sciences”.!

¥ l.ihat Francis Fukuvama, The Crreat Disruption: Human Netiure
amid the Heconstruction of Sosial Order, Profile Books, 1999, hlm. 281-282.

W pripdman, loc. cit.
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Faktor manusia dalam perspektif sosiologi
hukum sangat penting karena manusia sangat terlibat
dalam penegekan hukum, Penegakan hukum bukan
Suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan
keterlibatan manusia. Penegakan hukum tidak
dapat dilihat sebagai proses logis-linier, melainkan
sesuatu yang kompleks. Penegakan hukum bukan
lagi merupakan hasil deduksi Iogis, melainkan lebik
merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan
hukum tidak berada di ruang hampa, tetapi berada
dan menjadi bagian dari realitas sosial dj mana hukum
itu dibuat dan dilaksanakan, Penegakan hukum
bukan sekadar fenomena yuridis semata, tetapi juga
fenomena sosial yang harus dilihat sebagai bagian
dari sistem sosial dj mana hukum itu ditegakkan,
dan bahkan terhadap kasus apa hukum tersebut
diterapkan.,

Hukum dan penegakan hukum dalamn perspektif
sosiologi hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai
lembaga otonom dalam masyarakat, mclainkan
sebagai suatu lembaga vang bekerja untuk dan
di dalam masyarakat. Dalam bahasa Sinzheimer,
hukum tidak bergerak dalam ruang vang hampa dan
berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan
selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan
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manusia-manusia yang hidup.!’ Bahkan hukum kata
Northop sebagaimana dikutip oleh Bodenheimerf
tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari
norma-norma sosial sebagai “hukum yang hidup™%,
dan hukum yang hidup kata Eugen Ehrlich dimakna‘i
scbagail hukum yang menguasasi hidup itu sendiri,
sckalipun ia tidak dicantumkan dalam paraturan-
peraturan hukum B
Penegakan hukum di ruang pengadilan dalam
perspektif sosiologi hukum harus dilihat dalam
konteks sosial vang luas, tidak saja faktor hukumnya,
faktor aparatur penegak hukumnya, faktor kultural
atau budayamasyarakat, sarana prasarana pend ukllurg
penegakan hukum itu, tetapi juga konteks p‘DIlFl}C
{(hukum)} di mana dan kapan aturan hukum positif
itu dibuat dan dilaksanakan. Dengan memadukan
analisis dari perspektif normatif dan sosiclogi
hukum akan diperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai kompleksitas masalah seputar proses dan
putusan hakim di ruang pengadilan, vang notabene

H ”
adalah ruang “sosial”.

U gajjipto Rahardje, “Hukum dalam kerangka jlmu-iln sosiall
dan Budaya”, dalam Mujaluh Hrelah Masatat-Masalal Hukus, Nomor

tabhun 1472, hlm. 23.

12 Fdger Bodenheamer, Yureprudence: The Philoscpiy and Methord
af the Liuy; Cambridge, Massachusetts, 1962, hlm. 106,

3 id hlm. 106,

19




Proses mengadili dan memutus yang dilakukan
hakim adalah proses mengadili dan memutus perilaku
manusia yang dimensional. Dimensi pertama, ia
adalah manusia, makhluk individu, ciptaan Tuhan
yang tetap harus dihormati, dipenuhi dan dilindung
hak-hak kemanusiaannya.

Nilai-nilai hukum, asas-asas dan norma-
norma hukum diciptakan untuk manusia, agar
manusia secara pribadi dan sostal, agar kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara dapat berlangsung
dan dilangsungkan dengan beradab. Karena itu
tidak benar dan tidak bisa dimengerti jika hukum
ditegakkan dengan melawan prinsip kemanusian,

Asas Equality Before the Law (setiap orang sama
di dedan hukum); Presumption of innocence {praduga
tidak bersalah); In dubie pro reo (dalam hal keragu-
raguan  hakim harus memutuskan sedemikian
sehingga menguntungkan terdakwa); Audie et alteram
partem (kedua pihak harus didengar) adalah asas-
asas hukum yang sarat dengan nilai-nilai dan pesan-
pesan kemanusian kepada hakim supaya hakim
tidak mengorbankan manusia dan kemanusiaan
terdakwa, tetapi justru mengedepankan manusia dan

kemanusiaan itu sendiri.

Dimensi kedua, manusia yang sedang berusuan

dengan hukum itu adalah makhluk sosial. Ia adalah -
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bagian dari komunitas kecil dan komunitas besar
dengan segala macam problem dan latar belakang,
sosial kehidupannya. Apa dan bagaimana hukum
dengan semua instrumennya memperlakukannya,
akan menjadi pelajaran bagi komunitas kecil dan
komunitas besar.

Prita Mulyasari adalah makhiuk sostal.
Kasus yang menimpanya telah menimbulkan
kegoncangan sosial dan hukum pada kemunitas
kecil dan komunitas besar. Ekspresi kejengkelan,
ketidaknyamanan, dan ancaman terhadap kebebasan
dan penggunaan teknologi internet di masa depan
mulai membayang. Begitu juga Amir Machmud
individu marjinal dan buta hukum telah divonis
bersalah tanpa proses persidangan yang seharusnya
menurut undnag-undang, adalah makhluk sosial. Apa
yang menimpanya telah menjadi kecemasan dan rasa
takuf komunitas besar schingga memori peradilan
sesat Orde Baru kembali membayang; ingat terhadap
nasib Sengkon, Karta, Pak De, yang divonis masuk
penjara tanpa pernah melakukan kesalahan yang
dituduhkan. Makin dalam ketidakpercayaan, makin
dalam kecemasan, dan makin mengecil harapan dan
inspirasi-inspirasi.

Pertimbangan dan putusan hakim-pun memiliki
dimensi dan implikasi jangka panjang terhadap

21




komunitas kecil, komunitas besar, bangsa dan negara;
jauh melebihi implikasi pertimbangan hukum dan
vonis hakim terhadap individu pelaku. Kita patut
belajar dan mengambil substansi dari peran Supreme
Court of America {Mahkamah Agung Amerika) dalam
putusan-putusanya yang begitu besar pengaruhnya
terhadap manusia, hubungan kemanusiaan dan per;m
polisi, jaksa dan hakim ketika menerapkan hukum,
Bahkan terhadap Konstitusi negara iku.

Dalam kasus Miranda vs Arizona, adalah contoh
putusan monumental Supreme Court of America. Dalam
kasus tersebut, Supreme Court memutuskan bahwa
sebelum dilakukan interogasi, yang bersangkutan
harus diberitahu bahwa ia mempunyai hak untuk
diam, hak untuk didampingi pengacara, baik yang
ia sediakan sendiri maupun disediakan negara, dan
hak-hak itu diperbolehkan tidak ia gunakan asalkan
dilakukannyasccarasadar tanpa tekanandanpaksaan.
Begitujuga dalam kasus Weeks vs Amerika Serikat {1914),
Supreme Court telah memutuskan, bahwa bukti-buks
yang diperoleh secara melawan hukum tidak boleh
dipergunakan di dalam pengadilan federal.

Begitupun dalam kasus Brown wvs Board of
Education, di mana Supreme Court memutuskan
bahwa pemisahan rasial dalam pendidikan umum
adalah melanggar periindungan hukum yang sama
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yang dijamin Konstitusi. Dalam putusan ini Supreme
Court of America melihat jauh melampaui kesamaan
formal dari fasilitas-fasilitas pendidikan yang terpisah
antara kulit putih dan kulit hitam, dan mendasarkan
putusannya atas ketidaksamaan yang aktual, yang
inheren di dalam suatu sistem pendidikan yang
terpisah bagi kulit putih dan kulit hitam” 14

Argumen hukum Supreme Court of America atas
pelbagai gugatan atau pertanyaan terhadap putusan-
putusannya tersebut sangat mendalam. Supreme
Court of America menyatakan bahwa “si penjahat akan
bebas, kalau perlu, akan tetapi yang memebaskan
dia adalah hukum. Tidak ada suatu apapun vang
dapat menghancurkan suatu pemerintahan lebih
cepat daripada kegagalannya untuk mengindahkan
hukumnya sendiri, atau lebih buruk lagi, tidak
diperhatikannya dasar tertulis dari eksistensinya
sendiri.

Melihat dimensi hak asasi manusia dalam
putusan hakim dalam rset ini, bukan sekadar
melihatnya dari perspektif pelaku vang sedang diadili,
atau korban, tetapi lebih luas dari itu, vaitu perspektif
kemanusiaan yang luas dan panjang. Bukan pula
sekadar memotret pertimbangan hukum materiil

1* Lihat A.A G. Peters dan Koesriara Siswosoebroto, op, at.
him. 84-86.
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dan formil hakim atas kasus itu sendiri, tetapi juga
norma-norma hukum hak asasi manusia nasional dan
internasional. Termasuk melihat bagaimana teks-teks
hukum itu ditafsir dalam konteks sosial dan konteks
kasus yang diadil.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini memadukan pendekatan doktrinal dan
non-doktrinal. Doktrinal atau biasa secara mudah
dipahami sebagai pendekatan yvuridis normatif
adalah pendekatan dengan mengoperasikan asas-
asas dan norma-norma hukum untuk melihat dimens;
normatif putusan hakim; sementara pendekatan
non-doktrinal adalah pendekatan j;rang dibangun
dengan asumsi dasar bahwa peraturan peruﬁdang—
undangan, termasuk di dalamnya produk hukum
putusan hakim tidak berada di ruang hampa, tetapi
ada dalam realitas yang kompleks, _

Hakim adalah manusia yang juga tidak berada
di ruang hampa, tetapi ada dan berinteraksi dalam
realitas. Begitu pula tindakan hakim mengadili
Perbuatan manusia adalah mengadili perilaku
Mmanusia yang lahir dari dan di dalam kompieksitas
s0slal yang juga kompleks. Karena itu pendekatan

e —
¥ ihid.
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sosiologis akan dipergunakan bersama-sama dengan
pendekatan doktrinal. Selain itu, akan digunakan juga
pendekatan hak asasi manusia, baik sebagai prinsip-
prinsip f(human rights privciples) maupun sebagai
hukum (human right law) Dengan memadukan
pendekatan-pendekatan  tersebut, permasalahan
utama riset ini, vaitu apakah hak asasi manusia telah
mendapatkan  penghormatan,  perlindungan  dan
penegakan dalam putusan-putusan hakim dapat
dijelaskan secara komprehensif.

Untuk memudahkan memahami konsep-
konsep tertentu yang digunakan dalam riset ini, perlu
diberi penjelasan berikut:

Pertgma, hukum materiil adalah hukum positif
atauundang-undang vang memuat perintah, larangan
dan sanksi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KU Perdata).

Kedua, hukum formil adalah hukum positif
atau undang-undang vang mengatur tentang cara
menyelenggarakan hukum materiil atau dikenal
dengan hukum acara, seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAFP), Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata (KUH-Ferdata).

Ketiga, doktrin adalah sumber hokum yang

bersumber dari pandangan para satjana.




Keempat, putusan hakim yang dimaksud adalah
Semua putusan hakim Pengadilan Negeri (PN)
dan Pengadilan Tinggi (PT) yang telah atau belum
memiliki kekuatan hukum tetap, baik putusan pidana,
perdata, tata usaha nagera, Maupun agama.

Kelima, putusan hakim vang berdimensi hak
asasi manusia yang dimaksud dalam riset ini adalah
putusan hakim vang secara cksplisit atau implisit
memiliki dimensi hak asasi manusia yang kuat, seperti
kasus korupsi, kasus illegal loging, kasus perburuhan,
kasus lingkungan, kasus politik, kasus pembunuhan,

Dengan  mengacu  kepada permasalahan
penrelitian, maka putusan-putusan terpilih yang
menjadi objek penclitian itu akan dapat diidentifikasi
ada tidaknya penghormatan, perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia.

Lokasi yang menjadi tempat untuk mend apatkan
data penelitian adalah: Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding di Yogyakarta, Surabaya,
Sumatera Barat, Jakarta, Papua, Propinsi Nangro
Aceh Darusalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah,
Nusa Tenggara Timur, dan Malukuy.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder .

(1) bahan hukum primer, ¥aitu putusan hakim,
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peraturan perundang-undangan, dan lain-
lain yang berkaitan dengan objek penelitian;

(2) bahan hukum sekunder, vyaitu bahan-

bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenal bahan hukum primer, seperti
undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,
hasil karva dari kalangan ilmuan hukum,
dan lain-lain yang berkaitan dengan  objek
penelitian.

Data  penelitian  dikumpulkan  dengan
menggunakan cara inventarisasi dan dokumentasi
putusan hakim, serta studi pustaka terhadap bahan-
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penentuan pemilihan sumber data khususnya
(putusan hakim dan wilayah pengadilan) dilakukan
secara bertujuan (purposive) berkaitan dengan jenis
perkara (kasus), kurun waktu serta jumlah putusan.
Jenis putusan yang dipilih sebagai sumber data
sckunder adalah putusan-putusan vang dinilai
mempunyai nilai kaji vang signifikan untuk menilai
seorang hakim dalam hal membuat putusan-putusan
kasus pidana, kasus perdata, dan kasus tata usaha
negara.

Kurun waktu putusan yang dipilih sebagai
sumber data sekunder di sini adalah putusan yang
dibuat sejak tahun 2003 hingga saat penelitian

27



dilaksanakan (2008). Pertimbangan penctapan kurun
waktu demikian itu sejalan dengan perubahan politik
dan keberadaan Komisi Yudistal (KY) yang dibentuk
setelah Orde Baru. Ada asumsi bahwa perubahan
politik dan keberadaan Komisi Yudisial (KY) ikut
mempengaruhi perubahan paradigma hakim dalam
mengadili dan memutus perkara. Putusan hakim yang
dipilih sebagai sumber data sekunder di sini adalah
putusan dari hakim tinggi maupun hakim negeri dari
masing-masing propinsi, dengan keseluruhan jumlah
putusan sebanyak 80 {delapan puluh) putusan,

Data penelitian disajikan  sccara  deskriptif
kualitatif, dalam arfi hasil peneliian dipaparkan
dalam bentuk uralan vang lugas dan padat sehingga
dapat menggambarkan secara utuh tentang data-
data yang ditemukan. Sedangkan metode analisis
data yang dipakat adalah metode vuridis normatif
dan sosiologi hukum. Dengan dua metode tersebut,
data akan dianalisis dengan mengoperasikan secara
bersamaan asas-asas hukum, norma hukum, doktrin
untuk menjelaskan aspek-aspek materiil dan formii
pertimbangan dan putusan hakim, serta aspek-aspek
kontekstual kasus, pelaku dan korban. Dengan cara
demikian dimensi hak asasi manusia dari kasus yang
diadili dan diputus oleh hakim bisa digambarkan
atau didiskripsikan.
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BABII
PENGADILAN DAN HAKIM DALAM SISTEM
HUKUM

A, Pengantar

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang
filosofi dan fenomena pengadilan, ada baiknyva
dijelaskan definisi pengadilan. Pengadilan (court) is
a judicial body which hears and makes decisions on legal
cases, Definisi lain menyebutkan, bahwa pengadilan
{eourt) s “any official tribunal (court) presuded by a judge
or judges in which legal issues and claims are heard and
determined.”™  Jika kita perhatikan definisi-definisi
tersebut, jelas tersirat bahwa pengadilan dan hakim
terkait satu sama lain.

Definisi hakim juga memberikan nilai filosofis
yang dapat kita kaji lebih mendalam. Hakim (judge)
is “a public official with authority to hear cases and puass
senterces in a court of law” atau “a person whose opinton
on a parficular subject is wsually refigble.” Ada juga

yang memberi batasan hakim “is one capable of making

! Setiap negara memiliki struktur dan sistern pengadilan yang
berbeda. Di Amerika Serikat pada dasarmya memiliki dua sistem: Ten-
gadlitan, Federal dan Pengadilan Negara Bagian. Jurisdiksi Pengadilan
Federal adalah “ower cases involving federal shatietes, comsbtutional ques-
tioms, gobons briween citizens of different stafes, amd certain other types of
cuses,” Setiap negara bagian memiliki pengadilan lokal yang memiliki
vurisdiksi “frr misdeteanars {non-penifenfiary crimes), surulter desmand ciudl
actiony,”
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rational, dispassionate, and wise decisions.”

Oleh  karena itu antara pengadilan  dan
hakim merupakan dua komponén yang tidak
terpisahkan, satu menjadi bagian dari yang lain.
Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai
kata “pengadilan”, tempat diselenggarakan atau
"diupacarakannya” proses vang disebut mengadili.
Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi,
dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili
secara profesional dengan dukungan administrasi
pengadilan yang profesional pula.

Kualitas administrasi peradilan yang profesional
serta tingginya penerimaan pencari keadilan atas
putusan hakim menjadi satu kesatuan vang saling
memperkuat bagi lahirnya rasa hormat dan wibawa
hukum di hadapan publik. Tetapi sebaliknya, mutu
administrasi peradilan yang buruk dan putusan hakim
yang tidak fair dan tidak adil, menjadi perpaduan
yang sempurna lahirnya citra buruk pengadilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan
merupakan faktor yang sangat penting untuk
tegaknya the rule of law di suatu negara. Rendahnva
tingkat kepercayaan publik terhadap pengadileln,
dengan  segala perangkat dan prosesnya, akan
berakibat buruk bagi berbagai aspek kehidupan
masyarakat negara itu. Gerard Brennan, mantan
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Hakim Mahkamah Acung Australia menvatakan:

“The rule of law depends in the ultimale analysis
upon public confidence in the competent and imparhial
pdministration of fustice gecording lo law by the
courts of each conntry... In today’s inlerdependent
waorrld, it is not only the confidence of our oum people
i the administration of jusfice according to law Hal i
Important for the welfare of our nation; the confidence
of the peaple in the states of frading partners in the
court system of our own country is essential lo our
peace and economic wellbeing. ™

Kepercayaan publik memang dibutuhkan
oleh dunia peradilan dalam sistern hukum
manapun, karena pengadilan bukan hanya tempat
dilangsungkannya penyelesaian sengketa hukum
dalam sistem hukum modern, tetapi juga tempat
lahirnya sumber hukum, tempat yang menentitkan
apa dan bagaimana kekuasaan hukum dilaksanakan.
Bahkan potret yang bisa menggambarkan bagaimana
peradaban suatu bangsa.

Kepercavaan masvarakat kepada hakim dan
pengadilan tidak ditentukan oleh sistem hukum apa
vang digunakan, tetapi bagaimana sikap, perilaku,
dan kualitas putusan hakim. Bahwa sistem hukum
memiliki perbedaan dalam beberapa aspck adalah

3 Alan Rose ACQL “The Model Judiciary-Fitling m with Modern
Government” (1999 4 The Tudicial Review. feurreal af e fudicial Com-
missiour of Netw Soubh Wales 324
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fakta vang tidak bisa dibantah, tetapi bagaimana
hakim dan pengadilan menerjemahkan sistern itu
dalam praktik, menjadi indikator yang mempengaruhi
citra dan persepsi masyarakat pada hakim dan/atau
pengadilan.

B. Pengadilan dan Hakim dalam Sistem Common

Law
(1) Sejarah Common Law

Sejarah sistem Common Law (Anglo Saxon) tidak
dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan
Negara Inggris. Hingga tabun 1066, tidak dikenal
keseragaman dalam sistem hukum yang bersifat
nasional di Inggris. Sebelum 1066 sistem hukum
Inggris merupakansistem hukumadat yang bervariasi
antara satu dacrah dengan daerah lainnya. Sebagai
contoh sistem hukum yang dikenal dengan scbutan
“futes” yang berlaku di Selatan Inggris, berbeda
dengan sistem hukum “Mercians” yang berlaku di
Inggris Tengah (perhatikan peta). Masing-masing
wilayah memiliki sistern pengadilan lokal sendiri
yang disesuaikan dengan adat-istiadat setempat vang
bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas
lainnya.

Berbeda dengan sistem hukum Eropa
Kontinental (Civil Law) sisten hukum Inggris
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tidak berasal dari kumpulan aturan-aturan tertulis
tertentu tetapi berkembang dari apa vang disebut
sebagai tradisi yang diimplementasikan (tradition
expressed in action). Bermula dari hukum adat yang
diterapkan pada pengadilan kerajaan (King's court)
untuk menyelesaikan sengketa dan perkara yang
berpengaruh secara langsung terhadap kerajaan.

Awalnya dimulai secara sederhana dengan
kasus-kasus kejahatan ringan vang kemudian discbut
dengan ‘Pleas of the Crown’. Hingga Inggris diinvasi
oleh Norman masih terdapat jenis pengadilan yang
berbeda vang terpisah dari pengadilan kerajaan.
Misalnya pengadilan khusus vang  terdapat  di
Devon dan Cornwall (the stannary (hn miningl
courts), pengadilan yang terkait dengan perburuan
di hutan kerajaan (e royal hunting foresis), namun
secara prinsip pengadilan-pengadilan ini merupakan
tandingan dari pengadilan kerajaan. Kemudian pada
masa pemerintahan Raja Henry IT pengadilan mulai
memiliki spesialisasi dalam bidang hukum bisnis
dan benar-benar bertindak dalam kapasitas bidang
judisial,

Pada 1154, Raja Henry Il melembagakan Commron
Lzw dengan cara menyeragamkan sistern pengadilan
menjadi berlaku secara umum {common) di seluruh

negeri.  Penyeragaman ini dengan mengambil
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nilai-nilai lokal yang relevan atau menghapuskan
sistem [okal yang tidak sesuai untuk dinasionalkan.
Penvatuan sistem ini menghapuska‘an keberlakuan
sistem hukum lokal dengan berbagai bentuknya, dan
juga menerapkan sistem Jury dengan melibatkan
warga negara yang disumpah untuk menilai kasus-
kasus kriminal dan perdata.

Sistem hukum “common” ini mengharuskan
para hakim secara reguler melakukan perjalanan ke
daerah-dacrah di selurubh regeri untuk memastikan
keadilan sampat kepada setiap warga negara yang
membutuhkannya. Tujuan  pemberlakuan  sislem
hukum nasional ini adalah agar ada sistem hukum
yang berlaku umum {common) di seluruh Inggris.
Atas dasar itulah kemudian sistem ini dikenal den.gan
istilah “The Continon Law.”

Para hakim :-,rar'rg melakukan persidangan
dengan cara mendatangi daerah-daerah ini kemudian
bertindak sebagai hakim yang memiliki jurisdiksi
secara nasional yang tidak memiliki keterikatan
dengan daerah vang dik.unjungin}-fa. X bawah
pemcrintahan Raja enry II' inilah untuk pertama

The most comneing of e reasons why Henry I should be
regvded as the father of Hie common low’ is fhat he was fargely ro-
spenisible for the regromal and ittnerant royal justice through which the
e fely becine cominon - quailable to all, T is true that 1 ferery 11,
wha rewited from 1154 fo 1189, did much of sienificance (o enhance
e devwlegnnent of He conmmon fas, for instance by popularizing the
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kalinya hakim mengenal sistem rotasi, mengadili
daerah-daerah dan mengambil alih persidangan-
persidangan pengadilan lokal.

Mulanya putusan-putusan  hakim  hanva
ditulis saja, tetapi dalam perkembangannya, mulai
direkam, ditulis dan dipublikasikan yang kemudian
berkembang  doktrin - di mana  putusan-putusan
pengadilan masa lalu (precedents) bersifat mengikat
hakim berikutnya untuk perkara-perkara vang sama.
Perkembangan-perkembangan  inilah yvang terjadi
pada common low of England, hukum yang berlaku

bagi seluruh neger.

{2) Kekhususan Common Law
(a} Doctrine of Precedent

Doctrine of precedent memiliki peran vang sangat
penting dalam sistem common lzw karena merupakan
sumber hukum jika dibandingkan dengan cieif law
system yang mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan teori-teori.

King's conrt. Howeee, we dort't knor fege the Kotg's ooet fcalled the
Cuiria Regis) acled during he Nornwn period before Henvy IE, becanse
fhe earliest docunients date from his refgr, so it might be presunptueus
to credit foo much to Hennyg 1L Ie any coend, may fictors of @ general
Reisfrdval surtere contribuded to the developerent of He comnntonr law
and it wight be inore meaningful to speak of e varions parties which
Telped yurtre the common lawr from ifs first green shoots be b full
Blonr viether then to fry to find @ fitther”.
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Secara sederhana doktrin ini dapat diartikan
bahwa dalam sistem common faw hakim terikat dengan
putusan-putusan hakim terdahulu sebagai sumber
hukum. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah stare
decisis,®  yang merupakan perbedaan prinsip antara
common lmw dengan civi-law. Atas dasar doktrin
preseden (stare decisis) jika suatu pengadilan telah
mengeluarkan putusan, maka putusan itu mengikat
hakim pada pengadilan yang sama atau pengadilan
yang lebih rendah pada jurisdiksi yang sama.

Walaupun  demikian, mungkin saja  ada
perbedaan dalam penerapan doctrine of precedent di
antara negara-negara penganut common law. Bahkan
dalam satu negara bagian dengan negara bagian lain
pada negara dengan sistem federasi, Di Amerika
Serikat, misalnya, prinsip stare decisis tidak selalu
diterapkan sama secara ketat di seluruh negara bagian.
Ada negara bagian yang menolak mengikut putusan
hakim terdahulu jika putusan hakim terscbut dinilai
sebagai “bad law.” Selain itu ada juga yang menilai
bahwa pengadilan pada masa itu tidak memiiiki
sistem dokumentasi yang sempurna. Padahal dalam

* Stare Decisis (staht-ray duft-see-sis) n. Letin for “to stand by
a dt_'cjsforf, " the doctrine that a triel court is bournd by appeflate conrt
decisions (precedents) on o legal question which s raised in the Jomoer
court, Reliumce on such precedents is required of trial cotirts until such
bt as an appellate court changes the rule, for the trial court cannof
Tynare the precedent (even when the triaf ndge balicoes 1t is “bad law™).
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penerapan doktrin precedent ini dibutuhkan sistem
pencatatan putusan yang baik. Jika tidak tentu
penerapan dockrine of precedent memunculkan masalah
serins. Di Amerika Serikat pendokumentasian
putusan-putusan hakim mulai dilakukan sejak awal
1800-an. Sejak dokumentasi dan publikasi putusan
dilakukan, para advokat dan hakim memiliki akses
langsung terhadap perkara-perkara yang pernah
disidangkan dan dapat menafsirkan putusan-putusan
terdahulu secara lebih akurat.

Agar stare decisis tersebut cfektif, masing-
masing jurisdiksi harus  memiliki  pengadilan
tertinggi untuk menciptakan suatu putusan yang
masuk dalam kategori precedenf. Di Amerika Serikat,
Mahkamah Agung dan pengadilan tertinggi di
negara bagian menjadi lembaga rujukan (precendtiaf
bodies}. DPengadilan tertinggi ini dapat juga menjadi
lembaga penengah terhadap konflik penafsiran
hukum. Apapun yvang menjadi putusan pengadilan-
pengadilan tertinggi ini dapat dijadikan sebagai
judictal precedent.

Di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan
sedapat mungkin mencrapkan doctrine of precedent ini
yang tujuannya antara lain untuk menjaga stabilitas
dan keberlanjutan hukum. Penggunaan cara ini
diharapkar menciptakan kepastian hukum. Namun

37




demikian bukan tidak ada kritik terhadap doktrin ini.
Di antaranya bahwa doctrine of precedent membatasi
kemampuan hakim untitk memutuskan suahy perkara
secara bebas atas dasar pertimbangannya sendiri
yaug mungkin berbeda dengan putusan terdahuly
tethadap perkara yang sama. Sebagai contoh di
Amerika Serikat, terhadap preseden dalam kasus rog
V. wang, 410 US. 113, 93 S. Ct. 705, 35 L. Ed. 24 147,
Putusan tahun 1973 tersebut menentukan bahwa hak
seorang wanita untuk melakuvkan aborsi merupakan
hak konstitusional yang mendasar. Selain munculnya
kontroversi, mayaritas hakim, termasuk para hakim
yang tergolong komservatif mungkin memberikan
putusan berbeda terhadap kasus ini. Akibatnya,
sangat mungkin hakim akan memutus berbeda
terhadap kasus aborsi yang mungkin sama dengan
kasusrOEv. wanr, 4100UJ.5.11 3,935 C.705,351L.Ed. 2d
147. Namun demikian harus ada alasan yang sangat
kuat untuk tidak mematuhi doctrine of precedent atau
menerima kemungkinan kasus tersebut dikalahkan
pada tingkat kasasi di pengadilan tertinggt ®
Sebagaimana dalam civil faw system, doktrine of
precedent dalam common law juga memiliki kelebihan
dan kekurangan. Ada beberapa kelemahan dan

* Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat i .
; - = tjarang tidak
mematuhi doctrine of precedents. gat jarang tida
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kelebihan dari doctrine of precedent yang sccara garis
besar dapat diuraikan scbagai berikut.

Doctrine of precedent memberikan  kepastian
hukum sebagai akibat dari para hakim vang
menggunakan putusan-putusan terdahulu sebagai
pedoman dalam memutus suvatu perkara.  Oleh
karena ada dava mengikat terthadap perkara-perkara
vang sama dari para pihak yang berperkara (juga
masyarakat) sehingga dapat memprediksi putusan
apa vang mungkin diberikan oleh pengadilan
terhadap suatu perkara vang sedang disidangkan.

Doctrine of  precedent memungkinkan
perkembangan hukum baru, dan hukum yang lama
disesuaikan dengan perkembangan vang ada. Hal
ini dimungkinkan, karena sistem doctrine of precedent
memberikan kewenangan diskresi kepada para
hakim untuk membuat hukum baru, atau merubah
hukum yang telah ada untuk disesuaikan dengan
perkembangan yang ada dalam rasyarakat. Hukum
yang muncul dari kasus-kasus yang telah diputus
oleh pengadilan tidak timbul dari teori-teori hukum
atau model-model tertentu. Hukum tersebut tidak
juga murcul dari hipotesis-hipotesis dari keadaan
tertentu. Ia muncul dari kasus-kasus vang nyata di
pengadilan.

Di samping memiliki kekuatan, sistem hukum

39



common law juga memiliki kelemahan. Pertama, kaku
{rigid). Sekali suatu putusan dibual dan menjadi
precedent maka putusan itu menjadi hukum vang
mengikat, sckalipun mungkin hakim yvang terikat
pada putusan tersebut menilai bahwa putusan
tersebut salah. Kedua, kompleks. Putusan hakim
di dalam sistem commeon low sangat rinci (delail)
sehingga ada kemungkinan isu-isu penting dalam
kasus vang ditangani terlewati, terutama terhadap
bidang hukum yang berkembang cepat. Kefiga,
kewenangan diskresi hakim untuk membentuk
hukum bary, dalam praktik terkadang bertentangan
dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of
poters) di mana peran legislasi menjadi kewenangan
patlemen; sementara kewenangan pengadilan adalah
melakukan interpretasi terhadap hukum, dan bukan
membuat aturan,

(b} Jury Sistem

Perbedaan pokok lainnya dengan civil fauwr system
adalah dalam persidangannya. Sistem common law
menggunakan sistem fury. Jadi selain hakim, anggota
jury memiliki peran yang penting dalam menentukan
bersalah (guilty) atau tidak bersalahanya (not guilty)
seseorang dalam suatu persidangan. Di dalam kasus
pidana, jika anggota jury menyatakan seseorang,

40

bersalah (guiffy) baru kemudian hakim menjalankan
perannya dalam menerapkan hukuman. Hakim
berperan mengarahkan para jury dalam menjalankan
peran, fungsi serta kewenangannya di luar dan di
dalam persidangan.

Menjadi seorang anggota jury tidak menuntut
keharusan memiliki keahlian bidang tertentu atau
tingkat pendidikan tertentu pula. Setiap warga
negara pada usia tertentu memiliki kesempatan yang,
sama untuk dipilih menjadi fury yang biasanya sccara
rardom dipilih berdasarkan daftar pemilih dalam
pemilihan umum (electoral rofl}.

Sekalipun tidak diperlukan keahliaan tertentu
untuk menjadi jury tetapt ada beberapa “kualitas”
yang harus dimiliki, yaitu: a) kemampuan untuk
memperhatikan  dengan cermat  bukti-bukti yang
diajukan dalam persidangan sebelum mengambil
keputusan; b} mampu bersikap terbuka, tanpa
adanya prasangka dan bias; ¢} bersikap adil dan
tidak memihak; d} mampu bersikap cbjektif; e) tidak
membicarakan hal-hal vang menyangkut persidangan
kecuali kepada anggota jury yang lain,

Ada peran yang berbeda bagi jury yang
umumnya digunakan dalam perkara-perkara pidana,
Dalam perkara pidana, ada prinsip hukum bahwa
sesecrang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti
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bersalah {an accused person is innocent until proven
guilty). Terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa
ia tidak bersalah. Peradilan harus membuktikan
bahwa tidak ada keraguan bahwa seorang terdakwa
itu bersalah (the accused is guilty beyomd reasonable
doubt). Artinya, jika jury memiliki keraguan tentang
apakah seseorang itu bersalah, maka putusannya
haruslah bahwa terdakwa tidak bersalah (rof guilty).
Sebaliknya, jika jury memutuskan bahwa SE0Tang
terdakwa bersaiah, hakim akan memutuskan apa
hukumannya. Jury tidak terlibat dalam memberikan
hukuman,

Peran fury dalam perkara perdata berbeda
dalam perkara pidana, Perkara perdata melibatkan
sengketa antara dua orang atau lebih yang tidak
mampu menyelesaikan sengketa itu di antara mereka.
Dalam system common law standard pembuktian dalam
perkara perdata adalah “Hee balance of probalities.”
Menjadi tugas tergugat untuk membuktikan bahwa
gugatan terhadapnya tidak benmar.  Jury harus
memutuskan siapa yang harus menang dalam perkara
tersebut dan jumlah ganti rugi yang harus diberikan,
Dalam beberapa perkara perdata, tergugat mungkin
mengakui kesalahannya dan jury hanya menentukan
berapa ganti rugi vang harus dibayarkan kepada
penggugat.
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Penggunaan sistemn  jury  ini  membawa
konsekuensi adanya perbedaan prinsip antara hakim
di negara-negara yang menganut sistern common law
dengan negara-ncgara yang menganut sistem cioil I,
Penggunaan jury berarti hakim bersikap pasif. Hakim
tidak melakukan tanya jawab dan menggali berbagai
bukti sebagaimana dalam sistem civil law. Para pihak
lebth banyak "berkomunikasi” dengan para anggota
Jjury. Upaya meyakinkan para anggota jury ini sangat
penting karena jury yang akan memutuskan apakah
seseorang itu bersalah (guilty) atau tidak bersalah (nof
guilty) dalam suatu perkara pidana, bukan hakim
yang berperan dalam penentuan hal ini.

(c) Aduversarial System

Penggunaan sistem jury inilah yang kemudian
melahirkan perbedaan pokok lainnya antara common
law dengan civil lmp. Di dalam commion law dikenal
istilah edversarial system. Sebaliknya dalam sistem
cvil law dikenal istilah inguisitorial system. Makna
sederhana adversarial system adalah bahwa para pihak
mengajukan, mengumpulkan dan mengemukakan
sendiri bukti-bukti, mengajukan pertanvaan kepada
para saksi. Artinya, para pthak yang berperkara
terlibat secara aktif dalam persidangan. Sedangkan
hakim dan jury scbagai pihak pemutus terhadap
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fakta-fakta di persidangan hanya bersikap netral dan
pasif sclama persidangan.

Berbeda halnya dengan negara-negara yang
menganut civdl law systemt yang mengenal istilah
inguisitorial system. 121 dalam sistem civil law,
selama persidangan para hakim tidak bersikap pasif
sebagaimana dalam sistem common law. Sclama
persidangan hakim justru bertanggung jawab untuk
mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam
perkara tersebut. Hakim secara akfif mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, kepada para
pibak. Walaupun tujuan utama kedua sistem ini
adalah sama-sama mencari kebenaran (fo find the
fruth).

(3) Independensi dan Kekuasaan Hakim®

Tradist common law yang sangat erat dengan
filosofi, cksistensi dan perkembangan hakim dan
pengadilan adalah bagaimana kuatnva independensi

dan kekuasaan para hakim dalam sistem hukum ini.

* Ada beberapa karakteristik hakim dalam sistem com-
mon law: i) Hakim memiliki fungsi dan kedudukan yang lebih
luas dibandingkan dengan hakim dalam sistem ciofl law. Salah
salu alasannya karena hakim tidak terlalu terikat dengan ajaran
trias politika yang menyatakan bahwa hakim hanya menerap-
kan hukum saja, tidak membuat hukurm. i} Hakim tidak hanya
bersikap sebagai corong undang-undang, tetapi juga berperan
sebagai pembuat hukum. Ini juga yang menyebabkan hakim
dalam sistern ini harus bersifat kreatif dan sangat berwibawa.
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Mungkin kita sepakat bahwa kepercayaan publik
terhadap dunia peradilan sangat erat kaitannya
dengan independensi hakim dan seberapa besar
kekuasaan yang dimiliki oleh para hakim di suatu
TIEgAra.

Independensi hakim tidak sekadar berarti
imparsialitas hakim dari pengaruh eksekutif, legislatif,
bahkan dari internal lembaga yudikatif itu sendiri.
Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka,
bebas, imparsial, atau tidak memihak” dengan
individu, kelompok atau organisasi kepentingan
apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi
oleh kekuatan apapun. Independensi bermakna pula
sebagai kekuatan/ power, paradigma, etika, dan spirit
untuk menjamin bahwa hakim akan menegakkan
hitkum demi kepastan dan keadilan.

Di negara-negara penganut sistem common law
seperti di Australia, ada jaminan bahwa scorang
hakim itu benar-benar independen. Sebagai negara
yang menganut sistem hukum common law, hakim
Australia memiliki tingkat independensi yang sangat
tinggi. [tu sebabnya para hakim di semua tingkatan
memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat
tinggi pula. Sebagai contoh, scorang Hakim Agung
Australia yang menjalankan fungsi peradilan federal,
sekali menduduki jabatan, tidak dapat diganggu




gugat hingga mencapai usia 70 tahun. Penunjukan
mereka juga atas dasar kepakaran dan kepribadian,
tidak bersifat politis sebagaimana éergambar dalam
Pasal 71 dan Pasal 72 Konstitusi Australia 1901,
Pasal 71
The judicial power of the commontweattt shall be
vested int a Federal Supreme Court, to be called the
High Court of Austrafia, and in such other federal
courts as the Parliament creates, and in such other
corts as it invests with federal jurisdiction. The H igh
Court shall consist of a Chief Justice, and so Yy
otfier Justices,not less than fwo, as the Parligment
prescribes.

Pasal 72

The Justices of the Hugh Court and of the other courts

created by the Parliament:

(i} shall be appointed by the Governor-Generalin
Council;

(i) shall not be removed except by the Governor_
General in Council, on an address from both
Houses of the Parliament in the same session,

praying for such removal on the ground of proved
misbehaviour or incapacihy.

Selain tradisi hakim independen, Common faw

Sysfern juga memiliki ciri khas hakim yang “sangat
berkuasa” vang mungkin tidak dikenal dalam
Ciofl Law Sysfem, yvang pada gilirannya menjadikan
pengadilan sangat berwibawa dibandingkan dengan
negara-negara yang menganut sistem hukum Civid
Law.

Di antara kekuasaan hakim di negara-negara
Common Law System adalah conferpt of court power. Di
dalam sistem common law, seorang hakim memiliki
kekuasaan untuk menghukum dengan denda atau
penjara terhadap siapa saja yang dinilai melecehkan
persidangan. Hukuman serupa dapat juga diterapkan
bagi siapa saja yang menentang perintah pengadilan,
Kekuasaaninibenar-benar digunakan oleh para hakim
penganut sistem common Imw yang menyebabkan
proses pengadilan dan pengadilan menjadi sangat
berwibawa. Tidak ada pengunjung sidang yang tidak
menghormati  jalannya persidangan. Persidangan
berjalan secara tertib penuh kewibawaan.

Para pihak yangberperkara dan para pengunjung
persidangan faham benar kemungkinan resiko
terkena “confernpt of court power”, sebuah kekuasaan
vang tidak begitu populer di negara-negara citif latw.
Belum banvak pengunjung sidang yang didenda atau
masuk penjara dikarenakan membuat kegaduhan

atau dinilai melecehkan pengadilan. Jangan heran jika
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di negara seperti Indonesia, pihak yang berperkara
atau pengunjung sidang berani melontarkan kata-
kata tidak baik atau bersikap tidak sopan.
Kekuasaan lain yang dimiliki oleh para hakim
penganut common law seperti juga kewenangan
yang dimiliki oleh setiap hakim di Amerika Serikat,
adalah kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu
undang-undang bertentangan dengan  konstitusi
dan tidak mengikat sccara hukum, setidak-tidaknya
dalam perkara-perkara tertentu.  Sebaliknya, di
sebagian besar negara-negara penganut cii;ﬂ faer
kewenangan ini hanya dimiliki oleh Mahkmah
Konstitusi, dan semua hakim di berbagai tingkatan
pengadilan diwajibkan menerapkan undang-undang
yang ada, sekalipun secara pribadi para hakim
berpendapat bahwa undang-undang vang ada
bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian,
fika scseorang berpendapat bahwa undang-undang
yang diberlakukan terhadap mereka bertentangan
dengan konstitusi, pithak vang bersangkutan dapat
mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah
Konstitusi. Jika kemudian Mahkamah Konstitusi
menyatakan undang-undang terkait bertentangan
dengan konstitusi, maka pihak yang berperkara dapat
mengajukan banding atas dasarundang-undang yang
telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh
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Mahkamah Konstitusi tersebut.

Para hakim di negara-negara penganut comsmon
law juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan
hukum’ atas dasar precedent atau memutuskan
untuk tidak mengikuti precedent. Kewenangan ini
berdasarkan ajaran vang dikenal sebagai “stare decisis”
(" to stand by what has been decided”), dalam hal tidak ada
undang-undang atau petunjuk lain. Misalnya dalam
kasus-kasus yang sama sekali baru, hakim harus
menentukan aturan mana yang akan diterapkan,
berusaha mempelajari kasus-kasus yang mirip di
masa lalu, mempelajari kemungkinan pengadilan lain
yang pernah memutuskan dan menilal bagaimana
keterlibatan publik dalam masalah tersebut. Sebagai
perbandingan, para hakim di Civi/ Law secara ketat
dilarang menciptakan hukum dan tidak terikat pada

putusan-putusan hakim terdahuliu.

T Fundamental change i the law can be done in one of three
waye. First, the judge can express his fundamental disagreerient with
He pre- existing laie for whalever reasons and stale @ new rule or sef
of rules. This weuld involve “over ruling” the cases whtich declered the
pre-existing law. Second, the judge could tgnore precedent and prioy
decisions aid nake a stitentent of new low, This is the appronch which
the late Justice Murphy sometimes adopted. Third, the Tudges could
pretend that they were following existing law and martipulate previons
decisions fo obigin the desived results, Courts In commion laiw countries
Iieve done s for generations, buf the changes hape beett within rur-
rine confines and involved relafively minor nadificntions,
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€. Pengadilan dan Hakim di Negara Penganut
Civil Law
(1} Sejarah Civil Lazy
Secara teori, membicarakan pengadilan dan
hakimdilndonesiasama halnyadenganmembicarakan
Negara-negara yang menganut sistern cipif g secara
umum. Hal ini disebabkan karena Indonesia, scbagai
salah satu negara yang pernah dijajah oleh Belanda
adalah salah satu Negara yang menganut sistern cftri;
law. Sebagaimana juga dalam sistem hukum comsmon
Iaw yang dikemukakan oleh A, V. Dicey, bahwa tiga
kelompok negara yang dapat terpengaruh oleh suaty
sistern common law antara lain (1} kelompok negara
yang dipengarahi ({seeded); (2) kelompok negara-
hegara yang diduduki; dan (3} kelompok negara-
negara yang ditaklukkan (conguered).”

Paling tidak ada enam fase perkembangan ¢!
law. Pertamg, fase formasi hukum Romawi. Fasc ini
dimulai saatlahimyasistemhukuym EropaKontinental,
vaitu ketika mulaj diberlakukannya Undang-Undang
Dua Belas Fasal (The Twelve Tables) di Romawi sekitar
tahun 400 SM. Kedug fase kematangan hukum
Romawi. Fase ini terjadi pada saat mulai berlakunva
kumpulan undang-undang vang spektakuler ::ii

* Munir Fuady, Pevhandingen Huk : i i
. Bandung{ e > F iy gan Husnn, T Hefika Adita-
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Romawi ketika berlakunya Corpus furis Civilis, yang
dibuat atas supervisi dari raja Justinian di abad VI
Masehi. Ketiga, fase kebangkitan kembali Hukum
Romawi. Fase ini merupakan fase yang terjadi ketika
timbulnya semangat di Eropa untuk memahami dan
menerapkan kembali hukum Romawi pada abad
XI Masehi. Keempaf, fase Resepsi Hukum Romawi
yang terjadi ketika sistem hukum Romawi, terutama
vang disebut Jus Commune, diberlakukan di berbagai
negara Eropa. Fase ini terjadi sejak awal abad XVI
Masehi. Kefima, fase kodifikasi hukum vang terjadi
ketika dibuat beberapa kodifikasi di berbagai negara.
Kodifikasi yang paling terkenaladalah Code Napoleon
di Perancis. Code ini terdiri dari Code Civil, Code Penal,
Code Du Commerce, dan Code tentang Hukum Acara
Perdata dan Acara Pidana. Kelima, fase ini terjadi pada
awal abad XIX. Keenam, dischut fase resepsi kodifikasi
yang terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi
di Perancis yang ditandai dengan banyaknya negara
di benua Eropa dan juga di negara-negara lain di luar
Eropa yang memberlakukan Code Napoleen dengan
beberapa penyesuaian. Sebagai contoh Belanda pada
tahun 1838 memberlakukan Burgerlijke Wetboek vang
kemudian dibawa dan berlaku di Indonesia pada

tahun 15848,



(2) Kekhususan Civil Law

Umumnya negara-negara vang menganut cipil
law mencrapkan tnquisitorial sysfems, para hakim
merupakan lulusan fakultas hukum, Selanjutnya
menjalankan  pendidikan  hakim vang kemudian
menjalani  profesi  hakim pemula  (magistrates),
Namun demikian inguisitorial system tidak diterapkan
di semua negara yang menganut sistem ivil Jaw,
Lazirmnya sistem ini diterapkan oleh negara-negara
di bagian selatan Eropa yang mendapatkan pengaruh
kuat dari Napoleon's Code sepertl negara Perancis,
Italia, Spanyol dan Portugal. Di bagian utara Eropa,
justru dalam perkara-perkara pidana didominasi oleh
penggunaan sistem adversarial, Narnun demikian
dalam civi? faw di kedua jurisdiksi tersebut biasanya
para hakim sama-sama tidak memilikj pengalaman
sebagai advokad (practicing  attorneys) walaupun
mereka mendapat pelatihan bidang hukum,

Di dalam sistern ¢yl faw, perkara-perkara
serius hampir selalu diputuskan melaluj persidangan
-_:lengan, minimal, tiga orang hakim (full trigl
;;fdges). Hanya perkara-perkara ringan safa yang
dimungkinkan diputus oleh hakim tungeal (single
trial judge).  Bahkan masih ada negara-negara
.pen ganut cioil law yang dalam perkara-perkara ringan
Juga mengikutsertakan mereka yang tidak berlatar
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belakang hukum.
Sebagai contoh di Finlandia dan Swedia ada

dua jenis hakim di pengadilan lokal. Pertama, seorang
hakim yang memiliki latar belakang hukum bertindak
sebagai ketua pengadilan, sedangkan hakim yang
dipilih untuk masa jabatan empat tahun dipilih dari
anggota masyarakat tanpa memiliki latar belakang
dan pelatihan khusus bidang hukum. Bahkan di
Swedia juga berlaku untuk pengadilan banding.
Hakim non-hukum tidak berfungsi sebagai fury
sebagaimana dalam sistem comon law, para hakim
non sarjana hukum ini berperan dan bekerjasama
dengan para hakim yvang memang sarjana hukum,
dan pernah mendapatkan pelatihan  bidang
hukum. Masing-masing hakim, baik dengan latar
belakang hukum maupun yang dipilih dari anggota
masyarakat memiliki hak suara yang sama. Kedua,
di beberapa negara lain yang menganut sistern civil
law seperti Denmark, perkara-perkara pidana seperh
pembunuhan, menggunakan sistem jury karema
terkait dengan kewenangan menentukan bersalah
atau tidak bersalahanya seseorang. Sedangkan
dalam perkara-perkara perdata sepenuhnya menjadi
kewenangan para hakim vang remiliki latar belakang
sarjana hukum dan pemah menjalani pelatihan

bidang hukum.




Jika dibandingkan dengan  kedudukan dan
fungsi para hakim di negara-negara Common Law,
maka kedudukan dan fungsi hakim di negara-
negara dengan sistem civil law lebih sempit. Hal
ini dikarenakan bagi para hakim di negara-negara
dengan sistem civil lawe terikat dengan doktrin trias
politika di mana hakim hanya menerapkan hukum,
tidak boleh membuat hukum. Jadi peran hakim tidak
lebih dari menerapkan suatu undang-undang dengan
suatu fakta. Sedangkan lernbaga yang berwenang
membuathukumadalah Parlemen. Hakim tidak boleh
mengambil alih fungsi Parlemen dalam membuat
Suatu undang-undang. Jikapun ada pasal-pasal
yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,
telah ada mekanisme yang mengaturnya melalui
judicial review baik ke Mahkamah Agung maupun ke
Mahkamah Konstitusi. Wewenan g membuat undang-
undang yang ada pada parlemen sesuai dengan ﬁga
fungsi yang dimiliki yaitu legislasi, anggaran dan
pengawasan (legislation, budgeting and controlling).

Kedudukanhakim sebagaibagiandarikekuasaan
judikatif berada pada posisi sefajar dengan kekuasaan
legislatif dan eksekutif. Keadaan ini menyebabkan
antara masing-masing kekuasaan tersebut harus
tidak boleh mencampuri kekuasaan masing-masing.
Cabang satu kekuasaan tidak boleh membatalkan
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putusan atau produk dari cabang kekuasaan lainnya.

Para hakim di negara-negara dengan sistem civi/
lmr hanya bertugas menyuarakan undang-undang
saja. Agak berbeda dengan para hakim di negara-
negara common law, hakim di negara-negara civil law
tidak memiliki kesempatan luas untuk berimprovisasi
dalam putusan-putusannya. Hakim di negara-negara
civil law hanyalah menganalisis fakta-fakta dalam
perkara yang sedang ditanganinya. Berdasarkan fakta
ini kemudian mencari undang-undang yang scsuai
dengan fakta tersebut. Undang-undang kemudian
diterapkan pada fakta yang ditemui dalam perkara
yang disidangkan.

Hakim dalam sistem civil Iz merupakan
bagian dari birokrasi pemerintah. I1akim bertindak
sebagai birckrat, menjalankan tugas yang diberikan
kepadanya dengan penerapan aturan sebagaimana
pegawai pemerintah lainnya. Di Indonesia, misalnya
pernah terjadi dualisme kekuasaan yang mengatur
kekuasaan kehakiman. Para hakim tunduk kepada
Menteri Kehakiman untuk urusan gaji, mutasi
dan promosi mereka, Suatu hal yang riskan bagi
kernandirian dan independensi seorang hakim dalam
menjalankan fungsinya. Pada sisi lain para hakim
tunduk kepada birokrasi Mahkamah Agung dalam

soal perkara-perkara yang mereka tangan.
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Di negara-negara yang menganut Cioil Law,
sejak awal para hakim merupakan para lulusan
fakultas hukum, kemudian melamar menjadi hakim
dengan menjalankan training khusus untuk profesi
hakim. Keadaan yang berbeda dengan negara-
negara dengan sistem common law di mana para
hakim biasanya berasal dari kalangan praktisi hukum
(barrister atau solicitor) yang telah menjalankan profesi
praktisi hukum selama belasan tahun.

D. Keadilan di Antara Dua Sistem Hukum
Hakekat pengadilan adalah keadilan (justice).
Justice is to treat adequately, fairly, or with full
appreciation’  Artinya, tidak ada perlakuan yang
bersifat diskriminatif dan bebas dari sikap tidak fair
(unfairness). Para pihak yang berperkara atau yang
sedang berperkara memerlukan pihak ketiga sebagai
penengah yang mampu memberikan putusan yang
seadil-adilnya. Para pencari keadilan tidak terlalu
peduli dengan sistem hukum yang dianut oleh suatu
negara, apakah menggunakan common law system
atau civel lew system. Mereka hanya membutuhkan
keadilan vang seharusnya mampu diberikan oleh
? Y Justicer fairness, justness, faiv play, foir-mindedness, equihy,
equiableness, impartiality, impartialttess, lack of bis, obijectivity, new-

trality, lack of prejudice, honour, integrity. Lihat The New Oxforsd
Thesaurns of English, Oxford University Press, 2000, hlm. 537,

o6

seorang hakim lewat putusan-putusannya.

Secara sederhana ingin dikemukakan bahwa
dalam sistem hukum manapun, satu-satunya yang
dikehendakiclehmerekavang mendatangi pengadilan
adalah keadilan. Tidak menjadi permasalahan sistemn
hukum manapun yang mengadili mercka, karena
sistem hukum pada dasarnya hanyalah media untuk
mencapai keadilan itu sendiri.

Keadilanharus ditegakkan berdadasrkan hukum
dan hati nurani hakim, bukan yang lain. Hakekatnya
hukum adalah keadilan yang implementasinya
melalui seorang hakim.  Kedua hal inilah yang
melahirkan referensi normatif dari hukum itu sendiri
bagi para pembentuk hukum agar menghasilkan
hukum yang benar, melaksanakan hukum secara
benar dan menegakkan hukum secara benar pula.
Kedua tesis ifu juga menghadirkan dua karakter
pokok hukum yaitw: a) hukum {aturan hukum) vang
berhukum thef recht moet rechfdoen aan de mens); b)
hukum yang memanusiakan manusia.”

Mereka yang masuk dalam aliran idealis
memandang hukum itu sebagai sesuatu yang otonom,
berdiri sendiri. Sifat otonomi itu didasarkan pada

* Oeripan Noutohamidjoyo, Existentialisme dan Hukum,
sebagaiimana dikutip oleh Mubamad Liwin dan Amrullah Ar-
pan dalam Filsafat Huknm Mencari Hakikat Hukum, Penerbil Ulk-
5RI, Palembang, 2008, hlm. 271
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suatu landasan pemikiran sebagaimana dikemukakan
olehHans Kelsen. Jadisiapapun yang berfungsi untuk
melaksanakan ataupun menegakkan hukum pada
dasarnya hanva berperan untuk mengkonkritkan
aturan hukum,

Padahal jika hakekat keadilan yang ingin
didapatkan, maka anggapan-anggapan hukum
tersebut tidak cukup hanya sekedar menerapkan
aturan-aturan hukum vang ada secara “apa adanya.”
Tindakan menerapkan aturan hukum hanya semvata-
mata didasarkan pada bunyi aturan ser;'lata, para
penerap hukum bertindak sebagai corong undang-
deang. Hakekatnya mereka yang bersikap seperti
1ni menetnpatkan diri sebagai pemberi “putusan yang
palsu,”1

Cleh katena itu, jika berbicara tentang pihak-
pihak yang berperkara mendatangi  pengadilan,
dan menaruh perhatian kepada para hakim untuk
memberikan putusan yang “seadil-adilnya”, maka
merjadi tidak terlalu relevan mempersoalkan sistern
hukum yang dianut; apakah common lew atau sistem
civil law. Kedua sistem ini pada hakekatnya “sama-
sama”, menempatkan hakim sebagai u;"a_ng dan

badan yang terhormat yang diharapkan menegakkan
keadilan.

" [bid.
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Namun krittk vang diberikan terhadap para
hakim Indonesia yang dipercaya menganut sistem
civil Iaw adalah putusan-putusan yvang konservatif
dan sangat legalistik. Memang ada suatu keyakinan
bahwa di negara-negara yang menerapkan sistem civif
taw, hakim bersifat majelis dan kolegial. Oleh karena
itu, pada prinsipnya, dissenting opinion merupakan
kejadian langka. Kalaupun terdapat disseniing opinion
umumnya tidak dipublikasikan. Selain itu putusan-
putusan hakim lebih banyak bersifat legalistik, sangat
yuridis vang tidak menonjolkan dalil-dalil yang
bersifat pencerahan. Cleh karena itu pembahasan
tentang putusan-putusan hakim jarang dilakukan.
Putusan hakim tidak dibahas secara terbuka., Suatu
keadaan yang sangat berbeda dengan masyarakat di
negara-negara yang menganut common law.

Di negara-negara common law putusan hakim
dibahas dan didiskusikan secara luas. Putusan-
putusan hakim sangat mengandalkan dalil-dalil yang
rasional. TPola pikir hakim dibahas dan dipelajari
secara luas dan mendalam sehingga memunculkan
aliran-aliran hakim tertentu berdasarkan putusanyang,
dihasilkannya. pada perkembangannya dewasa ini
putusan-putusan hakim di Indonesia mulat dibahas,
walaupun masih dilakukan oleh kalangan terbatas.
Perkembangan ini memaksa para hakim Indonesia
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untuk tidak lagi secara ketat berlaky konservatif dan
t-.?rtutup dengan alasan terikat oleh prinsip-prinsip
ctvit lme, karena perkembangan masyarakat dan
interaksi giobal memaksa kedua sistem hukum utama
dunia terscbut untuk “saling menyapa "

¥ Ada beberapa alasan yvang menjadi Jdasar ikir;

mengapa Ilszc-dua sisternt hukum yanggutama] di dunia inﬁ:;:::;z:
taw dan civif law) semakin sulit untuk dipertentangkan secara
Itegas. Alasan-alasan itu antara lain: {a) Bahwa baik karena se-
jarah penjajahan dan memasuki era globalisasi menjadikén ne-
gara-niegara di dunia menjadi burderless. Kondisi in melahirkan
pembanran negara-negara dengan sistern hukuwm yang berbeda
Int-:raks_i anfar negara ini mengakibatkan kedua sistern .
kum saling tmempengaruhi. Jika kita perhatikan, semakin sulit
adanya negara-negara vang menganut salah satu sistern hukum
te_rsel:rut Secara murni tanpa ada pengaruh dari sistern hukam
lainnya. Misalnya kelompok hukum ezl Jgm dipengaruhi oleh
commion . Selain ity ada juga kelompok negara dengan sistem
hukum common fawe tetapi dipengaruhi oleh il -t BaJ:Lkan
aFia negara-negara dengan kelormpok hukum Campuran artarg
sistem comimon lnw dengan civil law. Misalnva negara Afrika Se-
latap yang mencrapkan sistern hukum camfpuran antara sistem
hukum Belanda dengan sistem hukum Ingaris. () Bahwaﬂ ada
tuntutan agar hakim bersikap lebih progresif dan menghasilkan
pyr_uaaramp_utusan yang progresif pula. Putusan vang progresif
d1n1.Ia1 lebth memenuhi rasa keadilan masvarakat. Dalam hal
hakjm bersikap progresif ini sangat mungk;n terfadi “ pelangga-
ran rkaec_lah dasar yang sebenarnya dianut oleh seorang hakim
Hakxfn di negara-negara cormmon lao terpaksa tidak memam]"u:
doctring of precedent yang terlanjur dipuius oleh para hakim ter-
#ahu]u yang mungkin lelah ketinggalan zaman. Bahkan bukan
t-fdnk mungkin posisi precedent vang telah ketinggalan zarnan itu
hfiak sesual lagi dengan perkembangan masvarakat. Sikap ha-
k:m yang tidak memaiuhi ajaran doctrine i :r:rrecedenr ini dapai
dinilai memasuki tradisi para hakim ctvil law yang tidak terikat
terbadap putisan-putusan hakim terdahulu,
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Secara teori para hakim dinegara-negara dengan
sistem civdl law memang dikenal lebih sebagai juru
bicara undang-undang (speskers of lsw), dan karena
itu jarang ditemukan pertimbangan-pertimbangan
hukum hakim yang keluar dari perspekiif lepalistik;
kaya dengan penjelasan-penjelasan sosial yang luas
dan mendalam. Membaca pertimbangan hukum
hakim Indcnesia memang melelahkan dan tidak
cukup kontributif bagi perkembangan teori-teoir
hukum, apalagi berimplikasi pada perubahan
Kanstitusi, sebagaimana putusan hakim Amerika.

Di dalam beberapa putusan hakim, memang
terdapat hakim-hakim yang melakukan lompatan,
keluar dari tradisi legalistik hakim Indonesia pada
urnumnya. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar
dan Adi Andoyo, adalah dua nama dari sedikit
hakim progresif yang pernah mengeluarkan putusan
“kontroversial” menurut paham  umum hakim

Indonesia, tetapi belakangan, pertimbangan dan
putusan mereka telah dicatat sebagai putusan hakim
progresif, vang mulai diperbincangkan sebagai model
putusan vang diharapkan berkembang ke depan.

Harapan akan lahirnya hakim-hakim progresif
sesungguhnya cukup beralasan. Pertama, masalah-
masalah hukum yang dihadapi masyarakat sekarang
dan yvang akan datang jauh lebih kompleks, vang
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sangat mungkin tidak tercakup oleh aturan hukum
tertulis yang ada, sehingga hakim scbagai hukum
akan menjadi tumpuan harapan menemukan hukum.
Kedug, perkembangan dan dayva kritis rmasyarakat
yang semakin meningkat menuntut kemampuan
hukum hakim vang lebih baik. Ketigs, tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan hukum semakin
memerlukan  temuan-temuan  hukum  melalol
kasus-kasus yang diputus oleh hakim. Keempaf,
perkembangan hukum-hukum baru yang menyertai
menyatunya dunia- di era global, termasuk di
dalamnya menyatunya sistern hukum, menuntut
kesiapan hakim memiliki pengetahuan yang luas,
yang pada waktunya diperlukan untuk memutus
perkara yang dihadapkan kepadanya. Alasan lain
adalah mengemukanya prinsip akuntabilitas putusan
hakim, sehingga sepatuinya masyarakat memiliki
akses yang lebih luas terhadap putusan-putusan
pengadilan.

Putusan pengadilan bukanlah sesuatu yang
bersifat rahasia. Putusan hakim harus dipublikasikan
dan bisa dizkses dengan mudah oleh publik. Dengan
cara demikian publik bisa belajar, bisa melakukan
eksaminsasi, dan evaluasi sehingga kehidupan
hukum dan berhukum di Indonesia terus maju dan
berkembang,

B2

Kemajuan normatif yang telah dicapai setelah
perubahan UUD 1945 memberi harapan akan masa
depan kekuasaan kehakiman yang merdeka di
Indonesia. Aspek fundamental bagi penyelenggaraan
peradilan yang fair, adil dan transparan itu, telah
terpatri kuat pada pasal-pasal yang mengatur
kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945.

Pasal 24 misalnya mencgaskan bahwa: (1)
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenpgarakan prr-sdilas pruos
mencgakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Apung
dan badan peradilan yang berada di bawahnyva
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan
lain vang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan
pasal perubahan tersebut menegaskan kemerdekaan
atau independensi kekuasaan kehakiman. Jika sclama
ini kekuasaan kehakiman berdiri di atas dua kaki;
satu kaki di Mahkamah Agung, satu kaki lainnya
di Departemen Kehakiman, atau dengan istilah lain;
kepalanya di Mahkamah Agung, ltetapi perutnya
di Departemen Kehakiman, maka sekarang berada
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sepenuhnya dalam kewenangan Mahkamah Agung,

Tuntutan kemerdekaan kekuasaan kehakiman
telah lama menjadi tuntutan universal Pasal 10
Dekiarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
menegaskan: “Everyone is entitled in full equality to a
fair and public hearing by an independent and tipartial
tribunal in the determination of his rights and obligation of
any crimingl charge aguins him”, (Setiap orang berhak
dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya
S astenas dan canara adi] oieh pengadilan yang
merdeka dan tak memihak, dalam ha] Menela pkon
hak-hak dan kewajiban-kewaji bannya dan dalam
setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya),
Sementara Pasal & berbunyt : “Everyone has the right
to an effective remedy by the competent national tribunals
for act violating the Sundamental rights granted Mim by
the constitution or by law.” {Setiap orang berhak atas
pengadilan vang efektif oleh hakim-hakim nasional
yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak
dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-
undang dasar negara atau undang-undang).

Sayang  sekali, kemerdekaan kekuasaan
kehakiman  tersebut  belum diimbangi  oleh
kemerdekaan atau imparsialitas institusi penegak
hukum lainnya dalam  sistem peradilan pidana
teru tamaKcjaksaan,sehinggakemerdekaa nkekuasaan

64

kehakiman itu potensial tidak bisa dilaksanakan oleh
hakim berkaitan dengan institusi Kejaksaan yang
dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan (Jaksa
Agung) adalah lembaga Pemerintah,” dan bukan alat
negara penegak hukum, atau bukan aparat negara
(state aparatus), tetapi aparat pemerintah (government
aparatus). B

Ketentuan tersebut, secara hukum dan pelittk
menempatkan  Kejaksaan sebagai  sub-ordinat
pemerintah (eksekutif) sehingga sukar mengha rapkan}
kejaksaan menjadi  independen  terbebas dari
pengaruh politik. Meskipun dikatakan hakim bebas
dalam mengambil keputusan, namun terikat pada
apa yang didakwaan penuntut umum, hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut
UM,

Tidak singkronnya elemen-elemen penegak
hukum yang terlibat di pengadilan itu diperparah
pula oleh tidak terjalinnya sistem peradilan terpaldu
yvang mengharuskan adanya mekanisme saling
kontrol. KUHAT yang menjadi hukum acara yang

" Bagian Kedua, kedudukan Pasal 2 a}?aE (1) "Kf'ifﬂ‘jﬂﬁ“
Republik Indonesia wang selanjutnya dalam L.n_u:lang-L-n r.zmg
ini disebut Kejaksaan adalah lembaga permerintahan }:11:[5
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta ke-
wenangan lain berdasarkan undang-undang.




digunakml Polisi-Jaksa-Hakim dalam perkara pidana
m?alnya, tidak mengatur secara tegas mekanisme
saling kontrol antar penegak hukum sebagaimana.
n_-lestin}ra konscp sistem peradilan pidana terpadu
(mtegrated criminal justice sysfemy),
Jika dicermati, kewenangan hakim tidak

hanya melakukan perbuatan mengadili, tetapi juga
perbuatan penuntutan (daden van vervolging), misalnya
perpanjangan  penabanan,  izin penggeledahan,
penuntutan hari sidang dan lain-lain vang merupakan
kontrol kepada penyidik dan penuntut umum

Begitu pula dengan Jaksa. Juga mclakukan kuutrui

negatif terhadap hakim, karena dalam tuntutannya ia

tmenuntut pidana, sesudah menguraikan hal-haj i:rang

rmemberatkan dan meringankan terdakwa, Tetapi hal-
hal demikian itu lebih terbaca dan dipahami sebagai
pengaturan kewenangan, dan bukan mekanisme
kontrol. Celakanya kewenangan tersebut tidak jarang
menjadi mekanisme legal praktik mafia Peradilan
oleh Jaksa dan Hakim,

Dengan  demikian, inde pendensi  akan
menunjang putusan hakim yang independen puia,
karena hakim tidak dapat mencari perkara sendiri,
is.angat tergantung pada apa Yang didakwakan
jaksa. Hakim tidak boleh memutus lain dari yang
didakwakan jaksa. Jadi, jika dakwaan jaksa pem;nmt
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umum lain dari perbuatan vang sungguh-sungguh
dilakukan, maka hakim akan memutus pula lain dari
perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan.

Hakim Indonesia dinilai sangat legalistik.
Mengutamakan faktor formal untuk mendapatkan
kepastian  hukum. Tidak ada yang  salah
memang apakah seorang hakim lebih banyak
mempertimbangkan aspek yuridis atau aspek filosofis.
Tidak ada yang salah dengan cara itu sepanjang
keadilan dan fairness vang menjadi pegangan.
Namun, idealnya hakim tidak bersikap terlalu kaku
karena hukum juga berkembang. Hakim memiliki
karakter sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Ada balknya diingatkan pandangan Philippe
Nomet dan Philip Selznik yang sangat terkenal
dalam bukunya Law and Society in Transifion: Toward
Responsive Law yang membedakan karakter hukum
vang represif, hukum otonom dan hukum responsif.

Hukum vang represif menilai bahwa tatanan
hukum tertentu menjelma menjadi suatu sistem
yang tidak adil. Keberadaan hukum tidak menjamin
keadilan yang substantif. Setiap tatanan hukum
memiliki potensi represif dikarenakan pada tingkat

tertentu ia akan selalu terikat pada status gue.
Kondisi ini kemudian memberikan kewenangan

kepada penguasa yang justru menjadi pembenar bagi
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tindakan para penguasa. Salah satn bentuk represi
vang paling jelas adalah penggunaan kekerasan vang
tidak terkontrol.

Hukum yang bersifat represif yang ciri-civinya

antara lain sebagai berikut:

L Institusi hukum  sccara langsung  dapat
diakses oleh kekoatan politik; hukum
diidentifikasikan sama dengan negara dan
disubordinasikan pada tujuan negara;

2. Langgengnya sebuah otoritas metrupakan
urdsan - yang  paling  penting dalam
administrasi hukum;

3. Lembaga-lembaga kentrol vang
terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-
pusat kekuasaan yang independen; mereka
terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi
memperlunak, serta mempunyai otoritas
politik;

4. Sebuah rezim hukum ganda melembagakan
keadilan berdasarkan kelas dengan cara
mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-
pola subordinasi sosial;

5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang
dominan.

Karakter hukum represif melahirkan tatanan

hukum yang memiliki beberapa ke-khasan, Diantara
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cirinva adalah: a) pengadilan dan aparat hukum
memposisikan  diri  mereka sebagal instrumen
penguasa yang mudah diatur atau dipengaruhi; b)
hukum bertujuan untuk ketentraman umurn; c} aturan
hukum memberikan corak otoritas pada kekuasaan,
tetapi aturan disesuaikan dengan kriteria kelayakan
politik.

Karakter hukum vang kedua adalah hukum
otonom. Berkembangnya kelompok hukum otonom
ini sebagai reaksi dari rejim hukum represif.
Seringkali perkembangan ini disebut scbagai the rule
of lmw vang dicirikan dengan praktik pemerintahan
}-rang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan
kekuasaan orang per orang saja.

Hal penting dari karakteristik hukum otonom
bahwa hukum berpusat pada hakim yang terikat pada
peraturan, Hakim menjadi simbol tatanan huku?'n,
bukan polisi atau pembuat undang-undang. Halflm
vang menjadi sentral aplikasi suatu peraturan. S1faf
berpusat pada peraturan (rule centered character) dar.rt
hukum otonom memiliki sebuah dasar yang praktis,
yaitu: 1

1. Peraturan merupakan sumber potensial

untuk melegitimasi kekuasaan. Peraturan

menentukan batas dan cakupan otoritas

jabatan secara akurat;
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2. Ketika hakim dibatasicleh peraturan, wilayah
diskresi mereka menjadi dipersempit.
Akibatnya, kekuasaan yudikatif lebih
mudah untuk memberikan justifikasi karena
ia nampak terbatas. Pembuat keputusan
politikpun menjadi tidak terlalu terancam
oleh kekuasaan judikatif;

3. Meningkatnya jumiah peraturan
mengundang kompleksitas dan masalah-
masalah konsistensi. Untuk itu standar-
standar  interpretasi dan pengetahuan
mengenai peraturan, konsep serta teknik
pendukungnyva sangat dibutuhkan:

4. Orientasi  pada  peraturan cenderung
membatasi tanggung jawab sistem hukum;

5. Hukum otonom berkomitmen pada gagasan
bahwa hukum utamanya adalah sebuah
instrumen kontrol sosial.

Karakter hukum yang ketiga adalah hukum
responsif. Tujuan utama pengembangan karakter
hukum responsif untuk menjadikan hukum lebih
mampu merespon berbagai kebutuhan sesial yang
terus  berkembang dengan mempertimbangkan
fakta-fakta sosial di mana hukum ity berproses dan
diaplikasikan. Dalam pandangan hukum responsif
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hukum yang baik adalah hukum yang lebih dari
sckedar prosedur hukum formal, tetapi ia harus
mampu mengenali keinginan publik dan memiliki
komitmen bagi tercapainya keadilan yang substansif,

Hukum  responsif  ingin  membangun
suatu argumentasi bahwa adanya proses saling
mempengaruhi di antara aturan dan asas. Karena
dalam proses inilah suati: sumber perubahan
dibangun ke dalam tatanan hukum. Peraturan perlu
bergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-
kondisi historis yang tepat sehingga ia dapat relevan
dan mempunyai daya hidup. Pada saat lingkungan
berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang.
Penataan ini tidak hanva bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan, namun juga untuk melindungi otoritas
peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika
diaplikasikan. Di dalam proses ini, pedoman diambil
dari asas-asas yang otoratif seperti konsep-konep
keadilan atau demokrasi. Keadaan ini dapat tetap
mempertahankan kontinuitas hukum pada saat
memfasilitasi perubahan hukum.

Apakah putusan-putusan para hakim Indonesia
tetap berkarakter legalistik tanpa memperhatikan
perkembangan yang ada dalam masyarakat? Apakah
para hakim kita masih tetap secara rigid menerapkan
pasal-pasal dalam KUHF tanpa mempertimbangkan
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beberapa undang-undang khusus yang terus
berkembang sesuai dengan perkembangan sosial?

Ada pemikiran agar seorang hakim tidak
menganutfahamlegalistiksemata. Dalammenerapkan
hukum, diharapkan metode berfikir seorang hakim
terhadap peristiwa yang dihadapi tidak semata-mata
berdasarkan kepada undang-undang. Jika dalam
undang-undang tidak ditemukan dapat menerapkan
sumber hukum lainnya seperti jurisprudensi,
perjanjian, traktat, kebiasaan atau doktrin yang sesuat
dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dengan cara ini
diharapkan putusan yang dihasilkan dapat memenuhi
rasa keadilan dalam masyarakat. Bagian ketipa
tulisan ini mengkaji tentang bagaimana fenomena
putusan hakim Indonesia dewasa ini, terutama
dalam perkara-perkara yang terkait dengan hak asasi
manusia (HAM). Kajian putusan hakim tersebut
berkaitan dengan: a) penerapan hukum materiil; b)
penerapan hukum formil; dan ¢) penerapan doktrin/
jurisprudensi.
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BAB III
“YANG MULIA” BELUM BERANJAK

A. Pengantar

Secara sederhana seorang hakim dapat
didefinisikan sebagal seseorang yang karena
jabatannya memiliki fungsi utama untuk memeriksa
dan memutus perkara.! Namun, pada kenyataannya
fungsi hakim tidaklah sesederhana seperti definisi
tersebut. Di lapangan, hakim seringkali menghadapi
persoalan-persoalan  yang pelik dan  kompleks
menyvangkut perkara atau kasus yang ditanganinya,
schingga hakim dalam menjalankan tugasnya
tidak hanya semata-mata memeriksa lalu memutus
perkara. Menghadapi hal tersebut hakim dituntut
untuk memiliki kemampuan dan kompetensi serta
integritas pribadi yang tidak diragukan lagi.

Menurut Michael Lavarch, dalam menjalankan
fungsi utamanya tersebut hakim dituntut untuk
memiliki integritas moral dan karakter yang baik,
dapat bersikap independen dan tidak memihak,
memiliki  kemampuan administratif, memiliki

kemampuan berbicara dan moenalis, memiliki

' Kerfas Kerfa Pertbaruan Sisiem Pembiraan SDAM Hakim,
Jakarta: Mahkamah Agung R L., 2003, hlm. 56.
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nalar yang baik, visi yang luas? Pendeknya, selain
masalah kepribadian, hakim dituntut untuk memiliki
pengetahuan dan keahlian. Karenaitu dapat dikatakan
bahwa fungsi vang diemban hakim adalah fungsi
vang menitikberatkan pada aspek keahlian individu
dan independensi.?

Masalah keahlian hakim dan independensi
hakim semakin penting mengingat dalam membuat
putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri
pada bunyi pasal peraturan perudang-undangan.
Proses membuat putusan merupakan proses
pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan
teknis substantif, prosedur hukum serta pengetahuan
hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang
di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi
tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan
hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan
yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan
perundang-undangan vang ada.?

Kompetensi dan integritas seorang hakim dapat
dinilai melalui putusan yang dibuamya. Putusan
yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
yuridis, filosofis, sosiologis, kepastian hukum,

* Lihat The Hon. Michael Lavarch M.12., Judicial Appolnt-
ment: Procedure and Criteria, Discussion Faper, 1993,

* Kertas Kerja...op.¢it, him. 56,
T Ibid,
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kemanfaalan maupun doktrin, tentunva akan
menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal tersebut
sekaligus akan menunjukkan bahwa hakimnya pun
berkualitas. Sebaliknya, putusan hakim yang dibuat
seadanya tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut
akan menimbulkan keraguan maupun pertanyaan
terhadap kompetenst dan integritas dari hakimnya.

Seorang hakim juga wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum vang hidup dalam
masvarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut pula
untuk memberikan putusan yang sesual dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan
demikian, putusan hakim merupakan parameter
penting untuk menilai kompetensi dan integritas
seorang hakim. Singkatnya, terdapat korelasi antara
kualitas putusan hakim dengan kualitas hakim yang
membuat putusan tersebut.

Berkenaan dengan hak asasi manusia (HAM),
hakim sebagai bagian dari organ negara (staie orgen)
dalam lembaga yudisial juga memiliki peran yang
sangat besar dalam melindungi, menjamin dan
memenuhi hak asasi manusia. Hal jtu dikarenakan
hakim memiliki kewenangan vang akan berpengaruh
langsung terhadap hak asasi manusia individu,
khususnya bagi mereka vyang berperkara di
pengaditan. Melalui putusan yang dibuainya,




seorang hakim dapat memberikan kontribusi yang
positif bagi eksistensi hak asasi manusia. Hal tersebut
secara nyata, setidaknya, dapat dilakukan dengan
cara menerapkan kaidah-kaidah hukum materiil dan
hukum formil, maupun doktrin dalam sctiap putusan
yang dibuatnya. Dengan perkataan lain, putusan-
putusan hakim dengan substansi tersebut akan
memiliki “sensitivitas” yang tinggi terhadap hak
asasi manusia sehingga “ramah” terhadap hak asasi
manusia.

Peran yang sangat besar tersebut dapat terlihat
dari peran secrang hakim sebagai “agen negara”
(state agent) yang diberikan kewenangan oleh negara
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam
kaitan dengan penegakan hukum, tentunya tidak
dapat dihindari akan berhadapan langsung dengan
individu-individu. Hal inilah yang kemudian
memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia dari
para individu tersebut.

Aspek-aspek hak asasi manusia yang akan
senantiasa terkait dengan fungsi atau peran hakim,
antara lain, scbagai berikut:

1. Hak untuk hidup (right o life);

2. Hakuntuk diakuisebagai manusia di hadapan

hukurn (right as a person before the law);

3. Hak untuk mendapatkan persamaan  di
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hadapan hukum {equality before the law);
4. Hak untuk tidak diberlakukan berdasarkan
aturan vang berlaku surut (ex post pacte law);
5. Hak untuk mendapatkan pengadilan yang
adil/jujur (fair triaf).

Keseluruhan aspek-aspek hak asasi manusia
vang disebutkan di atas, saat ini telah diatur dan
dijamin baik di dalam berbagai instrumen hukum
internasional maupun nasional. Dalam instrumen
hukum internasional, hal tersebut misalnya terdapat
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
{Universal Declaration of Human R:r'ghtsﬂIDHK} dan
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/
KIHSP (International Covenant on Civil and Political
Rights/1CCFPR).

Adapun dalam instrumen tukum nasionlal,
dapat ditemukan dalam konsiitusi negara, yaltu
Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam berbagai
peraturan perundang-undangan nasional lainnya,
seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.

QOleh karena itu, ditinjau dari upaya-upaya
perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak
asasi manusia, hakim memiliki peran sekaligus
posisi vang sangat penting. Peran positif dari hakim
dalam soal hak asasi manusia diharapkan dapat
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berkontribusi bagi upaya-upaya tersebut. Namun,
terlepas dari harapan atas peran dari hakim, pada
saat ini sudah scpatutnya para hakim mempunyai
kesadaran dan kepedulian terhadap persoalan hak
asasi manusia. Hal ini mengingat hakim merupakan
salah satu komponen dalam struktur negara yang
memiliki  kewajiban berdasarkan hukum  untuk

melindungi serta menghormati hak asasi manusia,

B. Femomena Putusan Hakim

Pada dasamya, putusan hakim merupakan
Jefleksi dari kinerja scorang hakim. Melalui putusan-
putasan yang dibuatnva, kinerja scorang hakim
dapat dinilai dan dievaluasi. Penilaian dan evaluasi
dapat dilakukan melalui eksaminasi putusan hakim.
Menurut Yusti Probowati Rahavu, ada beberapa
hal dalam diri hakim yang berpengaruh dalam
pembuatan putusan, yakni:

1. Kemampuan berpikir logis;

2. Kepribadian;

3. Jenis kelamin;

4. Usia;

5. Pengalamana kerja.®

Salah satu metode untuk menggambarkan

(sekaligus menilai) putusan hakim yaitu dengan cara

* Ibid., hbm, 113,
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melakukan eksaminasi putusan hakim. Aspek-aspek
yang dapat dieksarninasi pada putusan hakim, antara
lain, dalam hal: bagaimana penerapan hukum materiil
maupun formil, bagaimana penggunaan doktrinnya
dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan
putusanniya. Di Indonesia, kegiatan melakukan
eksaminasi putusan bakim bukan merupakan
suatu hal yang baru. Paling tidak sejak tahun 1966
scbenarnya sudah ada ketentuan yang mengaturnya,
namun kegiatan ini pada perkembangannya lebih
ditujukan untuk promosi jabatan/ kenaikan golongan
bagi para hakim.

Eksaminasi putusan hakim merupakan suatu
pemberian komentar tethadap putusan-putusan
hakim mengenai aspek-aspck  tertenfu  yang
dilakukan oleh pimpinan pengadilan maupun hakim
pengadilan yang lebih tinggi. Pengaturan mengenai
eksaminasi diatur pertama kali dalam Surat Edaran
No. 5 T'ahun 1966 mengenai Pedoman tentang Fungst-
Fungsi ilierarkis Badan-Badan Pengadilan/ Hakim-
Hakim dan Tatalaksana Administratif Badan-Badan
Peradilan dalam lLingkungan Peradilan Umum
(SEMA MNo. 5 Tahun 1966).°

Fksaminasi dilaksanakan paling tidak setiap

enam bulan sekali. Pelaksanaan eksaminasi dilakukan

" Kertas Kerja . op. cif,, hlm. 158,
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secara bertingkat. Putusan hakim Pengadilan Negeri
dieksaminasioleh Ketua PengadilanTinggi, sedangkan
cksaminasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Kewenangan
eksaminasi tertinggi betada pada Mahkamah A gung,.’

Eksaminasi  dilakukan sekurang-kurangnya
terhadaptiga perkarapidanahakimyangbersan gkutan
dan hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang
telah diselesaikan. Eksaminasi difokuskan kepada
aspek mengenai fuduhannya, berita-berita acara
persidangan, putusan, berita acara pelaksanaan dan
lain-lain. Hasil cksaminasi akan diserahkan kembali
kepada hakim yang bersangkutan agar hakim yang
bersangkutan dapat mempelajari eksaminasi tersebut.
SEMA ini juga secara jelas menyebutkan bahwa hasil
eksaminasi akan diupavakan untuk dipergunakan
sebagai mekanisme objektif untuk mengukur kondite
hakim ?

Pengaturan mengenai eksaminasi dipertegas
kembali melalui SEMA No. 1 Tahun 1967 mengenai
Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Hanﬁing.
SEMA ini memerintahkan implementasi proses
cksaminasi yang telah digariskan pada SEMA No.
Tahun 1966 dan merubah ketentuan eksaminasi dari

Y b,
¥ Ibid., him. 159.
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vang tadinya hanya dilakukan terhadap tiga perkara
pidana saja menjadi eksaminasi terhadap tiga perkara
pidana dan tiga perkara perdata yang telah memiliki
kekuatan hukum yvang tetap. Selain itu, SEMA ini juga
memerintahkan setiap Ketua Pengadilan Negeri/
I'inggi untuk membuat Buku Catatan tentang tiap-tiap
kesimpulan vang diperclehnya dalam melaksanakan
gksaminasi.?

Namun sejak tahun 1978 Mahkamah Agung
menetapkan bahwa eksaminasi hanyalah persyaratan
tambahan untuk kenaikan gelongan dari golongan
II ke golongan III, atau golongan Il ke golongan 1V
di samping syarat-syarat lainnyva. Fungsi eksaminasi
terus terdegradasi, sampai akhirnva fungsi eksaminasi
untuk  kenaikan golongan digantikan dengan
mekanisme ujian dinas,™

Kegiatan berupa eksaminasi terhadap potusan
hekim juga dilakukan di lwar lingkup institusi
peradilan. Hal itu, antara lain, telah dilakukan olch
Komisi Yudisial Republik Indonesia. Fada tahun 2007
dan 2008 Komisi Yudisial telah bekerja sama dengan
Norvegtan Center for Human Rights (NCHR}-University
of Oslo, Norway dan melibatkan 9 perguruan tinggi di

¥ Ibid,
1% [bid., hlm. 159-160.
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Indonesia™ telah melakukan penelitian terhadap 82
putusan hakim.” .

Penelitian terhadap putusan hakim schagaimana
tersebut di atas telah menemukan beberapa fenomena
dalam putusan hakim vang pada garis besarnya
meliputi hal-hal sebagai berikut:

{a) Berkaitan dengan penerapan hukum

materiil:

(1} Kontradiksi antara pertimbangan dan
putusan;

(2) Putusan hakim lebih ringan daripada
tuntutan jaksa;

(3) Putusanhakimtidakmempertimbangkan
undang-undang khusus selain KUHP;

(4) Putusan dengan hukuman rendah/
minimal pada kasus korupsi;

{5) Putusan lchik rendah daripada masa
tahanan yvang dijalani;

{6} 'utusan bebas pada kasus korupsi vang
dilakukan berdasarkan Perda.

" Pada tahun 2008 melibatkan Universitas Negeri Palang
{PPadang). Universitas Surabava {Surabaya), Universitas (slam
Indonesia {(Yogyakarta), Universitas Pattimura (Ambor) Uni-
versitas Nusa Cendana (Kupang). Universitas Tadulake Palu),
Universitas Trisakii (Jakarta), Universitas Malikussaleh {Lhok-
seumawe, NAD), Universitas Pontianak (Pontianak),

** Terdiri dari 76 putusan pidana dan 6 putusan serdata,
40 putusan pada tahun 2007 dan 42 tahun pada tahun 2308,
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{b) Berkaitan dengan penerapan hukum formil:

(1) Putusan bersalah tanpa didukung alat
bukti;

(2) Proses penvidikan yang tidak scsual
dengan prosedur hukum dan merugtkan
terdakwa tetapi tidak dipertimbangkan
oleh hakim;

(3) Terdakwa tidak didampingi olch
penasehat hukum (sejak penyidikan
hingga persidangan);

{4) Putusan”dirampasuntuk dimusnahkan”
terhadap barang bukti dianggap tidak
tepat;

(5) Biaya perkara yang besarnya tidak
realistis,

(c) Berkaitan dengan penerapan doktrin/
vurisprudensi:

{1} Penggunaan doktrin;

(2) Pertimbangan putusan hanya mengikuti

dakwaan jaksa.

C. Gambaran Putusan Hakim

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran secara
singkat mengenai temuan-temuan dalam penelitian
putusan hakim yang dilakukan pada tahun 2007 dan
2008, Penelitian difokuskan pada masalah penerapan




hukum materiil dan formil serta doktrin dalam
suatu putusan hakim. Penerapan ketiga hal tersebut
kemudian dianalisis serta dikaitkan derigan persoalan
hak asasi manusia.

FPutusan-putusan  hakim yang  belum
menerapkan hukum materiil dan formil sccara
benar tentunya akan bermuara kepada terjadinva
pengingkaran terhadap perlindungan, penghormatan
dan pemenuhan hak asasi manusia dari individu-
individu yvang berperkara di pengadilan. Di samping
itu, putusan-putusan tersebut tidak dapat dipungkiri
Juga menimbulkan dampak yang serius terhadap
upaya-upaya penegakan hak asasi manusia  di
Indonesia. Fenomena mengenai  putusan-putusan
hakim yang ditemukan dalam penclitian akan
digambarkan sebagai-berikut:

(1) Penerapan Hukum Materiil
{a} Kontradiksi antara Pertimbangan dan Putusan
Berdasarkankasus yang diteliti masih diternukan
ketidakcermatan dan inkonsistensi hakim dalam
membuat putusan. Ketidakcermatan hakim ditandaj
dengan adanya kontradiksi antara pertimbangan
dan putusan yang dibuat. Merujuk pada kasusnya,
antara lain, dalam kasus pemutusan hubungan
kerja (PHK}) sepihak ditemukan pernyataan pada
bagian pertimbangan, vaitu bahwa perusahaan tidak
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melakukan PHEK, namun pada bagian kesimpulan
hakim menyatakan telah terjadi PITK.

Padakasuslainnya, halyangsamajugaditemukan
dalam kasus makar, khususnya tentang perggunaan
feleconference untuk mendapatkan keterangan. Pada
awalnya majelis hakim dalam pertimbangannva
menyatakan tidak akan menggunakan keterangan
vang diperolehnva dari saksi melalui tefeconference
sebagai alat bukti, tetapi dalam pufusannya
majelis hakim justru banyak mendasarkannya dari
kelerangan para saksi yang keterangannya diperoleh
majelis hakim melalui feleconference.’

Jika hakim konsisten menggunakan cara berpikir
sylogisme, putusan hakim seharusnya merupakan
hasil prosesberpikirlogisdansistematisdengantingkat
kecermatan yang tinggi. Dengan mendasarkan diri
pada ketiga hal tersebut, maka hakim akan terhindar
dari kekeliruan yang tidak perlu. Adanya kontradiksi
dalam putusan dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum yang kemudian akan bermuara pada tidak
terpenuhinya  penghormatan  dant  perlindungan
hak asasi manusia dari individu yang terkait serta

" Lihat Putusan Hakim No. 03/G/2007/FHLYK. Penga-
dilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogvakarta
tentang Sengketa Pemutusan Huobungan Kerja Sepihak.

" Lihat Putusan Hakim No. 547/Pid B/2003/PNJKT.
PST. Pengadilan Megeri Jakarta Pusat tentang Tindak DPidana
Makar.
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mencederai rasa keadilan,

Kaitannya dengan hal di atas, ketidakpastian
hukum dalam suatu proses hukum tentunya akan
menegasikan hak atas pengadilan yang adil Lfair triad)
scbagal salah satu hak asasi manusia, serta hak untuk
mendapatkan proses hukum yang benar {due process
of law) yang nota bene juga merupakan hak asasi
manusia,

Kasus-kasus tersebut di atas tidak akan terjadi
jika scorang hakim lebih berhati-hati dan bersungguh-
sungguh dalam membuat putusan, serta tidak
menganggap membuat putusan sebagai “rutinitas”
belaka. Hakim scpatutnya menyadari bahwa dari
putusan yang dibuatnya akan menimbulkan implikasi
yang luas bagi individu yang terkait, misalnya: secara
sosial, ekonomi maupun politik dan yang tidak kalah
pentingnya yaitu menyangkut hak asasi manusia
seseorang. Karena hakim memiliki kewenangan
yang besar terhadap "nasib” seseorang, maka sudah
selayaknya hal itu diimbangi dengan rasa tanggung
Jawab yang besar pula dari diri hakim,

Di samping itu, putusan hakim juga dapat
menimbulkan  implikasi  terhadap kehidupan
bernegara. Putusan yang dibuat secara semena-mena
dengan mengabaikan hak asasi manusia tentunya
akan merugikan negara. Paling tidak hal itu sangat
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kontraproduktif terhadap upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka promosi
dan pemenuhan hak asasi manusia di Indenesia.

Profesionalitas hakim akan dilihat justru dar
kualitas pertimbangan dan putusan-putusannya.
Melalui putusan itu, akan terbaca dengan mudah
aspek  kehati-hatian,  objektivitas,  paradigma,
kedalaman ilmu pengetahuan dan kecermatannya.
Putusan hakim bukanlzah putusan yang akan berujung
menjadi dokumen “mati”, tapi putusan hukum yang
hidup, yang secara ideal adalah sumber hukum
(vurisprudensi). Hakim profesional semestinya
memprovyeksikan setiap putusannya adalah sumber
ilmu dan sumber hukum, sesederhana apapun kasus
yang ia sidangkan.
{b) Putusan Hakim Lebih Ringan Daripada

Tuntutan Jaksa

Efek jera {deterrence effect) merupakan salah
satu tujuan dari pemidanaan. Adanya hukuman
pidana diharapkan agar si pelaku tidak mengulangi
perbuatannya dan untuk mencegah orang agar tidak
melakukan kejahatan. Hal itu perlu ditckankan
terutama menyangkut kejahatan yang terkait dengan
kepentingan masyarakat Iuas dan lingkungan hidup,
misalnya kasus pembalakan liar (illegal logging),
pencurian ikan (illegal fishing) dan kekerasan dalam
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rumah tangga (KDRT). Menyangkut ketiga kasus
tersebuf sudah scharusnya cfek jera perlu ditekankan
dan secara konkrit dapat diwujudkan melalui sanksi
vang tegas/ keras. Bukan sebaliknya, pelaku dihukum
ringan atau malahan dibebaskan.

Sefalan dengan hal di atas sesungguhnya
Mahkamah Agung telah menegaskan melalui
scjumlah aturan, misalnya: SEMA No. 1 Tahun
2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar
Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahataninya; SEMA
No. 5 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang
Perkara-Perkara Hukum yang Perlu Mendapat
Perhatian; dan SEMA No. 10 tahun 2005 tertanggal 27
Juni 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan
Pengadilan terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam
Menangani Perkara.

Menyangkutperkarapembalakanliar, *misalnya
ditemukan putusan hakim yang justru melemahkan
“semangat” untuk mencegah kehancuran Jingkungan
hidupsertatidak menciptakan efekjera. Dalam perkara
ini, hakim dalam putusannya justru menghukum
para pelaku dengan hukuman yang lebih . ringan
dibandingkan dengan tuntutan jaksa, baik hukuman
pidananya maupun dendanya. Putusan hakim yang

** Lihat Putusan Hakim No. 660/ PID.B/2006 Pengadilan
Negeri Padang tentang Memiliki Hasil Hutan T anpa SKSHH.
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demikian ini tentunya tidak sesuai atau bertentangan
dengan “semangat” Mahkamah Agung yang tertuang
dalam sejumlah SEMA yang telah dikeluarkannya
seperti tersebut di atas.

Pembalakan liar saat ini masih sangat marak di
Indonesia, dengan menjatuhkan hukuman ringan/
minimal bahkan bebas terhadap para pelakunya maka
justru akan “memberikan angin® kepada mereka
untuk mengulangt perbuatannya dan menjadikan
orang Hdak takut untuk melakukan pembalakan
liar. Di dalam perspektif yang lebih luas, putusan
yvang demikian ini tanpa disadari telah menimbulkan
dampak terhadap hak asasi manusia. Misalnya
menyangkut hak atas lingkungan hidup yang
sehat, hak atas pangan maupun hak atas pekerjaan.
Merajalelanya praktik-praktik pembalakan liar pada
kenyataannya juga menyebabkan hilangnya sumber
(mata) air, kerusakan lahan, terganggunya habitat
fauna, hilangnya kesuburan tanah, bencana alam, dan
lain sebagainya.

Perkara pembalakan liar adalah “perkara besar”
jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Akibat
perbuatan terscbut tidak saja merusak lingkungan
dan mengancam kchidupan manusia sekarang, tetapi
juga mengancam hidup dan kehidupan manusia dan
ekosistem dalam jangka panjang. Hakim seharusnya
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meletakkan pandangan hukumnya dalam konteks itu
dan menjangkau jauh ke depan, sehingga putusannya
adalah putusan yang diproyeksikan bagi manusia
dan lingkungan di masa depan. Penanggulangan
pembalakan liar bukan semata-mata urusan dan
tanggung-fawab aparat kepolisian, tetapi juga
berada di tangan para hakim untuk menimbang
dan menjatuhkan putusan yang prospektif bagi
perlindungan manusia dan kemanusiaan,

Patut diperhattkan pula, berkaitan dengan
kejahatan lingkungan pada saat inj telah muncul
wacana bahwa kejahatan lingkungan (eco-crimes)
memiliki dimensi atau karakteristik vang Serupa
dengan kejahatan genosida (genocide). Hal it
disebabkan dampak yang timbul dari kejahatan
lingkungan sedemikian “massive” atau meluas
serta membahayakan kelangsungan hidup manusia,
sehingga untuk kejahatan lingkungan ada yang
mengistilahkannya sebagai “ecocide”

Menyangkut kasus kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT}' masih ditemukan pula putusan
hakim yang hukumannya di bawah tuntutan jaksa.
Hakim seharusnya memiliki sensitivitas maupun
pemahaman bahwa perempuan berdasarkan hukum

* Lihat Pulusan Hakim No. 357 /PIG.B/ 2006 Fengadilan
Negeri Padang Tentang Penganiayaan/Kekerasan Dalam Ru-
mah Tangga (KDRT).
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hak asasi manusia internasional digolongkan sebagai
kelompok yang rentan {vuftierable group) sama halnya
dengan anak-anak dan orang-orang lajut usia {lansia).
Karena kerentanannya, maka golongan tersebut
mendapatkan petlindungan dan pengaturan secara
khusus/tersendiri di dalam  berbagai  instrumen
hukum hak asasi manusia internasional, misalnya:
hak anak diatur dalam Convention on the Rights of the
Child, hak perempuan juga diatur dalam Convention
on the Elfimination of All Forms Discrimination against
Women.

Fakta membuktikan bahwa  perempuan
merupakan pihak vang seringkali menjadi korban
kejahatan, termasuk pula korban kekerasan dalam
rumah tangga {(KDRT). Karenaitulah perempuan perlu
mendapat perlindungan yang lebih dibandingkan
dengan pria. Tindakan kekerasan terhadap
perempuan di samping merupakan kejahatan, juga
merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-
norma hak asasi manusia internasional yang bersifat
universal.

Dampak lain vang ditimbulkan bagi perempuan
selaku korbannya adalah dampak fisik maupun
psikologis yang menimbulkan penderitaan berupa
trauma berkepanjangan, sehingga penyembuhannya
memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak
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sedikit. Savangnya, hakim tidak mempertimbangkan
sisi tersebut secara mendalam, Putusan yang demikian
ini bila dianalisis lebih jauh juga tidak memberikan
kontribusi yang positif bagi penghormatan terhadap
primsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya prinsip
kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi.

Demikian pula halnva dalam kasus pencurian
ikant, hakim tidak memiliki itikad untuk keluar dari
pula-pola lama dalam menjatuhkan hukuman. Pola
lama tersebut adalah semata-mata menjadikan
tuntutan jaksa sebagai bahan pertimbangan putusan.
Persoalan yang lebih memprihatinkan lagi, vang
sekaligus juga merupakan pola lama, yaitu hakim
menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan
jaksa.l”

Olch karena itu, dalam diri seorang hakim
diperlukan adanya visi yang jauh ke depan, wawasan
maupun pengetahuan yang luas. Hal-hal tersebut
sangat membantu hakim dalam melakukan analisis
terhadap kasus yang ditanganinya. Dengan analisis
yang baik, seorang hakim diharapkan dapat membuat
putusan yang fepat dengan memperhibungkan
akibat-akibat yang akan muncul di masyarakat jika

ia menghukum dengan hukuman yang ringan atau

" Lihat Putusan Hakim Ne. 17/FID.B/ 2005/ PN .PDG.
Pengadilan Negeri Padang tentang flegaf Fishing/ Lingkungan,
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minimal.
(¢) Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan

Undang-Undang Khusus Selain KUHF

Sulit dipungkiri bahwa sesuai dengan sistemn
hukum vang berlaku di Indonesia hakim terikat
dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Namun
demikian tidak berarti hahwa hakim menjadi
terbelenggu dengan hal-hal yang didakwakan oleh
jaksa atau dengan perkataan lain hakim menjadi tidak
memiliki keleluasaan sama sekali dalam membuat
putusarn.

Sebaliknya, hakim sangat dimungkinkan
untuk membuat putusan vang dalam pertfimbangan
putusannya memuat substansi peraturan perundang-
undangan khusus yang terkait dengan kasusnya
yang tidak disinggung dalam dakwaan jaksa tanpa
dianggap “melenceng” dari dakwaan jaksa. Dengan
de mi.kian, dalam membuat putusantidak semata-mata
berpikir secara legalistik sempit dengan mendasarkan
putusannya pada satu ketentuan hukum saja, namun
dimungkinkan untuk menggunakan keteniuan
hukum vang lain, misalnya undang-undang khusus.

Persoalan di atas, misalnya ditemukan dalam
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).™

14 Lihat Putusan Hakim No. 357/ P[12.6/ 2006 Pen-
gadilan Negeri Padang tentang Penganiayasan/Kekerasan Da-
lam Rumah Tangga (KDET).
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Hakim dalam kasus ini bersifat legalistik dan berpikir
sempit. Dikatakan demikian, karena hakim hanya
mendasarkan putusannya pada ketentuan KUHP
an sich.  Perkara yang secara faktual sebenarnya
merupakan KDRT, namun hakim secara kaku (rigid)
malah mengkategorikannya semata-mata  scbagai
tindak pidanma penganiayvaan vang diatur dalam
KUHP. Menyangkut kasus KDRT, sesungguhnya
hakim dapat mempertimbangkan ketentuan lain yang
terkait dengan penganiavaan yang secara khusus
telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalarm Rumah
Tangga (PKDRT).

Ketentuan wundang-undang terscbut  perlu
digunakan sebagai dasar hukum pertimbangan
putusan, mengingat undang-undang tersebut bersifat
fex specialist dibandingkan dengan KUHP. Undang-
Undang tersebut secara yuridis lebih memberikan
perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan,
secara filosofis lebth memberikan keadilan serta lebih
menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia,
khususnya bagi kaum perempuan,

Persoatan di atas juga ditermukan dalam kasus
pencurian ikan (illegal fishing) atau kejahatan terhadap
lingkungan. Pada kasus tersebut hakim tidak

memberikan apresiasi vang pantas terhadap dakwaan
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jaksa yang menggunakan undang-undang perikanan,
bukan hanya KUHP. Jaksa dalam menangani
kasus ini telah menunjukkan suatu kemajuan yang
cukup berarti. Jaksa mendasarkan tuntutannya
pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, Seharusnya, dalam pertimbangannya,
hakim memberikan apresiasi terhadap langkah
vang dilakukan oleh jaksa. Sayangnya, hakim tidak
menyinggung secara patut apalagi mengeksplorasi
lebih lanjut undang-undang tersebut.”
{d) Putusan dengan Hukuman Rendah/Minimal

Pada Kasus Korupsi

Pada saat ini, korupsi merupakan salah satu
kejahatan yang mendapatkan perhatian yang luas
tidak saja dari kalangan dalam negeri namun juga
dari kalangan internasional. Bahkan negara-negara
di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB} pada tahun 2002 telah menyepakati
dibentuknya suatu perjanjian internasional untuk
menangani sekaligus memberantas kejahatan korupsi
vang dinamakan Konvensi PBB Menentang Korupsi
(the tlnited Nations Covention Against Corruptions).
Hal itu dilakukan mengingat pada saat ini kefahatan
korupsi telah menjadi fenomena global yang terjadi

% Lihat Putusan Hakim Ne.o 17/PID.B/ 2005/ PN, PG
Pengadilan Negeri Padang tentang fllegl Fishing/ Lingkungan.




di banyak negara. Oleh karena itu penanganannya
pun harus dilakukan secara internasional dengan
melibatkan banyak negara.

Di samping itu, dari sisi hak asasi manusia,
kejahatan korupsi juga memiliki dampak yang sangat
serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia,
Menurut PBB, korupsi terbukti telah menimbulkan
kemiskinan secara giobal dan sccara makro hal itu
dapat membahayakan stabilitas serta keamanan
internasional. Oleh karena itu kejahatan korupsi
dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar
biasa {extraordinary crime).

Di Indonesia, pemberantasan korupsi juga
telah menjadi prioritas utama dari pemerintah, Oleh
karena itu, terkait dengan upaya terschut lembaga
peradilan sesungguhnya memiliki peran yang sangat
penting. lMakim sangat dibutuhkan peranannya
dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi  di
pengadilan, bukan schaliknya justru hakim malah
melakukan tindakan yang kontra produktif bagi
upaya pemberantasan korupsi.

implikasi luas seperti bidang ekonomi, sosial,
pelitik  maupun  stabilitas  internasional  yang
ditimbulkan oleh kejahatan  korupsi sepatutnya
merjadi  bahan  pertimbangan hakim  schelum

memutus suatu perkara korupsi. Hakim harus peka
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dan tanggap terhadap upaya-upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Para pelaku yang terbukti
bersalah harus dihukum berat sehinggamenimbulkan
ofek jera, bukan sebaliknya diberikan hukum yang
ringan/ minimal bahkan dibebaskan.

Putusan ringan/ minimal dalam kasus korupsi
masih ditemukan dalam putusan hakim. Misalnya,
pada satu kasus korupsi hukuman yang difatuhkan
berupa pidana penjara selama 4 {empat) tahun
dan denda sebesar Rp 200.000.000,- subsider 3
bulan kurungan adalah pidana minimal karena
maksimalnva adalah 20 tahun, bahkan bisa seumur
hiduy apal:agi pemidanaan tersebut disertai perintah
agar terdakwa ditahan. Padahal, tuntutan jaksa
adalah penjara selama 5 tahun dengan perintah
supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.
200.000.000,- subsider 6 bulan kurungan. Logikanya
pemidanaannya harus berat. Hal ini membuktikan
bahwa hakim kurang pcka terhadap upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan  korupsi karena
pidana yang dijatuhkan tidak akan memberikan efek
jeralﬂl

Pada analisis vang lain, putusan-putusan hakim

yang melemahkan upaya-upaya pencegahan maupun

¥ Lihat Putusan Hakim Mo 122{I’id.Ef2LHMg’]’N.‘|’lI(_
Pengadilan MNegeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Korupsi.
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pemberantasan korupsi seperti tersebut di atas, secara
tidak langsung juga tidak kondusif bagt upaya-upaya
unfuk meningkatkan penghormatan dan pemenuhan
hak asasi manusia, khususnya di Indonesia.

(¢) Putusan Lebih Rendah Daripada Masa

Tahanan yang Dijalani
Perampasan terhadap kemerdekaan seseorang

sekalipun  berdasarkan atas  putusan  hakim,
disamping harus mempertimbangkan aspek-aspek
yuridis juga harus memperhatikan hak asasi manusia
dari orang yang bersangkutan. Terlebih lagi jika
perampasan tersebut diperlakukan bagi seorang
anak yang berdasarkan ketentuan hukurn nasional
madpun instrumen hukum hak asasi manusia
internasional harus diperlakukan secara khusus
mengingat statusnya scbagai orang yang belum
dewasa dan dianggap sebagai kelompok rentan
(vulnerable group). Indoresia juga telah meratifikasi
Konvensi tentang Hak Anak {Cornoention on the Rights
of the Child), sehingga Indonesia berkewajiban secara
hukum untuk melindungi, menjamin dan memenuhi
hak-hak anak.

Terlepas dari masalah birokrasi yang bersifat
menghambat dan kendala lainnya, putusan hakim
iwarus secara  tepat memperhitungkan lamanya
perampasan  kemerdekaan” terhadap SESCOTANG,

selarmna proses hukum berlangsung {yaitu sejak tahap
penyclidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan,
hingga penjatuhan vonis}. Kecermatan dan rasa
keadilan hakim sangat diperlukan dalam menentukan
lamanya hukuman, Lamanya hukuman pun harus
disertai dengan argumentasi-argumentasi yang jclas
dan berdasar.
Tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, putusan hakim lebih merupakan bentuk lain
dari kesewenang-wenangan  yang menimbulkan
perampasan terhadap hak asasi mantisia scseorang
vaitu hilangnya kemerdekaan. Di sini  hakim
sesungguhnya juga telah melakukan kekeliruan
dalam menerapkan hukum {pmiscarriage of fustice).
Berkaitan dengan hal di atas, dalam putusan
hakim? misalnya ditemukan adanya Terdakwa I
yang dalam proses persidangan telah ditahan selama
48 hari, Hakim PN dan PT kemudian menghukum
Terdakwa [ dengan dua bulan {60 hari}, sea kan-akan
disesuaikan dengan masa tahanan yang telah dijalani
olehterdakwa. Kejanggalanlain terjadipadaTerdakwa
[1. Terdakwa II telah menjalani masa tahanan selama
50 hari. Hakim PN dan PT menghukum Terdakwa

il Lihat Putusan Hakim Neoo 04/ Pid An/ 2008/ PN.LGS.
Pengadilan Negeri langsa dan Putusan Hakim Ne. 20/
PID/ 2005/ T. BNA Banda Aceh tentang Pencurian dengan
Pemberatan,
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I dengan pidana penjara selama satu bulan {sekitar
30 hari). Artinya, terdakwa telah menjalani masa
tahanan 20 hari lebih lama dari hukuman van

dijatubkan kepadanya. Bagaimana dengan kelel;ihas
Lm;asa penahanan ini? Bukankah yang demikian
It merupakan bentuk kelalaian (omission) vang
meran’.lp_as hak asasi manusia s terdakwa? i’adz;l
kasus ini juga tergarbar bahwa hakim tidak sensitif
terhadap hak asasi manusia si anak sebagai terdakwa

Seharusnya hakim juga mempertimbangkan aspek‘
terbaik dari anak sehingga mempertimbangkan juga
a{ternatif hukuman bagi si anak, tidak hanva beruﬁ}a
Pidana perjara namun dipertimbangka% bentuk
hukuman vang lain,

‘ Pada kasus dj atas, hak asasi manusig terdakwa
y;:ﬂtu hak untuk memperoleh keadilan jelas telah
diabaikan oleh hakim. Hal ini terjadi karena hal«.;im
tidak menyidangkan perkara sesuai dengan hukum
ar:ar1& ¥ang menjamin pemeriksaan vang objektif vleh
hakim yang fujur dan adil untuk memperoleh putysan
yang adil dan benar. Putusan pidana penjara yan
lebih rendah dari pada masa tahanan vang cIij:;l]ar::;ir
sepertl tersebut di atas jelas merupakan putusan

yang sewenang-wenang, tidak adil dan 6
1) t d L
dibenarkan. ok et
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() Putusan Bebas Pada Kasus Korupsi yang

Dilakukan Berdasarkan Perda

Seperti telah diuraikan di atas, kasus korupsi
merupakan kejahatan yang luar biasa. Biasanya,
korupsi dilakukan dengan modus vang canggth,
melibatkan “orang-orang kuat” dalam birokrasi
negara dan tidak mudah untuk dilacak. Sehingga
tidak mengherankan, banyak kasus korupsi yang
berakhir dengan putusan bebas.

Penanganan kasus korupsi menuntut hakim
untuk bekerja eksira keras dan jeli agar dapat
dihasilkan putusan yang tepat dan adil. Sekali
lagi, untuk kasus korupsi hakim ditekankan untuk
tidak semata-rmata bersikap legalistik, namun juga
mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar hukum,
misalnya esensi perbuatan dari terdakwa, dampak
yang ditimbulkannya, logis tidaknya suatu perbuatan,
asas kepatutan, dan sebagainya.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam
suatu perkara korupsi, misalnya ditemukan hakim
bersikap terlalu legalistik, tanpa mempertimbangkan
esensi perbuatan para terdakwa. Tidak juga
mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh
para terdakwa. Hal ini dikarenakan hakim tidak peka
terhadap upaya negara memberantas tindak pidana
korupsi. Ditemukan data bahwa jika tindakan para
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terdakwa sudah didasarkan pada Peraturan Daerah
{Perda), hakim mcnganggap perbuatan terscbut
sah dan tidak bermasalah. Artinya perbuatan para
terdakwa memang benar-benar tercantum dalam
Perda. Masalahnya adalah mata anggaran yang
ada di dalam Perda disusun dan disetujui oleh para
terdakwa. Logis atau tidaknya mata anggaran dan
besarnya anggaran yang diajukan seharusnya menjadi
pertimbangan hakim.*

Kasus ini terjadi pada saat anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyutujui
pengajuan anggaran yang jelas-jelas mensejahterakan
mereka sendiri, padahal secara normatif dan
sosiologis sesungguhnya peraturan daerah tersebut
bermasalah. Schingga, dalam hal ini telah jelas terjadi
konflik kepentingan {conflict of inferest) di antara para
terdakwa dan seluruh anggota DPRD.

Situasinya adalah bahwa PF No. 110 Tahun 2000
dinyatakan tidak berlaku sedangkan aturan yang
baru yaitu PP Ne. 24 Tahun 2004 juga belum berlaku,
Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekosongan
hukum. Persoalannya adalah ketika hakim justru
"ikut-ikutan” memanfaatkan kekosongan hukum

ini. Semestinya hakim menggunakan asas kepatutan

# Putusan Hakim No: 83/ FID.B/ 2005/PN. Palu tentang,
Tindak Pidana Korupsi.
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untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh para
terdakwa. Patut tidak para anggota DPRD melakukan
perbuatan memperkaya diri dengan cara "mengada-
adakan” mata anggaran untuk kepentingan diri
sendiri (dengan alasan biaya operasional padahal
telah dianggarkan di sekretariat, biaya kesehatan
padahal telah dianggarkan oleh pihak Pemcriniah
Dacrah (Pemda) serta tunjangan-tunjangan Jainnya).
Memang jika hakim semata-mata berdasarkan
hukum tanpa memperhatikan asas kepatutan dan
mempertimbangkan materi perbuatan dan akibat
yang ditimbulkan, paraterdakwa menjadidibebaskan.

{2) Penerapan Hukum Formil
(a) Putusan Bersalah Tanpa Didukung Alat Bukti
Adalahhak darisetiaporanguntuk mendapatkan
proses hukum yang benar (due process of law}. Demikian
pula halnya bagi terdakwa yang sedang berperkara
di pengadilan harus memperoleh proses hukum yang
benar. Pemenuhan hak tersebut tidak saja pada tahap
persidangan di pengadilan, tetapi wajib dimulai
pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan
hingga penjatuhan hukuman. Jaminan akan hak
tersebut tercantum dalam Deklarasi Universal Hak
Asast Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
maupun dalam Kovenan Internasional tentang Hak
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Siptl dan Politik {international Covenant on Civif and
Potitical Rights). .

Berkaitan dengan proses hukum di pengadilan,
putusan hakim yang benar akan lahir dari suatu
proses hukum vang benar. Hal itu diwujudkan, antara
lain, dengan diterapkannya hukum acara (hukum
formil) secara benar pula, seperti: diperiksanya/
dihadirkannya saksi yvang memberatkan terdakwa
di sidang pengadilan; dipenuhinva  hak-hak
terdakwa atas saksi yang meringankan dirinya, serta
dihadirkannya barang bukti di sidang pengadilan.
Kealpaan dalam menerapkannya akan menyebabkan
tidak ferpenuhinya hak asasi manusia si terdakwa.

Narmun demikian, kealpaan tersebut masih
terjacli. Dalam kasus makar, misalnya, ditemukan
putusan  bersalah, namun putusan tersebut
sebenarnya tidak didukung oleh alat-alat bukti®
Di samping itu, dalam kasus ini majelis hakim telah
melakukan pelanggaran yang bersifat elementer
terhadap sejumlah ketentuan dalam hukum acara
pidana, vaitu: kelire dalam menilai alat bukti (hanya
membacakan kesaksian tertulis dari para saksi dalam
BAP disidang pengadilan dan menjadikannya sebagai
keterangan saksi sehingga melanggar Pasal 185 ayat

* Lihat Putusan Hakim No. 78/DPid.B/2003/PN.LSK
pada Pengadilan Megeri Lhoksukon tentang Kejahatan terhadap
Keamanan Negara.
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{1) KUHLAP). Jadi sebenarnya tidak ada alat bukfi.

Kemudian, majelis hakim juga tidak memeriksa
atau menghadirkan saksi yang memberatkan
terdakwa di sidang pegadilan, serta tidak ada satu pun
saksi yang meringankan terdakwa yang dihadirkan
di sidang pengadilan.

Menyangkut barang bukti, dalam putusan
hakim dinyatakan bahwa “barang bukti nihil”, akan
tetapi majelis hakim sependapat dengan dakwaan
jaksa bahwa terdakwa telah “menghimpun senjata-
senjata”. Padahal, jaksa tidak dapat menghadirkan
barang bukti senjata-senjata yang dimaksud dalam
dakwaannya di sidang pengadilan. Jadi sebetulnya
tidak ada barang bukti sama sekali dalam kasus ini. Oleh
karena itu majelis hakim telah melanggar Pasal 183
KUHAP, yaitu: untuk menjatuhkan hukuman harus
ada minimal duva alat bukti.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka majelis hakim
yang menyidangkan kasus ini telah mengabaikan
asas pengadilan yang adil dan jujur {fair trial) yang
bersifat sangat fundamental dalam menjamin hak
asasi manusia dan tegaknya keadilan. tlal tersebut
sekaligus pula mengabaikan hak asasi manusia dari

terdakwa untuk memperoleh putusan yang adil.
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{b} Proses Penyidikan Tidak Seswai Dengan
Prosedur Hukum dan Merugikan Terdakwa
Tetapi Tidak Dipertimbangkan Oleh Hakim
Hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi

manusia yvang tidak bolch dilanggar dalam keadaan

apapun, sehingga hak tersebut digolongkan schagai
nim-derogable  right. Tindak penyiksaan terhadap
terdakwa seringkali terjadi pada proses penyidikan
vaitu pada saat dilakukan interogasi. Oleh karena
itu tidak mengherankan kalaw terdakwa kemudian
mengingkari/mencabut pernvataan vang telah
dibuatnya dalam BAP di sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa vang diperoleh melalui

penyiksaan berupa tekanan fisik maupun mental

adalah batal demi hukum, hal ini secara tegas telah
ditegaskan dalam KUHAP,

Menyangkut  persoalan  tersebut, masih
ditermukan dalam kasus makar, di mana terdakwa
mengalami penyiksaan dalam proses penvidikan,
narmun hal itu tidak dipertimbangkan oleh hakim.
Dalam kasus ini yvang menjadi catatan atau pertanyaan
adalah kebenaran atas keberatan yang disampaikan
oleh penasihat hukum terdakwa babwa terdakwa
mengalami penyiksaan pada saat menjalani proses
penyidikan. Akan tetapi hal itu tidak disinggung dan
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dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim.*
Hakim semestinya dapat menguji kebenaran

keterangan terdakwa dan kemudian menginvestigasi
lebih lanjut mengenai ada tidaknya tindak penyiksaan
selama proses penyidikan. Pada kasus-kasus yang
menyangkut keamanan negara, scperti kejahatan
makar memang, tidak dipungkiri sangat rawan dari
tindak penyiksaan dalamrangka mencari keterangan/
informasi dari tersangka di tingkat penyidikan. Oleh
karena itu hakim harus bersifat aktif dalam menyikapi
praktik-praktik penviksaan terhadap tersangka/
terdakwa.

(c) ‘Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat
Hukum {Sejak Penvidikan Hingga
Persidangan}

Hak untuk didampingi oleh penaschat hukumn
merupakan hak terdakwa, terlebih lagi jika ancaman
hukumannya di atas lima tabun. Baik KUHAD
maupun instrumen hukum hak asasi manusia
internasional telah mengatur hal tersebut. Kemudian,
negara juga berkewajiban untuk menyediakannya
secara cuma-cuma jika terdakwa tergolong tidak
mampu. Dengan tidak didampingi oleh penaschat

* Lihal Putusan Hakim No. 216/TPid B/ 2005/ PN AB. Pen-
gadilan Negeri Kelas [ Ambon tentang Perbuatan Melawan dan
atan Melanggar Tukum Karena iclah Molakukan Tindak Pidana
Malar.
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hukum maka seorang terdakwa akan kehilangan
kesempatan untuk membela diri secara maksimal di
sidang pengadilan.

Dalam  kasus lain juga ditemukan data
berupa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat
hukum. Sejak di tingkat penyidikan sampai proses
di persidangan para terdakwa tidak didampingi
oleh penaschat hukum, padahal hak tersangka/
terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari
Seorang atau lebih penasehat hukum pada setiap
tingkat perneriksaan adalah hak asasi tersangka
atau  terdakwa sebagaimana tersebut di  dalam
Pasal 54 KUHAP. Kemudian, apabila temyata para
terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 {lima)
tahun atau lebih yang tidak mampu menunjuk
penasehat hukum sendiri, maka hakim dalam proses
persidangan wajib menunjuk penasehat hukumnya,
bagi mereka dan penaschat hukum dimaksud akan
memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma
(Pasal 56 KUHAP) =

Lebih jauh, KUHAP juga telah merumuskan
sejumlah hak yang dimilikisecrang warga masyarakat
yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana terutama

= Plu fusan Hakim No.31/Pid. B/ 2005/ PN WT. Pengadi-
lan Negeri Wates tentang Menebang Hasil Hutan Tanpa Izin
dari yang Berwenanyg.
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dalam kedudukannyva sebagai pelaku. Namun dalam
kenyataannya tidak jarang timbul permasalahan
sehubungan dengan pemenuhan hak-hak tersebut.
Hakuntuk mempercleh bantuan hukum, sebagaimana
telah disebutkan di atas, ternyata masih merupakan
suatu “barang mewah” yang sulit dijangkau terutama
oleh pelaku yang tidak mampu. Padahal harus diakui
bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana adalah
mereka dari golongan yang tidak mampu dan buta
hukum, sehingga bantuan hukum merupakan hal
yvang mutlak diperlukan bila ingin dicapal peradilan
vang adil dan jujur {fatr trial).

Dalam khasanah hukum acara pidana terdapat
suatu adagium yang menyatakan “uli jus ibi remtedinm”
yang berarti dimana adahak disanaada kemungkinan
menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya
bilamana hak tersebut dilanggar.® Konsekuensi logis
dari adagium ini adalah hanya terdapat hak apabila
terdapat kemungkinan untuk menuntut. Bemikian
pula sebaliknya, tidak dapat dikatakan terdapat
hak apabila tidak terdapat kemungkinan untuk
melakukan penuntutan atau perlindungan terhadap
hak tersebut.

Kasus-kasus pclanggaran hak-hak terdakwa

* Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalzhan
Dadam: Sistem Perdilan Pidana, Kampulan Karangan Buku Ketiga
Pusat Pelavanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Universitas In-
doncsia, Takarta, 1997, hlm. 161,
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yang terjadi dalam proses penyidikan di Kepolisian
sudah seharusnya pula menjadi perhatian hakim,
sebabtugas hakim tidak sekadar menjalankan “mesin”
hukum untuk melanjutkan proses hukam tetapi juga
menjaga martabat hukum, martabat negara dan
kemanusian. Kita patut belajar dari sistem hukum
Anglo Saxon yang terus disempurnakan setclah
didera oleh kesalahan-kesalahan vang mengabaikan
prinsip peradilan yang fair.

Cara-cara memperoleh alat bukt dengan
mengabatkan  prinsip  fiir-trial, sebagaimana
pernah terjadi dalam kasus Miranda vs Arizona di
Amerika Serikat {AS), terpatri kuat dalam kasus
klasik yang dikenal dengan Miranda Warning.
Dalam kasus itu disebutkan bahwa saat penyidik
melakukan penangkapan dan penahanan terhadap
Miranda, penyidik tidak membacakan hak-haknva
sebagal tersangka (hak untuk diam (the rights to
have a silent) dan hak memperoleh bantuan hukum
{the right fo Mave o counsel) sehingga berakibat
dilepaskannya Miranda dari dakwaan melakukan
tindak pidana. Supreme Court Amerika Serikat
- menganggap  pejabat  penvidik telah  melalaikan
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tugas proseduralnya vang wajib dilakukan terhadap
Miranda®. Penyidik mengabaikan exclusionary rules;
suatu rules yang diciptakan berdasarkan case law oleh
Mahkamah Agurnyg Amerika Serikat.™

Dalam kasus itu ditegaskan juga bahwa dalam
perkara-perkara pidana penuntut umum tidak boleh
menggunakan pernyataan-pernyataan yang dibuat
oleh tertuduh pada waktu ia ditahan Polisi, kecuali
dapat didemonstrasikan penggunaan  alat-alat
pengamanan prosedural yang menjamin previlege
untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dalam
konteks inilah, Mahkamah Agung Amerika Serikat
mensyaratkan kepada Polisi sebelum melakukan
interogasi untuk memberi tahu bahwa tersangka
mempunyai hak untuk tetap berdiam diri, setiap
pernyvataan vang dibuamya dapat dipakai sebagai
bukti terhadap dirinya, dan bahwa ia berhak untuk
menuntut kehadiran seorang pengacara, baik yang
disewa maupun yang diangkat. Bahkan dalam kasus
perdata, pihak tergugat dapat menyatakan tidak

7 Aturan serupa terdapat pula di Inggris vang dimuat
dalam fudges Rules, vang dibuat eleh Mahkamah Agung lnggris
yang memual larangan pencarian alat bukt secara tidak sah (1-
legally serured evidence) serta akibat hukumnya.

B Exclusionary rules  adalah aturan vang berla-
ku umum, berisikan larangan penggunaan alat-alat bukti vang
dipcroleh penvidik secara tidak sah atau melanggar undang-
undang. Tujuannya agar warga negara terhindar dari indakan
sewenang-wenang aparat penegak hukum.
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akan menggunakan hak-haknya tersebut, asal saja
pemyataan tersebut dibuat secara suka rela, dengan
penuh pengetahuan  dan kecerdesan. Akan tetapi,
apabila ia dengan cara apapun dan pada tahap
mana pun di dalam proses menyatakan bahwa ia
ingin berunding dengan seorang pengacara sebelum
berbicara, makahalitutidakbolehdipermasalahkan® .

i dalam sebuah kasus (Wecks vs
Amerika Serikat, 232 US. 383 (1914), diceritakan
bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah
memutiskan, bahwa alat bukti vang diperoleh secara
melawan hukum tidak boleh dipergunakan di dalam
pengadilan federal. Putusan ini memang diprotes
karena MA dinilai telah membebaskan penjahat
karena Polisi bertindak salah. Kritik ini dijawab
olch mahkamah agung setempat: “Si penjahat akan
bebas, kalau perlu, akan tetapi yang membebaskan
dia adalah hukum. Tidak ada suatu apa pun vang
dapat menghancurkan suatu pemerintahan lebih
cepat daripada kegagalannya untuk mengindahkan
hukumnya sendiri, atau lebih buruk lagi, tidak
diperhatikannya dasar tertulis dari eksistensinya
sendirl”.  Jawaban ini menunjukkan betapa
fundamentalnya sebuah proses peradilan yang

fair dan manusiawi itu bagi suatu bangsa karena ia

# Lihat Peters dan Koesriani, o, cit., hlim. 84.
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berimplikasi luas tidak hanya pada hukum tapi juga

pada politik bangsa bersangkutan.

(d) Putusan “dirampas untuk dimusnahkan”
Terhadap Barang Bukt Dianggap Tidak Tepat
Banyak aspek dalam putusan hakim yang

dapat menunjukkan ketelitian hakim, antara lain,

menvangkut barang bukti. Apakah dikembalikan
kepada terdakwa atau disita untuk negara.

Menyangkut hal itu ternyata telah ada aturan yang

mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun

1999, Namun demikian masih ditemukan dalam

putusan hakim terkait dengan barang bukti yang

tidak sesuai dengan undang-undang, misalnya dalam
putusan dinyatakan “barang bukti dirampas untuk
dimusnahkan”.

Hal itu ditemukan dalam kasus pembalakan
liar. Meskipun kelihatannya barang buktl vang
berupa instrumenta delicta, yaitu berupa 1 (satu)
buah gergaji potong yang secara ekonomis nilanya
tidak seberapa vang berdasarkan amar putusan
dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan”, namun
apabila hakim lebih cermat untuk menentukan status
instrumenta delictq ini, scbagaimana dirumuskan oleh
Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1399,
maka yang lebih tepat sebetulnya bukan “dirampas
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untuk dimusnahkan” akan tetapi “dirampas untuk
negara .
(e) Biaya Perkara yang Besarnyz; Tidak Realistis

Banyak temuan yang keli hatannya sepele dalam
putusan hakim, namun memerlukan penjelasan lebih
lanjut. Hal itu, misalnya menyangkut biaya perkara.
Dalam berbagai putusan hakim ditemukan biaya
perkara yang besarnya sangat bervariasi, namL'xn
tidak jelas ukuran apa atau dasar hukum vang diryjuk
dalam menentukan besarnya biaya perkara. Hal ini
dirasakan penﬁng, mengingat menyangkut uang
yang kelihatannya kecil, ramun jika diakumulasikan
akan menjadi besar dan menjadi pemasukan bagi
negara.

Olehkarena itu, sebaiknya dilakukan peninjauan
terhadap  pembebanan  biaya perkara. Untuk
menghilangkan kesan "asal-asalan” tanpa patokan
yang jelas, sebaiknya besarnya disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Terlebih penting lagi harus
ditentukan atau diatur ukuran-ukuran besar kecilrya
biaya yang dapat dibebankan pada setiap perkara.
Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai hal
itu, mengapa biaya suatu perkara Rp 2.500,-% tetapi

M fhid

" Lihat Putusan Flakim No. 234/ Akta Pid/ 2006 fPNBNA
dan Putusan Hakim No. 29/Pid/ WN/PILBNA. Pengadilan

'I‘ing_gi Banda Aceh tentang Penpaniayaan vang Menyebabkan
Matinya Orang Lain, )
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untuk perkara yang lain hanya sebesar Rp 1.000,-*.
jika yang dijadikan patokan adalah kondisi ekonomi
dari terdakwa, maka sudah dapat dipastikan ia akan
mampu membayar lebih dari yang tersebut. Misalnya
dalam kasus-kasus korupsi vang melibatkan sejumlah
oknum pejabat tinggi pemerintahan, tentunya mereka

akan mampu membayar lebih dari sekadar Rp 1.000 -
atau Rp 2.500,-.

(3) Penerapan Doktrin/Yurisprudensi
(a) Penggunaan Dokfrin

Jarang sekali ditemukan putusan hakim yang
memuat ajaran alau pendapat ahli hukum dan
digunakan sebagai pertimbangan putusan. Pola
putusan hakim yang ditemukan lebih banyak memuat
dakwaan jaksa sebagai dasar pertimbangan putusan
hakim. Padahal untuk meningkatkan “bobot”
putusannya, seorang hakim dapat menggunakan
pandangan atau pendapat para ahli hukum yang
terkenal, baik pada tingkat nasional maupun
internasional.

Namun demikian, dalam penelitian putusan
hakim ditemukan putusan yang menggunakan
pendapatdariahli hukumsebagai dasar pertimbangan

2 Ljhat Putosan Hakim Mo, 357/ FID.B/ 2006. Pengradilan
Megeri Padang tentang Penganiayaan/Kekerasan Dalam Ru-
mah Tangga (KDET)
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putusannya. Di sini hakim telah mendasarkan
putusannya pada teorl maupun doktrin hukum
untuk membuktikan unsur kedua “dengan sengaja”
dengan mengutip penddapat Andi Hamrah, bahwa
dalam unsur sengaja tersebut adalah kehendak yang
diketahui, didasari yang ditujukan untuk meiakukan
kejahatan tertentu.®

Hal di atas juga ditemukan dalam kasus tindak
pidana korupsi,® yaitu hakim dalam pertimbangan
mengenai sifat melawan hukum menggunakan
pengertian dari M.A. Moegni Djojodirjo tentang
perbuatan melawan hukum. Di samping itu, dalam
kasus ini hakim juga menggunakan yurisprudensi,
yaitu putusan MA tentang pengertian perekonomian
negara.

Dalam kasus perdata, yaitu menyangkut
masalah tanah,® majelis hakim mempergunakan
yurisprudensi MA tanggal 14 April 1976 No. 701 K/
Sip/1974 vang menyatakan fotokepi hanya dapat
diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai

“keterangan atau dengan jalan apapun secara sah

* Lihat Putusan [Takim No, 67/PH2/2007 /'T.BNA. Pen-
gadilan Tinggi Banda Aceh tentang Kejahatan yang Menghi-
langkan Nyawa Orang Lain.

* Lihat Putusan | Takim Neo, 454/ Pid B/ 2004 /"N FL. Pen-
gadilan Negeri Palu tentang Tindak Pidana Korupsi.

* Lihat Putusan Hakim No. 29/PDT.G/2000/FPN.PSO.
Pengadilan Megeri Poso tentang Tanah,
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darimana ternyata fotokopi-fotokopi tersebut sesuai
dengan aslinya. Kemudian, majelis hakim juga telah
menggunakan asas hukum tanah tentang pemisahan
horisontal antara bangunan/tumbuhan walaupun
tidak discbut secara expresif verbis pemisahan
horisontal untuk bangunan dinyatakan sebagai milik
permerintah sedangkan tanah dinyatakan sebagai
milik para penggugat. Asas dalam hukum tanah
tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5
Tahun 1960 tetang Pokok Agraria yaitu hak milik atas
tanah mempunyai fungsi sosial.

Kemudian dalam kasus lingkungan,™ dalam
pertimbangan hukumnya majelis telah menggunakan
doktrin di antaranya: tentang pertanggungjawaban
mutlak (strict liability); keharusan adanya kepentingan
hukum (rechts belangen); yang termuat dalam pendapat
Prof. Christopher Stone dalam artikel yang berjudul
“Should Tress Have Standing toward Legal Rights for
Natural Qbjects” yang menyatakan bahwa objek-objek
alam seperti hutan, laut, atau sungai sebagai objek
alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak
bijaksanajika dianggap sebaliknya hanva dikarenakan
sifatnya yang in-animatif (tidak dapat berbicara) dan
untuk itu objek-objek alam tersebut memerlukan wali
(guardian).

* Patusan Hakim No:10/ Pdr/ 2007/ T'T. MAL. Pengadi-
lan Tinggi Maluku tentang Lingkungan.
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{b) Pertimbangan Putusan Hanya Mengikuti

Dakwaan Jaksa

Berdasarkan penelitian terhadap putusan hakim,
ditemukan pola yaitu hakim memiliki kecenderungan
hanya mengikuti atau secara ekstrim han ya “meng-
copy paste” dakwaan jaksa dalam pertimbangan
putusannya. Entah mengapa hakim tidak berusaha
membuat atau  menyusun pertimbangan  sendiri
selain dari apa yang didakwakan oleh jaksa, padahal
hal terscbut sangat dimungkinkan, Hal terscbut
misalnya ditemukan dalam kasus perdagangan anak
dan pernbalakan liar.

bekalipun - hakim  telah menggunakan  atau
memperlimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusannya,
namun hal tersebut hanya semata-mata “mengekor”
pada dakwaan jaksa. 1Hakim terlihat “malas” untuk
menggali lebih dalam “spirit /jiwa” vang terkandung
dalam undang-undang tersebut sehingga dapat
membuat putusan menjadi lebih “berbobot”.

Misalnya, dari perbuatan vang dilakukan,
sesungguhnya terdakwa telah mengabaikan bahwa
anak memiiiki hak asasi manusia vang harus
dilindungi (Pasal 1 avat (12)); terdakwa seba Zai
anggota masyarakat juga memiliki kewajiban untuk
melindungi anak (Pasal 25); terdakwa juga telah
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menyalahi prosedur pengangkatan anak (Pasal 39-
41}. Jadi terdakwa tidak semata-mata melakukan
tindak pidana memperdagangkan anak untuk dijual,
namun meliputi juga aspek-aspek lainnya.”

Ilakim  juga tidak  mempertimbangkan
ketentuan-ketentuan lainnya vang terkait dengan
anak/hak anak, seperti Pasal 28B ayat (2} UUD
1945 yamg menvatakan bahwa sctiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi: dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM vang mengatur bahwa setiap anak
berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga,
masvarakat dan negara. Hal lain adalah bahwa
hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk
kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi olch
hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di samping itu juga tidak disinggung sama
sekali oleh hakim, ketentuan-ketentuan vang diatur
dalam Konvensi tentang Hak Anak (Conpention or the
Rights of the Child) tahun 1989 vang telah diratifikast
aleh pemerintah Indonesia dengan Keppres No. 36
Tahun 1990 sehingga hakim sebagal aparat penegak
hukum {legal apparatus) memiliki kewajiban hukum

¥ [ihat Potusan Hakim Mo, 02/ id. B/ 2006/ T'NCYE. Pen-
gadilan Negeri Yogyakarta tetitang Tindak Fidana Perdagangan
Anak,
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untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia
dalam melindungi, menjamin dan rmemenuhi hak
asasi manusia khususnya hak-hak anak di Indonesia.

Menyangkut kasus pembalakan liar, hukuman
yang dijatuhkan oleh hakim hanya terpaku pada
tuntutan jaksa. Hakim hanya terpaku pada tuntutan
jaksa yang menghendaki agar para terdakwa masing-
masing dihukum dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 3.000.000
(tiga juta rupiah), subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
Dalam perkara ini, seharusnya hakim memperhatikan
kesesuaian antara tuntutan jaksa dengan ancaman
hukuman yang termaktub dalam Undang-Undang
Kehutanan. Ancaman hukuman dalam undang-
undang tersebut adalah lima tahun penjara, namun
jaksa hanya menuntut 1 tahun 6 bulan. Ancaman
denda dalam undang-undang tersebut adalah Rp
1.500.000.000,-. Akibatnya, sepertinya “wajar” kalau
hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10
bulan penjara {dari tuntutan jaksa berupa hukuman
penjara selama I tahun 6 bulan) dan subsidair 1 bulan
kurungan.®

* Lihat Putusan Hakim No. 660/ P11).B/2006 Pengadilan
Negert Padang tentang Memiliki Hasil Hutan Tanpa SKSHIH.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A, Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yangdiperoleh dari
eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim yang
dilakukan pada tahun 2007-2008 dapat disimpulkan
hal-hal scbagai berikut: pertama, putusan hakim pada
hampir semua kasus vang diteliti, belum didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan hukum materiil
yang benar dan tepat. Kedus, putusan hakim tidak
didapat dari proses persidangan yang fair, adil dan
transparan sesuai dengan aturan hukum formil yang
berlaku. Kefiga, Putusan hakim pada umumnya
belum menggunakan doktrin-doktrin sebagai sumber
hukum maupun pertimbangan hukum. Sekalipun
ditemukan adanya penggunaan doktrin, namun
belum digunakan secara tepat dan beralasan. Keempat,
putusan hakim belum mencerminkan penghormatan,
perlindungan dan pencgakan hak asasi manusia

pelaku, korban dan masyarakat.

B. Rekomendasi
Rekomendasi vang dapat diberikan terhadap

permasalahan-permasalahan  yang diteliti adalah
sebagai berikut: perfama, penelitian ini merupakan
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Jangkah awal yang masih perlu dilanjutkan dan
disempurnakan dengan penelitian yang lebih
mendalam dan komprehensif; keduz, mekanisme
eksaminasi putusan hakim vang sebelumnya telah
ada di lingkungan lembaga peradilan sebaiknya
dihidupkan kembali. Hasil eksaminasi tersebut
kemudian dapat dijadikan tolok ukur penilaian bagt
kinerja hakim yang akan menentukan karir seorang
hakim sekaligus juga sebagai sarana pengawasan
hakim dalam hal menerapkan ‘punishment’ dan
reward’; ketiga, besarnya biaya perkara akan lebih
baik jika disesuaikan dengan kondisi sekarang dan
diatur secara jelas (sebaiknya dibuat aturan yang
rmemuat acuan/ kriteria dalam hal untuk menentukan
besarannya); Aeempat, akses untuk mendapatkan
putusan hakim sebaiknya lebih dipermudah,
sehingga publik dapat mengetahui putusan hakim
yang dihasilkan. Dengan dikefahui oleh publik,
maka hakim diharapkan akan semakin terpacu
untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas.
Hal tersebut diharapkan juga dapat menumbuhkan
rasa malu bagi hakim apabila ia membuat putusan

"seadanya” tanpa pertimbangan yang mendalam.

Fh®
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MEMPERSOALKAN UNSUR KEADILAN
DALAM AMAR PUTUSAN HAKIM
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto

Secara harfiah, kata 'hakim’ itu berarti “ahli
hukum’. Kata ini berasal dari jaman penjajahan
tatkala para penasehat pemerintah kolonial, antara
lain Snoek-Hurgronje, mencoba mencari terjemahan
istilah untuk gelar ahli hukum, yang di dalam bahasa
Belanda diistilahi ‘Rechtskundige’ atau ‘Meester in de
Rechten’. Tejernahan diperlukan, khususnya untuk
anak-anak pribumi yang telah selesai belajar hukum
dan akan diangkat sebagai pengadil di pengadilan
khusus untuk orang pribumi (vang disebut 'fandraad’
dalam Bahasa Belanda). Pada masa itu setiap ahli
hukum dari golongan rakvat pribumi tidak akan
ditugasi kerja lain apapun selain menjadi pengadil di
pengadilan untuk corang pribumi, maka serta merta
sejak waktu itu kata ‘hakim’ tidak hanya berarti
‘Meester in de Rechten” akan tetapi juga sekaligus juga
diartikan sebagai 'Rechter van de Landraad. Istilah
itu berlanjut dan terlanjur dipakai dalam dua arti itu
sampai saat ini, tidak hanya sebagai ‘hakim’ yang
ahli hukum akan tetapi juga sebagai ‘hakim’ sang
pengadil.

P27




A. Dualisme Hukum Pada Era Kolonial dan
Implikasinya Pada Konsep Keadilan Yang
Terkandung dalam ‘Putusa n-Putusan
Pengadilan: Antara Legal Justice dan Social
Justice
Satu hal yang perly diingat dan diperhatikan

ialah bahwa ‘hakim’ sebagai pengadil di badan-badan

pengadilan untuk orang pribumi sesungguhnya
maknanya tidaklah sepenuhnya sama dengan “meester
th de rechien’ yang akan bertugas di badan-badan
pengadilan untuk orang Fropa {vang disebut Raad
van fustitie). Perbedaannya adalah bahwa ‘de rechiers
van Raad van Justitie’ hatus mengadili dan membuat
putusan berdasarkan hukum undang-undang yang
pada pokoknya tertulis, sedangkan hakim Iandraad
pertama-tama harus menerapkan hukum adat yang
secara otomatis akan banyak berseluk beluk dengan
hukum tak tertulis, alias hukum yang belum dibentuk
dalam wujudnya yvang formal sebagai hukum
undang-undang (ius positioum atau fus constitutumy.
Pernyataan di atas, dalam bahasa teknis-yuridis
dikatakan dengan;: apabila putusa n-putusan de rechters
van Raad van Justutie utamanya harus bersumber pada
sumber hukum formil (de formele rechtsbron), maka
putusan-putusan hakim landraad akan lebih banyak
mengacu ke dasar-dasar hukum yang digali dari
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sumber hukum materiil (de materiele rechtsbron), ialah
hukum yang bukan atau belum dipositifkan sebagat
hukum undang-undang,

Sumber hukum formil menyajikan keadilan
formal berdasarkan bunyi kata-kata yang tersebut éi
dalam undang-undang, yang dalam bahasa Inggris
disebut dengan legal justice, berbeda halnya dengan
sumber hukum materiil. Hakim fandraad,--berbeda
dengan apa yang harus dilakukan de rechiers van de
Raad van Justitic,—akan lebih banyak bekerja untuk
menerapkan hukum adat rakyat yang tak tertulis,
vang merupakan sumber hukum materi_il, .}’alj'lg
dengan begitu akan banyak menyajikan sac.lmf I;usrf:cri’
daripada legal justice. Pembedaan antara Junﬁdlk-Sf
de rechters (dari rapd van justitie) yang mengadili
perkara orang-orang Eropa dan jurisdiksi para
hakim (dari landraad) yang mengadili perkara orang-
orang pribumi memang dibenarkan oleh peratutr'an
hukum perundang-undangan pada wakiu ,Imi
Regeringsreglement dari tahun 1854, vang menjadi
dasar ukum tatapemerintahan kolonial, menyatakan
hal tersebut dan dengan demikian juga menegaskan
secara jelas kebijakan dualisme dalam ihwal layanan
hukum sejak saaf itu. |

Kehadiran Jepang ke wilayah Indonesia
membawa perubahan. Sejak tahun pertama masa
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pemerintahan  pendudukan  Balatentara Jepang,
ragam pembedaan dualistik antara  jurisdiksi
peradilan Eropa dan peradilan pribumi ditiadakan,
Peniadaan ity menyebabkan dualisme hapus dan
otonomi badan pengadilan yang khusus untuk orang
pribumi pun menjadi tiada. Landrand telah menjadi
pengadilan negeri dan raad wvan justitie menjadi
pengadilan tinggi. Keduanya berwenang mengadili
perkara siapapun, tanpa mcmbeda-bedakan mana
yang Eropa dan mana yang pribumi. Situasi ini
menyebabkan pengadilan negeri ex-landraad tidak
lagi dapat sepenuhnya memutus perkara atas dasar
hukum adat yang tak tertulis, vang dengan demikian
juga tak lagi dapat secara leluasa memutus dengan
banyak mempertimbangkan apa yang disebut sebagai
keadilan sosial. Ketika perkembangan kian menjauhi
era kebfjakan dualisme pemerintah kolonial, terlebih
tatkalaerapasca—pmklamasikianberpihakkekebijakan
pendayagunaan  hukum undang-undang sebagai
sarana modernisasi lewat pembangunan nasional,
legal justice kian mendominasi putusan-putusan
para pejabat di badan-badan legislatif, eksekutif dan
juga yudisial Maka, sejak saat ity permasalahan
soctal justice secara berangsur mulaf tersingkir dari
ruang-ruang pemerintahan dan pengadilan, ialah
ketika semua persoalan dikembalikan kepada apa
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gerangan yang harus dipegang scbagai dasar hukum
menurut kata undang-undangnya., Putusan-putusan
administratif dan yudisial tak lagi banvak didasarkan
pada moral sosial dan/atau definisi keadilan menurut
paham populernya. Ditingkahi kebijakan-kebijakan
modernisasi dan  pembangunan nasional yang
terpusat, kebifakan-kebijakan hukum kian bersifat
rasional, senfralistik dan elitis. Di tengah realitas
kemajemukan Kultur nusantara,--walaupun dalam
idiom dan cita-cita politik eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak ada salahnya,--akan tetapi
realisasinya untuk menghadirkan keadilan sesial
untuk seluruh rakyat Indonesia, tak bisa dihindarkan,

akan mengundang masalah.

B. Keadilan Sosial Untuk Penyelengaraan
Peradilan Di Negeri Berkultur Majemuk
Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa

berbeda dengan apa yang disebut keadilan menurut

ketentuan hukum undang-undang (the legal justice),
keadilan sosial (the social justice) adalah keadilan yang
didefinisikan menurut nilai dan norma yang hidup
sebagai bagian dari keyakinan adat dan kultural
masyarakat setempat. Mengingat kenyataan bahwa
adat kultural warga masyarakat sangat beragam dari
satu tempat ke tempat lain, dan dari satu negeri ke
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negeri lain, maka dapat dimengerti apabila keadilan
sosial sulit dibakukan, khususnya lagi apabila hendak
diformalkan dalam suatu upaya realisasi kebijakan
unifikasi dan kodifikasi hukum nasional., Dalam
kehidupan bernegara bangsa, vang mendasarkan
diri pada asas kebangsaan yang kuat, dan yang
acapkali tak cuma hendak mendambakan ‘persatuan’
melainkan “kesatuan’, kebutuhan untuk melakukan
standarisasi dan unifikasi di segala bidang - termasuk
di dalanya juga dalam ihwal hukum dan keadilan -
selalu terasa sangat kuat.

Unifikasi hukum nasional, sesungguhnya, tidak
hanya merupakan kerja unifikasi dan standarisasi,
akan tetapi sekaligus lebih jauh - sengaja atau tidak
-merupakan kerja formalisasi dan juga netralisasi
norma-norma  hukum undang-undang ke dalam
bentuknya yang baru sebagai preskripsi-preskripsi.
Preskripsi-preskripsi  dalam  hukum undang-
undang tidaklah hendak mengekspresikan norma
moralitas, melainkan hanya hendak mendalilkan
hubungan kausalitas antara suatu perbuatan manusia
(perbuatan hukum!} dan akibatnya (akibat hukum).
Ituiah keterangannya mengapa hukum perundang-
undangan nasional selalu bersifat baku dan bebas-
rilai, dengan maksud utamanya ialah menyatakan
kepastian suatu kausalitas antara fakta hukum dan
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akibat hukum. Karakter hukum perundang-undangan
nasional sebagai preskripsi menyebabkan undang-
undang kehilangan sifat normatif yang mencerminkan
hakikatnya sebagai substansi keadilan.

Berbeda dengan keadilan formal sebagaimana
didefinisikan dalam preskripsi undang-undang,
sesungguhnya keadilan sosial itu sebenar-benarnya
bersubstansi moral, ialah moral yang hidup dalam
fradisi dan sanubari warga masyarakat lokal. Jika
demikian bunyi definisi konseptualnya, maka
keadilan sosial akan nyata hadir dalam wujudnya
vang beragam dari satu negeri ke negeri yang lain. Di
dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkultur
majemuk, wunifikasi mungkin akan berhasil dalam
formalitasnya saja, sedangkan signifikansi sosialnya
yang didasari keyakinan moral patut dipertanyakan.
Undang-undang hasil kodilikasi bisa dinyatakan
berlaku secara vuridis, namun senantiasa diragukan
efcktifitasnya jika dikaji dari perspektif sosiologik.
Terjadi celah selisih yang amat lebar antara apa yang
diundangkan dan apa yang dalam realitas sosio-
antropologiknya dipatuhi dalam kehidupan sehari-
hari. Inilah celah selisih yang dalam kepustakaan
hukum dan sosiclogi hukum disebut the legal gaps.

Di negeri-negeri vang relatif berkultur homogen,

seperti Perancis dan negeri-negeri Eropa Barat
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yang lain dari masa abad-abad 17-18, melakukan
unifikasi hukum ke dalam bentuk kodifikasi dan
mengundangkannya sebagai standar perilaku warga
senegara bangsa tidak menimbulkan masalah. Ketika
Code Civil de Frangais diundangkan, seluruh substansi
yang dimuat secara tertulis di dalam kitab undang-
undang untuk warganegara Perancis tak lain daripada
tradisi orang-orang Perancis sendiri yang dikenali
dengan nama cowtume de Paris. Pada situasi ini yang
terjadi “hanyalah” suatu proses positivisasi atau
formalisasi hukum yang hidup sccara menyeluruh
dalam masyarakat seantero negeri sebagai hukurn
nasional yang resmi. Sehingga pada masa itu,
keadilan yang termuat di kitab sebagai the formal legal
justice tidak jauh berbeda dari keadilan vang masih
hidup dan bermukim di sanubari rakvat schagai the
pomidar legal justice.

Situast di Perancis itulah jawaban atas
berlakunyaasas bahwa tak seorangpunboleh menolak
berlakunya hukum atas dirinva hanva dengan dalih
bahwa ia tidak mengetahui adanya undang-undang
vang telah berlaku (ignoratio inris). Flaborasi dari asas
ini jugalah, di lain pihak, berlakunya doktrin bahwa
hakim tak lebih dan tak kurang hanyalah “mulut
vang menyuarakan bunyi kata-kata undang-undang

saja”. Le juge est uniguement fa bouche gui prononce le
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smots des lois. Di sini pula dapat dijelaskan datangnya
suatu rasionale vang menyatakan dengan tegas
bahwa, melalui mulut hakim undang-undang telah
menyuarakan berlakunya legal justice sekaligus juga
substansinya yang disebut soctal fustice.

C. Undang-Undang dan Keadilan Sosial Untuk
Masyarakat Indonesia: Sebuah Permasalahan
Yang Berimplikasi Persoalan Hak Asasi
Manusia (HAM)

Pada situasi kehidupan nasional dengan ragam
penduduk dan ragam budaya seperti Iindonesia
sampai saat ini, upaya legislasi untuk merealisasi
unifikasi hukum dengan meniru model cvil law
Perancis sesungguhnya bukanlah suatu upaya yang
bijak. Berbeda dengan Perancis, [ndonesia adalah
suaty bangsa baru yang berunsurkan satuan-satuan
bangsa etnik dengan keragaman budaya yang amat
nyata. Di tengah kenyataan seperti itu, dapatlah
diprakirakan kalau sejumlah kontroversi dalam
proses pembentukan undang-undang hampir selalu
terjadi, khususnya apabila materi yang akan dibentuk
dalam undang-undang berasal dari nilai moral dan
norma sosial yang amat berancka ragam. Ub: societas
thi ius.

Sehubungan dengan kenyataan seperti itulah
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maka para tokoh pembangunan hukum nasional
Indonesia pada waktu yang lalu, antara lain Prof.
Mr. Dr. R. Soepomo dan yang lebih kemudian Prof.
Dr. Mohtar Kusumaatmadja, selalu menganjurkan
serangkaian kebijakan untuk menghindari materi-
materi yang sarat dengan substansi moral, dan lebih
baitk mengundangkan dahuly materi-materi yang
sifathya lebih teknis dan netral. Pada era kolonial,
kebijakan seperti itulah yang diterapkan, yang
kemudian dikenal dengan istilah entightened dualism,
ialah kebijakan untuk hanya membentuk dan/
atau membuat hukum undang-undang yang tidak
bertentangan dengan keyakinan golongan penduduk
manapun.

Pada suatn kehidupan berbangsa dan bernegara
yvamg demokratik, yang implisit mengunggulkan
cara penyelesaian konflik lewat upaya dialogik untuk
mmenemukan  konsensus, realitas tentang  adanya
kebudayaan yang majemuk harus diterima sebagai
sesuatu yang  given, yang tidak bisa dihindari
Memaksakan kescragaman nilai, norma ataupun
konsep berdasarkan kekuatan undang-undang,
dengan mekanisme kontrol yang sentral, hanva akan
melahirkan kontroversi-kontroversi. Penyeragaman
konsep tentang realitas kultural yang sebenarnya
relatif adalah suatu  tindakan yang tak hanva

136

berkesan otokratik dan sentralistik, akan tetapi juga
merupakan kebijakan yang tidak menghormati the
cultural rights of the people yang terkandung dalam
prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, yang dijamin
tegaknva olch konstitusi nasional, dan juga oleh
kovenan internasional berikut protokolnya.

FPadahal undang-undang  yang Hidak
menghormati hak-hak kultural warga masyarakal:i
yang dengan demikian juga tidak mengakomodasi
i:eadilan sosial sebagaimana yang hidup dalam
sanubari masyarakat setempat, adalah sebentuk
peraturan hukum yang jauh dari sifatnya yang
ideal. Hukum yang ideal adalah hukum vang
(dalam bentuk undang-undang sekalipun) akan
tetap berkarakter responsif dan fasilitatif untuk
mengakomodasi kebutuhan rakyat yang tengah
mendambakan kehidupan yang damai dan
sejahtera, tanpa adanya perlakuan-perlakuan yang
diskriminatif dan tidak sekali-kali dirasakan sebagai
sesuatu yang adil. Undang-undang seperti itu akan
gagal memajukan terwujudkannya kehidupan yang
daﬁlai dan sejahtera, yang terbebas dari segala bentuk
penindasan terhadap hak kultural warga masyarakat
dari satu tempat ke tempat lain. |

Implementasinya, undang-undang  seperti
itu akan kehilangan efektifitasnya danm dengan
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demikian kehilangan pula signifikansi sosialnya.
Undang-undang vang tidak bermakna seperti itu,
pada gilirannya, akan mengum:iang aparat untuk
mengoptimalkan penggunaan sanksi-sanksi pidana.
Maka, jika hal itu yang terjadi, undang-undang
akan tidak lagi berfungsi sebagai pengavom rakvat
melainkan akan lebih terpersepsi sebagai pengontrol
.dan penindas kebebasan. Tiba-tiba saja undang-
undang akan terkonsepsi dan terpersepsi sebagai
sarana penguasa polisionil vang berwatak sebagai
pengingkar hak kebebasan warga negara yang asasi,
yang dijamin konstitusi. Undang-undang seperti itu,
kalaupun diklaim telah memenuhi syarat sebagai
perjamin  terwujudnya keadilan hukurm  dalam
kehidupan suatu negara hukum, tetap saja dapat
dikatakan sebagal hukum yang bertentangan dengan
asas “keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

D. Peran Hakim Di Indonesia dan Putusan-
Putwsannya Yang Mengandung Implikasi
Persoalan Keadilan Sosial
Perlu diingat bahwa hukum undang-undang

it ipso jure dinyatakan sebagai satu-satunya hukum

yang berlaku sah di dan bagi seluruh teritori negeri,
sedangkan adat dan hukum adat yang ipso facto

dikakuhi rakyat setempat sebagai moral dan hukum
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yang paling berlegitimasi. Pada situasi ini dapatlah
dimengerti kalau dalam kehidupan di suatu negeri
yang berkultur majemuk akan terjadi silang selisih
antara hukum undang-undang yang nasional dan
hukum rakyat yang lokal. Silang selisih inilah yang
dalam teori disebut fhe fegal gap, yang apabila the gaps
itu menguak terlalu lebar maka akan terjadi masalah
serius.  Di satu pihak efektifitas hukum undang-
undang akan kian mengecil untuk mengancam
anarkisme atau bahkan nihilisme, dan di lain pihak
bisa menimbulkan reaksi kian represifnya para
pencgak undang-undang, vang dengan demikian
akan menimbulkan terjadinya otokratisme atau
bahkan totalitarianisme.

Pergerakan ke manapun scbagai akibat tak
terkontrolnya legal gaps, entah ke arah otrokratisme
ataupun ke arah totalitarianisme, pada gilirannya
akan menggagu upaya pemerintah dan masyarakat
warga untuk melindungi dan memajukan hak-hak
asast manusia. Kepastian hukum yang dijamin
oleh konstitusi dan hukum undang-undang akan
dinihilkan, dan sebaliknya asas keadilan sosial
dan kemaslahatan bagi umat akan teringkari oleh
para otokrat. Pada dua situasi itu, peran mediasi
dan arbitrasi serta judikasi yang bisa diperankan
olch hakim di lembaga yudisial akan menjadi tak
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bermakna, didominasi oleh banyak ulah rakyat yang
hendak main hakim sendiri. Sementara itu situasi
juga bisa saja didominasi oleh banyak ulah laku
vang dilakukan oleh aparat eksekutif vang berkolusi
dengan mereka yang berada di badan legislatif, yang
oleh dominasinya itu menjadi tidak menghormati
asas tule of law, dan justru akan lebih mengandalkan
kiat ruling by using law, atau bahkan by abusing the law.

Sesungguhnya, jika profesionalisme  tetap
dipegang teguh, maka hakim mampu memainkan
perannya sebagai mediator antara berlakunya hukum
undang-undang negara yang berketetapan untuk
menegakkan fegal justice dan berlakunya asas-asas
soctal fustice yang bermukim di kaidah-kaidah moral
dan tradisi masyarakat. Pada kehidupan nasional
sebuah negara yang baru berkembang dan berkultur
majemuk seperti Indonesia saat ini, tatkala undang-
andang dipakai scbagai tool of social engineering via
modernisasi yang mengingkari tradisi, sesungguhnya
para hakim dengan putusan-putusannya yang peka-
susial akan dapat mempersempit jarak gaps antara
apa yang dituliskan dalam undang-undang dan apa
yang hidup dalam sanubari rakyat.

Syahdan, dalam membuat putusan hukum yang
baik in concreto, hakim memang wajib ‘mengingati’
dan merujuk ke pasal-pasal yang akan dijadikan
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dasar hukum untuk menghukumi suatu perkara.
Namun begitu, hakim juga harus ‘menimbang’
dan ‘memperhatikan’ hal-hal lain, yang dapat
dipertimbangkan guna meringankan hukuman yang
akan diputuskan atas terdakwa atau tergugat. Lebih
dari itu, hakim pun, dalam kapasitasnya sebagai
pengadil yang tak hanya berkewajiban membuat
putusan vang benar secara yuridis akan tetapi juga
adil menurut tolok ukur vang hidup sebagai moral
sosial, maka putusan yang demikian akan dapat
diterima, tidak hanya oleh si terhukum, akan tetapi
juga oleh khalayak ramai setempat pada umumnya.
Paradigma kerja hakim di  negeri-negeri
berkembang vang berkultur majemuk  sudah
waktunya berubah dan diubah. Hakim bukanlah
lagi scbatas bereksistensi sebagai mulut yang
membunyikan kalimat-kalimat undang-undang.
Hakim pun bukanlah piranti vang dirancang untuk
berlogika dan bekerja secara mekanik, mclainkan
manusia seutuhnya vang punya kepekaan pada ihwal
kemanusiaandankepeduliansosial. Kalaupuniaharus
bisa membaca bunyi kata-kata vang tertera sccara
tekstual di buku undang-undang, dia pun harus pula
belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak
harfiah, yang konotatif, agar mampu mengungkap
norma-norma sosial vang secara kontekstual melatari
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sctiap preskripsi undang-undang,.

Berbeda dengan hukum undang-undang vang

berada di ranahnya yang in abstracto, putusan-putusan
hakim adalah hukum yang dibentuk atau dibuat di
ranahnya yang in concrefo, yang lebih konstekstual dan
vang sccara kulural danmoral lebihsituasional. Hakim
modern yang terdidik untuk melayani kebutuhan
hukum  masyarakal yang berkultur  majemuk
bukanlah kepanjangan tangan badan legislatif.
Alih-alih, di sini hakim vang bertugas di daerah-
dacrah amat diharapkan akan dapat memainkan
peran sebagai agen yang mampu mengantar hukum
undang-undang vang diproduksi di pusat untuk
ditransformasi ke dalam suatu ckspresi kearifan dan
keadilan yang bisa diterima oleh warga masyarakat
setempat. Penugasan hakim di daerah-dacrah tatkala
harus mengadili (baca: menyelesaikan!) perkara-
perkara setempat sebenarnya amat strategis. Lain
padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya,
lain negeri lain pula kaidah yang mesti dipakai untuk
menolok mana vang hak dan mana vang batil. Maka,
apabila yang diupavakan pertama-tama adalah tertib
sosial dan bukan tertib undang-undang, hakim mesti
menyadari tuntutan itu. [#*%]
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Lampiran 1

Putusan No. 02/Pid.B/2006/PN.YK
tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

A, Peristiwa Konkrit

- Bahwa kasus ini bermula dari keinginan |
urtuk mengadopsi apak discbabkan ia belum
mempunyai anak.

- Atas keinginan untuk memperoleh anak tersebut
] bercerita kepada E dan E berkata kepada
S (terdakwa I), bahwa ada orang vang ingin
mengadopsi anak. Untuk itu S menemui W dan
pada saat pertemuan tersebut, W mengatakan
ada anak tapi masih dalam kandungan,

- Atas informasi dari W tersebut 5 ({terdakwa I
menyelidiki pemilik bayi tersebut dan bertemu
dengan A alias W (ibu bayi) di kampung B dan
saat berternu tersebul S mengatakan bahwa
adiknya mencaribayiuntuk diadopsi. Danoleh A
dikatakan menyanggupi dan meminta sejumlah
uang untuk mengganti biava persalinan apabila
bayi tersebut lahir dan di setujui oleh S.

- Bahwa seminggu kemudian § menemui A dan
memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk
biaya pemeriksaan, padahal 5 meminta uvang
sebesar Rp. 1.000.000 kepada | untuk kebutuhan
sehari-hari ibu bayi sclama sebelum melahirkan
sampal bayi tersebut lahir,

- Beberapa waktu kemudian 5 datang ke rumah
] dan memberitahukan bahwa bayi tersebul
telah lahir dan ] diajak ke rumah orang tua 5
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(terdakwa II) di kampung B dan $ meminta uang
sebesar Rp. 5.000.000 kepada S dengan alasan
untuk mengambil bayi dan biaya rumah sakit.
Dan kemudian S {terdakwa I} dan S {terdakwa
II} pergi mencmui ibu bayi untuk mencbus bayt
dengan uang Rp. 4.000.000 tetapi bayi tersebut
tidak ada di tempat melainkan berada di tempat
kos [ daerah T.

Atas informasi terscbut S (terdakwa 1} dan S
(terdakwa II) pergi ke rumah kost L di antar oleh
oleh B untuk mengambil bayi dan selanjutnya
pergi ke kerumah W untuk menyerahkan bayi
tersebut pada J dan S yang pada saat itu sedang
menunggu di rumah orang tua S (terdkawa II)
di kampung B.

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 20055 (terdakwa
I} dan S (terdakwa II) datang ke rumah | di GK
dengan tufuan meminta uvang Rp. 300.000 guna
membayar uang saksi pengangkatan anak dan
uang ongkos taksi saat membawa Bayi tersebut
dari daerah K ke daerah B.

Bahwa total uang yang diserahkan J kepada S
(terdakwa I} dan S (terdakwa I1) adalah Rp.
6.300.000 sedangkan total uang yang diterima ibu
bayi adalah Rp. 4.100.000 sehingga keuntungan
yang diperoleh S (terdakwa I} dan S (terdakwa
I} adalah Rp. 2.200.000),

. Pertimbangan Hukum
y Bahwa Llr‘l’f.lk dapat dinyatakan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana maka perbuatan para
terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang
terkandung dalam Pasal 83 UU NG. 23/2002
tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP vaitu :

1. Barang siapa o
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah
siapapun vang dapat bertindak sebagai subyek
hukum, melakukan suatu perbuatan yang mana
atas perbuatannva tersebut dianggap mampu
bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan
yang dilakukannya.

Rahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut
Umum telah menghadapkan terdakwa I dan
terdakwa [I yvang telah didakwa melakukan
tindak pidana.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim ternyata
para terdakwa menyatakan mengerh atas apa
vang didakwakan, mampu dan dapat mengikuti
i::ersidangan serta menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan
taik. Bahwa hal ini menunjukan para terdakwa
dalam bertindak dan bertanggung]'awlabf secara
hukum sehingga unsur pertama ini telah

B. Pasal yang Didakwakan terpenuhi. ] ik
Para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 83 UU 2. Memperdagangkan, 'ﬂ:le“]“al atau mencull
NO. 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal anak untuk diri sendiri atau 111n_tuk dijual
55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bahwa berhubung unsur ini mengandung
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alternatif element, maka sudah dapat dinyvatakan
Fe?buktl bilamana salah satu elemen dari unsur
ini telah terpenuhi. )

Bahwa vang dimaksud dengan
memperdagangkan, menjual adalah  suaty
Pe_rhualan menyerahkan  suatu  (dalam  hal
ini anak) kepada orang lain dengan imbalan
sejumlah uang vang tertentu dengan maksud
mendapatkan keuntungan. h

Bahwa sebagaimana tersebut dalam fakia
hukum para terdakwa melakukan kegiatan
perdagangan seorang bavi laki-laki anak
kandung dari saksi A (ibu bayi) kepada para

saksi | dan saksi § dengan menerima sejumlah
uang.,

Bah wa dari rentetan perbuatan terdakwa yang
menerima pembayaran sejumlah vang sebagai
imbalan atas jasa mencari dan mcnyerahkf;n
seorang bayvi kepada saksi | dan saksi S
walupun wang vang diterimanya memangI
benar diserahkan kepada saksi A sebagai ibu
kandung bayi tersebut, namun ternyata para
terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang
yang diterimanya dari saksi | dan saksi S
schingga terlihat adanya indikasi bahwa para
terdakwa telah menyerahkan bavi dari saksi A
kepada saksi J dan saksi S untuk mendapatkan
keuntungan dengan kata lain para terdakwa
tclah  mengeksploitasi bayi tersebut untuk
men_dapalkan k{‘.untungaﬁ pribadi.  Bahwa
hal ini juga telah diperkuat dengan perbuatan
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para terdakwa yang sengaja tidak pemah
memperternukan secara langsung antara saksi A
schagai ibu kandung bayi yang akan diserahkan
dengan saksi ) dan saksi S sebagai calon orang
tua angkat yang akan menerima bayi tersebut.

Bahwa dari wurian terscbut di atas, maka
majelis  hakim berpendapat  bahwa unsur
memperdagangkan, menjual anak untuk orang
lain telah terpenuhi dalam perbuatan para
terdakwa tersebut oleh karena itu unsur kedua
ini dinyatakan terbukii.

. Sebagai orang yang melakukan, atau turuf

melakukan atau bertindak secara sendiri-
sendiri dengan tanggungjawab sendiri-sendiri
Bahwa ternyata baik terdakwa [ maupun
terdakwa II dalam melakukan perbuatannya
tersebut  selalu  dilakukan  bersama-sama
baik pada saat meminta dan menerima uang
tersebut dari saksi ] dan saksi 5 maupun saat
menyerahkan sebagian uang tersebut kepada
saksi A demikian pula saat pengambilan bayi
dari saksi A dan penyerahannya kepada saksi
] dan saksi 5. Dengan kata lain bahwa baik
terdakwa | maupun terdakwa I keduanya
melakukan  perbuatan  pelaksanaan  atas
terjadinya perbuatan yang didakwakan. Unsur
ketiga inipun terpenuhi.

Bahwa walaupun Jaksa Pepuntut Umum tidak
menuntut ditentukannya majelis hakim akan
mempertimbangkan  status  dan  perawatan
bayi dalam perkara ini mengingat kondisi
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kesehatan bayi R yang memerlukan perawatan
vang intensif karena penyakit bronchitis yang
membutubkan biaya yang tidak sedikit dan
mengingat orang tua kandungnya yakr saksi
A berada dalam status tersangka dalam perkara
lain sedangkan ayah kandung bayi tersebut
tidak diketahui lagi keberadaannya maka tidak
bijaksana bila hak perawatan, pengasuhan
dan pemeliharaan bayi tersebut diserahkan
kepada ibu kandungnya yakni saksi A. Dan
bahwa ada keinginan dari saksi | dan saksi S di
muka sidang menyatakan kesangupan mereka
untuk merawat/memelihara bayvi  tersebut
namun keberadaan bayi di tangan mereka
tidak prosedural/tidak sesuai dengan keentuan
vang berlaku maka secara hukum mereka tidak
punya hak untuk merawat/memeliharanya.
Maka sesuai dengan Pasal 7 avat 2 UU NO. 23
Tahun 2002

lentang perlindungan anak, majelis hakim
menunjuk  Yayasan Savap Ibu Cabang
Yopvakarta sebagai tempat untuk merawat,
mengasuh dan memelihara bayi tersebut.

D. Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan  terdakwa I dan terdakwa 1]

sccara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “memperdagangkan
anak untuk dijual”.

. Menjatuhkan pidana terhadap mercka para
terdakwa oleh karena dengan pidana penjara
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masing-masing selama 3 tahun dan 9 t_:rulan dan
denda sebesar Rp. 6(.000.000 subsidair 3 bulan
kurungan.

Menetapkan lamanya para terdakwg @a]am
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatubkan.

. Menetapkan bayi bernama R agar tetap dibawah

asuhan, pemeliharaan dan perawatan Yayasan
Sayap Ibu cabang Yogyakarta.

_ Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.

Menghukum para terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000.




Lampiran 2

Putusan Nomor: 78/Pid. B/2003/PN-LSK
tentang Tindak Pidana Subversif

A, Peristiwa Konkrit

- Bahwa terdakwa MMH pada bulan Nopember
di Desa Matang Kasejuk Kecamatan Baktiva
Kabupaten AU diajak oleh H (belum tertangkap)
Kepala Kepolisian GAM dacrah Matan Kasijuk
untuk bergabung menjadi anggota Polisi GAM.

- Bahwa terdakwa bersama-sama  dengan
132 orang GAM lainnya berkumpul untuk
sclanjutnya latih dasar kemiliteran selama 2
bulan dibuka oleh 5A {Gubernur GAM wilayah
Pase) dan vang melatihnya adalah H (polisi
GAM), AK (Panglima operasi GAM) dan
(TNA GAM) dan semunva diperkenalkan
dengan bermacam-macam senjata api scperti
AK-47 sebanyak 6 pucuk, Jenggel 2 pucuk, Baret
2 pucuk, GLM 2 pucuk dan RI'D satu pucuk.,

- Bahwa latihan yang baru berjalan sclama 18
hari atas perintali SA dihentikan karena tempat
latihan terscbut akan digerebek oleh TNI/Polri.

- Bahwa sclama menjadi polisi GAM terdakwa
bertugas memantau TNI/Polri yang masuk Desa
Matang Kasejuk, Kecamatan Baktiva Kabupaten
AU dan melaporkannya ke AR dengan
mengunakar HT yang ada di pos Mahligoi atas
tugas tersebul terdakwa memerima imbalan
sebesar Rp.50.000 dan daging 1 Kg,

Bahwa  perbuatan  terdakwa — mengutip

dana dari masyarakat adalah merupakap
rangkaian perbuatan yang kait mengkait
dan saling berhubungan satu dengan yang
lain vang dilakukan ferdakwa dalam rangka
mensukseskan melakukan  perjuangan LII:ltle
mencapai  kemerdekaan  dengan mendirl.kan
atau membentuk Negara Aceh yang terpisah
dari NKRL

B. Pasal vang Didakwakan

Terdakwa diancam Pasal 108 ayat (1) ke-2 KURF
jo 35 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua scbagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 ayat
(1) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Bahwa unsur-unsdr yang terdapat dalam I"asal

108 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-l

mengémdung unsur sebagai berikut :

1. Dengan maksud menentang kekuasaan yang
telah berdiri di Negara Republik Indonesia,

2 Melawan menggabungkan diri  dengan
gerombolan  bersenjata untuk  melawan

kelkuasaan tersebut, .
3. Turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan
keterangan terdakwa serta fakta-fakta vang
terungkap dipersidangan ternyata terda kwa.adalah
anggota GAM vang diangkat dan dilantik oleh
SA Gubernur Wilayah Pase dengan jabatan Polisi
Gampong, terdakwa pernah ikut latiban milite::
CAM selama 18 hari dan memandu wartawan dari




Australia dan Prancis untuk memantau kekuatan
GAM di Nisam vang dipimpin MM dan terdakwa
dibekali HT untuk melaporkan kepada atasannya
(SA).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
majelis  sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut
Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa
Penuntut Urnum.

Bahwa karena semua unsur-unsur vang
dipersyaratkan untuk dapat mempersalahkan
terdakwa melanggar Pasal 108 avat 1 ke-2 KUHP
jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana
dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pertama
telah terbukti dengan sah dan meyakinkan
maka terdakwa harus dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana “turut serta melakukan
pemberontakan dengan sengaja terhadap kekuasan
pemerintah RI”7.

Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti
sccara sah dan meyakinkan maka dakwaan kedua
Hdak perlu dipertimbangkan lagi

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa MMH terbukt
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “turut serta melakukan
pemberontakan dengan mengangkat scnjata
terhadap kekuasaan pemerintah Republik
Indonesia.
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. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam

tahanan  sebelum putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap akan dikurangkan
segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan
terscbut.

. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 1.000.
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Lampivan 3
Putusan Nomor: 660/P1D.B/2006/PN.PDG
tentang Illegalloging

Peristiwa Konkret

- Bahwa suatu waktu YF dan IR selaku
pelaksana pembangunan proyek pabrik
rotan 5P [I membutuhkan kavu kurang lebih
40 kubik uniuk pembangunan pabrik rotan
tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu
tersebut maka YF mengorder kayu kepada
terdakwa III TPW schanyak 12 kubik,
jenis merantih ukuran & x 12 x 6m dengan
harga perkubik sebesar Rp. 950,000, falu YF
memberikan vang muka pemesanan dengan
perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila
orderan sudah terpenuhi sedangkan IR
mengorder kayu kepada RM (terdakwa [
sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 25 x
25 % 4m, 20t x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan
harga perkubik sebesar Rp. 950000 dan R
(terdakwa Il sebanyak 10 kubik jenis merantih
vkuran 3 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan
harga perkubik Rp. 950,000 serta memberikan
uang muka pemesanan kepada terdakwa I
dan terdakwa II masing-masing Rp. 2.000.000
dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi
apabila orderan sudah terpenuhi.

Bahwa RM {terdakwa I} setelah menerima
orderan dari IR lalu menvuruh R {melarikan
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diri) sebagai vperator sinsaw untuk mencari
kayu ke hutan di SP 1I Kecamatan Sip sesuai
dengan pesanan saksi IR lalu kayu tersebut
dibawa ke lokasi provek pembangunan pabrik
rotan SP 1! Desa Sido Makmur dan dijual ke
IR dengan mempergunakan kendaraan jenis
mitsubisi Nopol AA 9611 TF di kemudikan
oleh U sedangkan R (terdakwa II) setelah
menerima orderan dari IR lalu menyuruh
para pemilik sinsaw di dusun Mapadegat
untuk mengerjakannya setelah selesat kayu-
kavu tersebut dibawa dari dusun Mapadegat
ke lokasi proyek pembangunan pabrik
rotan SP II desa Side Makmur untuk dijual
kepada IR dengan mempergunakan jenis
truk cold diesel/mitsubishi Nopol BA 9377 Z
dikemudikan oleh S.

Adapun terdakwa IIl setelah menerima
orderan dari YF lalu menyuruh para pemilik
sinsaw untuk mengerjakan orderan tersebut
dan terdakwa mendapatkan orang vang
membuka ladang di hutan Km 5 Kecamtan
Sip setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa
dari simpang And Km 5 J1. Raya Tua Pejat ke
lokasi proyek pembangunan pabrik rotan SP
Il Desa Sido Makmur untuk dijual kepada
YF dengan mempergunakan kendaraan jenis
cold diesel/mitsubishi Nopol BA 9377 7
dikemudikan oleh ASY.

Bahwa terdakwa I RM telah menjual kayu
kepada saksi IR jenis merantih, katuke dan
mincimin ukuran 20 x 20 x 4m sebanyak 23




batang, 25 x 25 x 4m sebanyak 16 batang dan
8 x 15 x 4m sebanyak 32 batang sedangkan
terdakwa II telah menjual kayu kepada IR
adalah jenis katuko dan mincimin ukuran 3
x 20 x 4m sebanyak 162 batang, % x 15 x 4m
sebanyak 172 batang. Adapun terdakwa III
TPW telah menjual kayu kepada YF adalah
jenis katuke dan meranti ukuran 6 x 12 x 6m
sebanyak 60 batang dan 5 x 7 x 4m sebanyak
98 batang,.

Bahwa terdakwa [ dan terdakwa II belum
lagi memenuhi semua orderan IR bagitu pula
dengan terdakwa IIl juga belum memenuhi
setmua orderan YF datang anggota Polres
Kabupaten Kepualaun Men melakukan
operasi ilegalloging ke lokasi proyek
pembangun pabrik rotan S Il di desa Sido
Makmur Kecamatan Sip untuk melakukan
pengecekan terhadap kayvu-kayu yvang dijual
oleh para terdakwa terscbut diketahui atau
patut diduga berasal dari kawasan hutan
vang diambil atau dipungut secara tidak
sah dan dari hasil pemeriksaan petugas
kepolisian ternyata para terdakwa tidak
dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya
Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas.

Pertimbangan Hukum

Bahwa dakwaan penuntut umum disusun

secara tunggal yakni Pasal 78 ayat 5, 13, jo Pasal

50 ayat 3 huruf F UU NO. 41 Tahun 1999 jo UU

N0. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Fasal 53

ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Barang siapa
Yang dimaksud dengan unsur ini adalah
menunjuk orang/badan  hukum scbagai
subyek hukum yang mampu dan dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana
vang dilakukan. Bahwa dari fakta-fakta
yang terungkap dapat dibuktikan bahwa
para terdakwa diajukan dalam persidangan
dengan identilas lengkap dan sehat jasmani
dan rohani sehingga para terdakwa mampu
dan dapat dipertanggungjawabkan atas
tindak pidana yang dilakukan sehingga unsur
kesatu ini terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan sengaja
Sesuai dengan Memorie Van Toelighting
dimaksudkan si pelaku harus menghendaki
perbuatan itu dan menginsafi atau mengerti
akibat perbuatan itu. Bahwa para terdakwa
telah melakukan perbuatan  membeli,

Pasal yang Didakwakan _ menyimpan memiliki atau menguasai hasil
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 78 ayat hutan yakni kayu-kayu tanpa dilengkapi
5 jo Pasal 50 ayat 3 huruf F UU NO. 41 Tahun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
1999 jo UU NO. 19 Tahun 2004 Pasal 55 ayat 1 (SKSHH) atau surat/dokumen sah yang
ke-1 KUHP., dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
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schingga para terdakwa sudah dapat diduga
membawa  kayu-kayu tersebut diambil/
dipungut secara tidak sah dari kawasan
hutan yang bertentangan dengan UU serta
dapat merugikan negara sebagai pemasukan
sumber daya hutan. Unsur inf terpenuhi dan
terbukii.

. Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta
melakukan

Bahwa unsurini dimaksudkan sebagai pelaku
tindak pidana mereka yang melakukan,
menyuruhlakukan dan turut serta melakukan
schingga unsur tersebut bersifat alternatif
apabila perbuatan memenuhi salah saty
unsur maka unsur ini dinvatakan terbukti,
Bahwa para terdakwa sebagai orang yang
menerima pesanan kayu telah menerima
uang panjar dari YF dan IR tanpa dilengkapi
surat/dekumen yang sah dan perbuatan para
terdakwa dilakukan dengan bekerjasama
dengan YG dan IR maka unsur delik ini telah
terpenuhi

. Menerima, membeli, menyimpan, memiliki,
atau mengusai hasil hutan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif vang
berarti semua unsur tidak perlu dibuktikan
apabil salah satu telah terpenuhi maka
unsur ini dinyatakan terbukt. Bahwa para
terdakwa dengan menjual kayu tersebut yang
merupakan hasil hutan dan kenyatannya
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bahwa kayu terscbut tidak dilengkapi surat/
surat dokumen yang sah. Dengan demikian
unsur ini terbukti.

. Yang diketahui atau patut diduga berasal

dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah atau tidak
dilengkapi bersama-sama dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan kayu tersebut berasal dari
kawasan hutan yang diambil/dipungut
secara tidak sah dan tidak dilengkapt surat-
surat/dokumen vang sah dari pejabat yang
berwenang,

Bahwa surar-surat bukti yang diajukan
oleh penasehat hukum terdakwa III hanya
menerangkan ffin untuk mencbang pohon dari
orang vang punya lahan tidak membuktikan
kepemilikan lahan sebagai alas hak dan surat
tersebut bukan surat keterangan sahnya
hasil hutan vang dikeluarkan oleh Dinas
Kehutanan sehingga jelas kayu-kayu tersebut
berasal dari lahan kawasan hutan yang
seharusnya dilengkapi SKSHEI sebagaimana
ketentuan Pasal 1 ayat 19 PP RI NO. 34 Tahun
2002 sedangkan bukii Koran Padang Lkspres
tanggal 18 Mei 2006 bukan berarti melegalkan
kayu yang tanpa surat-surat sah dengan
demikian unsur ini terpenuhi.
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D. Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa
II, dan terdakwa III terbukt secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana bersama-sama dengan sengaja
menerima, membeli, menjual, menerima
tukar, menerima titipan, menyimpan atau
memiliki hasil hutan vang diketahui atau
patut diduga berasal dari kawasan hutan
yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2. Menghukum para terdakwa dengan pidana

masing-masing 10 bulan dan denda Rp.
1.500.000 subsider 1 bulan kurungan,

. Menetapkan  masa tahanan  dikurangi

selurzhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam
tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa kavu, mabil
dan STNK semunya dipergunakan dalam
perkara lain dengan terdakwa | Cs.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk
membavar biaya perkara masing-masing
sebezar Rp. 1.000.

LN ]

160}

Lampiran 4

Putusan Nomor ; 454}Tid.ﬁﬂﬂﬂ4jTH.PL
tentang Tindak Pidana Korupsi

Ringkasan Peristiwa Konkrit

Bahwa terdakwa I (Drs. RY), terdakwa II (AR},
terdakwa [II (VS), terdakwa TV (H. AM) dan
terdakwa V (AHA) scbagai anggota DPRD Kab
D periode 1999-2004 yang diangkat berdasarkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat1ST
Nomor: 171/ Rptapen/1999 tanggal 27 Agustus
1999 dan telah diangkat sebagai anggota Komisl
Rumah Tangga DPRD Kab D NO. 4 Tahun 2000
tanggal 6 Maret 2000 baik secara bnlzrsama-
sama dengan anggota Komisi Rumah Tangga /
Anggota DPRD Kab D periode 1999-2004
lainnya vaitu antara lain 5B, JK, KM, BL, AM M,
TMS ‘va;mg masing-masing perkaranya diaju kan
terpiﬁiah maupun bertindak secara sendiri-
cendiri di antara tahun 2000 sampai dengan 31
Agustus 2004 bertempat di Kantor DIPRD I.(ab D
atau tempat lain yang termasuk dalam wilayah
Hukum Pengadilan P telah melaku kan atau
turut serta melakukan beberapa perbuatan yang
berhubungan satu dengan lainnya sehingga
dapat dipandang sebagai suatu perbuatan
berlanjut, secara melawan hukum mel:fxlsukan
perbuatan yang memperkaya dirl sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat Imerug1kan
keuangan negara atau perekonomian negara
seluruhnya sebesar Rp. 5.293.350.000 (limar




miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-
tlFIaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Tahu1n 2001, terdakwa 11 (VDTS) selaku Ketua
Enmlsi Rumah Tangga (KRT) Kabupaten
menyusun konsep Rancangan Anggs
DPRD dan sekertarli:; DPRD gl{abussc%;ml;
untuk APBD tahun 2001 yang di dalamnya
untu‘k dibayarkan dalam bentuk  wang
tunai setiap bulan kepada anggota DPRD
Kabupaten D vang berupa:
- Tunjangan kesehatan seluruhnya sebesar
Rp. 39.300.000.-
Tunjangan Perumahan seluruhnya sebesar
Rp. 12.900.000.- '
- Tunjangan Pemakaian Telepen sebesar
Rp. 8.600.00(.-
- Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar
Rp. 8.600.000.-
- Tunjangan Pemakaian Air sebesar
Rp. 8.600.000.-
- Tunjangan Transpertasi sebsar
Rp. 64.000.000.-
Jumlah Total Rp. 142.580.000
Anggaran yang disusun dalam rapat komisi
rumah tangga tersebut dibahas dan para
terdakwa bersama-sama  dengan anggota
komisi rumah tangga lainnya menvetujui
tanpa merubah konsep tersebut wafaupun
turjangan  tersebut  tidak  didasarkan/
menyimpang  dari ketentuan  Peraturan
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Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud
memperbesar  jumlah  penghasilan  yang
diterima para terdakwa dan para anggota
DPRD Kabupaten D lainnya untuk diajukan
kepada Sutromo Borman selaku ketua DPRD
Kabupaten D untuk dimasukkan dalam
rancangan APBD Kabupaten D tahun 2001,
Dan akhirnya rancangan anggaran terscbut
disetujui dalam rapat paripuma DPRD dan
ditetapkan dalam PERDA NO. 20 Tahun 2001
tanggal 27 Maret 2001 dan Surat Keputusan
Bupati D NO. 42 Tahun 2001 tentang
penjabaran APBI) tahun anggaran 2001 yang
seluruh penganggaran dan realisasi pencairan
dibebankan kepada pendapatan aslhi daerah
(PAD) dan dalam tahun anggaran tersebut
maging-masing terdakwa dan anggota DFRD
lainnya telah menerima dana tersebut secara

tunai.

. Tahun anggaran 2002, rangkaian penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja dacrah
(APBD) Kabupaten D terdakwa VIS
selaku ketua Komisi Rumah Tangga (KRT)
Kabupaten 13 menyusun konsep rancangan
anggaran belanja  DFRD dan sekertariat
DPRD yang didalamnya dianggarkan untuk
dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap
bulan pada anggota DPRD Kabupaternn D
vaitu berupa:

- Tunjangan Keschatan sebesar

Rp. 79.500.000,-
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- Tunjangan Perumahan sebesar
Rp. 85.350.000,-
- Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar
Rp. 98.250.000,-
- Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar
Rp. 98.250.000,-
- Tunjangan Pemakaian Air schesar
Rp. 98.250,000,-
- Tunjangan Kescjahteraan schesar
Rp. 74.800.000,-
- Tunjangan Transportasi sebesar
Rp. 99.500.000,-
Jumiah Total Rp.633.900.000,-
Anggaran yang disusun dalam rapat komisi
rumah tangga tersebut dibahas dan para
terdakwa bersama-sama dengan anggota
komisi rumah tangga lainnya menyetujui
tanpa merubah konsep tersebut walaupun
tunjangan  tersebut  tidak didasarkan/
menyimpang dari  ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan DIRD dengan
maksud memperbesar jumlah penghasilan
yang diterima para terdakwa dan para
anggola DPRD Kabupaten D lainnya untuk
diajukan kepada Sutromo Borman selaku
ketua DPRD Kabupaten D untuk dimasukan
dalam rancangan APBD Kabupaten D tahun
2002. Dan akhirnya rancangan anggaran
tersebut disetujui dalam rapat paripurna
DPRD dan ditetapkan dalam PERDA NO.
1 Tahun 2002 tanggal 18 Februari 2002 dan
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Surat Keputusan Bupati D NO. 06 Tahun 2002
tentang Penjabaran APBD tahun anggaran
2001 yang scluruh penganggaran dan realisasi
pencairan dibebankan kepada pendapatan
asli daerah (PAD) dan dalam tahun anggaran
tersebut masing-masing terdakwa dan
anggota DPRI lainnya telah menerima dana
tersebut secara tunai.

3. Tahun anggaran 2003, rangkaian penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) Kabupaten D terdakwa VIIS
selaku ketua Komisi Rumah Tangga (KRT)
Kabupaten D menyusun konsep rancangan
anggaran belanja DPRD dan sekertariat
DPRD yang didalamnya dianggarkar! untruk
diba}?afkan dalam bentuk uang tunai setiap
bulan pada anggota DPRD Kabupaten D
yaifu berupa:
- Tunjangan Kesehatan scbesar

Rp. 148.200.000,-
- Tunjangan Perumahan sebesar

Rp. 333.500.000,-
- Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar

Rp. 245.500.000,- ‘
- Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar

Rp. 250.500.000,-
- Tunjangan Pemakaian Air sebesar

Rp. 160.500.000,- .
- Tunjangan Kesejahteraan sebesar

Rp. 229.400.000,-

Tunjangan Tranpsotasi sebesar

Rp. 242.600.000,-

Jumlah Total Rp. 1.610.200.000,-
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Anggaran yang disusun dalam rapat komisi
rumah tangga tersebut dibahas dan  para
terdakwa bersama-sama dengan anggota
komisi rumah tangga lainnya menyetujui tanpa
merubah konsep tersebut walaupun tunjangan
tersebut tidak didasarkan/menyimpang dari
ketentnan Deraturan Pemerintah Nomor 110
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
DPRD dengan maksud memperbesar jumlah
penghasilan yang diterima para terdakwa dan
para anggota [DPRI) Kabupaten 1) lainnya untok
diajukan kepada Sutromo Borman sclaku ketua
DPRD Kabupaten D untuk dimasukkan dalam
rancangan APBD Kabupaten [ tahun 2003, Dan
akhirnya rancangan anggaran tersebut disetujui
dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan
dalam PERDA NO. 4 Tahun 2003 tanggal 13
Februari 2003 dan Surat Kepulusan Bupati D NO.
19 Tahun 2003 tentang Penjabaran AI’BL tahun
anggaran 2003 yang seluruh penganggaran
dan realisasi pencairan dibebankan kepada
pendapatan asli dacrah (PAD) dan dalam tahun
anggaran tersebut masing-masing terdakwa dan
anggota DPRD lainnya telah menerima  dana
tersebut secara tunal.

4. Tahunanggaran 2004, rangkaian penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) Kabupaten D terdakwa VP[5
selaku ketua Komisi Rumah Tangga (KRT)
Kabupaten D menyusun konsep rancangan
anggaran belanja DPRD dan sekertariat
DPRD yang didalamnya dianggarkan untuk
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dibayarkan dalam bentuk uang tunai sectiap
bulan pada anggota DPRD Kabupaten D
yaitu berupa:

" Tunjangan Kesehatan sebesar

Rp. 108.000.000,-

Tunjangan Perumahan sebesar

Rp. 246.400.000,-

Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar

Rp. 176.000.000,- |

Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar

Rp. 187.000.0100,-

. Tunjangan Pemakaian Air scbesar

Ryp. 108.000.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan sebesar

Rp. 168.000.000,-

- Tunjangan Tranpsotasi sebesar

Rp. 180.000.000,-

- Biaya Medical Chek Up sebesar

Rp. 90.000.000,-

- Uang Pelepasan sebesar

Rp. 1.580.000.000,-

Jumlah Total Rp. 1.610.200.000,- B
Anggaran yang disusun dalam rapat komisi
rumah tangga tersebut dibahas dan para
terdakwa bersama-sama dengan anggota
komisi rumah tangga lainnya menyetujui
tanpa merubah konsep tersebut_walaupun
tunjangan  tersebut tidak  didasarkan/
menyimpang dari ketentuan Peraturan
Pemerinitah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud
memperbesar jumlah penghasilan  yang




diterima para terdakwa dan para anggota
DPRD Kabupaten D lainnya untuk diajukan
kepada Sutromo Borman sclaku ketua DPRD
Kabupaten D untuk dimasukkan dalam
rancangant APBD Kabupaten D tahun 2004,
Dan akhirnya rancangan anggaran tersebut
disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan
ditetapkan dalam PERDA NO. 1 Tahun 2004
tanggal 24 Februari 2004 dan Surat Keputusan
Bupati D NO. 20 Tahun 2004 tentang
Penjabaran APBD tahun anggaran 2003 yang
seluruh penganggaran dan realisasi pencairan
dibebankan kepada pendapatan asli daerah
(PAD) dan dalam tahun anggaran tersebut
masing-masing terdakwa dan anggota DPRD

lainnya telah menerima dana tersebui secara
tunai.

Pasal yang Didakwakan

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan
dakwaan primair melanggar TPasal 2 jo Pasal 18
LU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan
UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat {1} ke-1
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal
35 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pertimbangan Hokum
Karena dakwaan disusun secara alternatif maka
vang dipertimbangan terlebih dahulu adalah

dakwaan primair yang unsurnya adalah sebagai
berikut:

168

Barang siapa

Secara melawan hukum

Melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi
Dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara

5. Yang dilakukan secara bersama-sama

. Jika melakukan beberapa perbua?an yang
saling berhubungan yang harus dipandang
sebagal perbuatan yang berlanjut

-

™

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2
ayat (1) jo Pasal 1 angka 3 UU Neo. 31 Tahun 2001
adalah menunjuk pada subyek hukum tertentu
vaitu orang perorangan atau korporasi yang
telah melakukan tindak pidana dan kepadanya
dapat  dipertanggungjawabkan perl:fuata.n
pidana yang telah dilakukannya. Sifat dari delik
dalam dakwaan ini bersifat umum atau delik
conmunia tanpa mengharuskan adanya knalitas
tertentu dari pelakunya.

Bahwa vang dimaksud dengan subyek
hukum dalam dakwaan jaksa adalah para
terdakwal,ILIIL IV danterdakwa Vyang menurut
pengamatan majelis selama proses persidangan
berlangsung para terdakwa adalah orang vang
sehat jasmani dan rchani dan k-:zpad-il mereka
masing-masing dapat dipertanggung]aw?bkan
perbuatan yang didakwakan kepadanya dlma,ﬂa
selama persidangan berlangsung majelis hakim
tidak menemukan adanva alasan pemaaf
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yang dapat menghindarkan terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana, maka menurut
majelis unsur setiap orang dalam dakwaan telah
terpenuhi sedangkan untuk dapat dipidana para
terdakwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut
umum perlu dibuktikan dulu unsur-unsur lain.

Ad. 2. Tentang Unsur “Melawan Hukum”

Bahwa berdasarkan pada penjelasan
Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan “secara
melawan hukum” dalam pasal ini adalah
mencakup perbuatan melawan hukum dalam
arti formal maupun dalam arti materil yakni
meskipun perbuatan  tersebut tidak  diatur
dalam peraturan perundang-undangan, namun
apabila perbuatan terscbut dianggap tercela
karean tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
norma-nomra  kehidupan dalam masyarakat
maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap
vangdhjadikanacuanadanyaperbuatanmelawan
hukum para terdakwa adalah didasarkan pada
pelanggaran terhadap PP Nomor 110 Tahun
2000 sedangkan PP Nomor 110 Tahun 2000
tanggal 9 September 2002 berdasarkan putusan
Yudisial Review dari Mahkamah Agung Nomor;
HUM-046,/HUM /2001 telah dinyatakan bahwa
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 4
Tahun 1999 dan LU No. 22 Tahun 1999 dan
dinyatakan batal dan tidak mempunvyai kekuatan
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hukum mengikat Peraturan Pemerintah No. 110

tentang Kedudukan, Keuangan DPRD tanggal

10 Nopember 2000 serta memerintahkan apabila

dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirimkan

ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi
hukurn PP ini tidak mempunyai kekuatan
hukurn mengikat.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang
diajukan oleh penasehat hukum para terdakwa
yaitu Surahman, S H., M.H., Yasin Nahar, 511,
M.H., dan Benyamin Mangkudilaga, S.H. yang
pada pokoknya mengatakan bahwa dengan
adanya putusan Yudisial Review PP No. 110
Tahun 2000 dari awal tidak pernah ada karena
tidak ada cantolan dalam UU namun majelis
sependapat hanya sepanjang yang tidak ada
dart sejak awal adalah daya mengikatnya PT
No. 110 Tahun 2000 saja, sedangkan mengenai
keberadaan PP No. 110 Tahun 2000 {daya
berlakunya) majelis sependapat dengan
ahli DR. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.H.
yang menyatakan bahwa dengan putusan
Yudisial Review PP No. 110 Tahun 2000 tidak
mempunyai kekuasaan hukum mengikat tetapi
masih mempunyai kekuatan berlaku. Pendapat
majelis tersebut di dasari oleh pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan PPasal 26 ayat (1} dan
{2) UL NO. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat
{1} menyebutkan bahwa MA  berwenang
untuk menyatakan tidak sah semua peraturan
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perundang-undangan dari tingkat yang lebih
rendah dari UU atau alasan bertentangan
dengan UU yang lebih tinggi. Pasal 26 avat
(2) menyatakan bahwa putusan tentang
pernyataan tidak sahnva UU tersebut dapat
diambil berhubungan dengan UU yang
dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh
menteri yang bersangkutan schingga dengan
dernikian kewenangan mencabut PP itu
bukanlah wewenang MA.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP No. 24
Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler
dan keweangan pimpinan dan anggota
DI'RD yang menyebutkan bahwa pada
saat ditetapkan PP ini, PP’ No. 110 Tahun
2000 tentang kedudukan keuangan DPRD
dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa pendapat majelis juga dikuatkan
dengan adnya Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun
2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP
Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan
keuangan DIPRD yang isi surat edaran itu
adalah bahwa PP NO. 110/2000 tersebut telah
dinyatakan bertentangan dengan UU yang lebih
tinggi yakni UU No. 22 Tahun 1999, bahwa PP
No. 110 terschut berdasarkan Pasal 32 PP No.
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD
dinvatakan tidak berlaku.

Bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf g dan
ayat (2) UU NG 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah jo Pasal 34 ayat (2)
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huruf ¢ ayat (3) huruf g UU No. 4 Tahun 1999
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DI'R
dan DPRD vang menyatakan bahwa anggota
DPRD berhak menentukan anggaran belanja
DPRD vang pelaksanaannya diatur dengan
tata tertib DPRD, maka dari itu majelis hakim
berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa
dalam menyusun anggaran belanja DPRD dan
sekertariat DPRD masih dalam ruang lingkup
tugas dan wewenangnya sebagaimana juga
telah diterangkan oleh para terdakwa.

Bahwa apa vang menjadi kewenangan
DPRD  dihubungkan dengan fakta-fakta
hukum vang terungkap dalam persidangan
sebagaimana telah diuraikan di atas maka
majelis berpendapat bahwa unsur melawan
hukum dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi
karena perbuatan para terdakwa bersifat
spesifik yaitu dalam rangka melaksanakan tugas
dan jabatannya sebagai ketua maupun anggota
Komisi Rumah lTangga sebagai anggota panitia
anggaran dan schagai anggota DPRD meskipun
majelis melihat dari fakta-fakta tersebut ada
perbuatan-perbuatan  terdakwa vang telah
melampaui  batas wewcnangnya sehingga
tepat apabila para terdakwa didakwa dengan
dakwaan yang subyeknya lebih spesifik yaitu
scbagaimana dalam dakwaan subsidair.

Bahwa oleh karepa salah satu unsur dalam
dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur-
unsur yvang lain dalam dakwaan primair tidak
perlu dibuktikan lagi sehingga dengan demikian
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para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak
pidana dalam dakwaan primair dan para
terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan
primair.

Pertimbangan Dakwaan Subsidair
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001
jo asal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,
yang unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu koorporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana vang ada padanya karean jabatan
atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
. Yang dilakukan bersama-sama
- ika melakukan beberapa perbuatan yang
saling berhubungan yang harus dipandang
sebagai perbuatan berlanjut.

eS|

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang
dalamketentuan Pasal 3 UL No. 31 Tahun 1999
adalah orang perorangan atau koorporasi.

.- Bahwa setiap orang yang dimaksud di sini

adalah sesvai dengan ketentuan Pasal 3 UL

No. 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan

atau korporasi yang menyvalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana
vang ada padanya karena jabatan atau
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kedudukannya dan oleh karena itu pelaku
tindak pidana korupsi menurut Palsai 3 ini
haruslah seorang pejabat/pegawal negeri

sesual ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No, 31

Tahun 19999 meliputi : ‘

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud
dalam UU tentang kepegawalan,

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud
dalam KUHP. i

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari
keuangan negara atau daerah.

d. Orang yang menetima gaji atau upah dari
korporasi lain yang menggunakan modal
atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa terdakwa 1, 1, 1L, IV, V telgh

memenuhi unsur setiap orang sesuai Pasal 3

UU No. 31 Tahun 1999 karena telah diangkat

oleh Cubernur dan telah menerima honor

dari APBD tahun 2001 hingga 2004.

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan

Sebelum menguraikan unsur kedua majelis
akan menguraikan terlebih dahulu unsur yang
ketiga karcna unsur inilah yang merupakan
unsur inti {bestandell detict) untuk menentukan
apakah suatu perbuatan hukum masuk dalam
kategori tindak pidana atau bukan.

Bahwa masalah penyalahgunaan
kewenangan dalam hukum pi_dapa khususnya
dalam tindak pidana korupsi Hdak memiliki




pengertian yang eksplisit sifatnya. Apabila
pengertian menyalahgunakankewenangantidak
ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana
maka hukum pidana dapat mempergunakan
pengertian dan kata yang sama yang terdapat
atau berasal dari cabang hukum lainnya. Asas
larangan menyalahgunakan wewenang dalam
istilah bahasa Prancis disebut d'etournemant
de pouvair artinya suatu kewenangan yang
diberikan oleh UU harus dipergunakan sesuai
dengan maksud dan tujuan pemberi wewenang
terscbut jika wewenang tersebut dipergunakan
lain dari maksud dan tujuan semula diberikan
wewenang maka pengunaan wewenang vang
salah digunakan itu disebut d'efournemant de
pouvair,

Bahwa menurut Jean Revera dan Jean
Walinepengertian penyalahgunaankewenangan
dalam hukum admininstrasi negara dapat
diartikan dalam 3 wujud yaitu:

a. Penyalahgunaanwewcenanguntukmelakukan
tindakan-tindakan vang  bertentangan
dengan kepentingan  umum  dan/ataw
untuk menguntungkan kepentingan pribadsi
kelompok atau golongan.

b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti
bahwa tindakan pejabat tersebut adalah
benar ditujukan untuk kepentingan umuam
tetapi menyimpang dari tujuan  semula
kewenangan tersebut diberikan oleh UU atau
peraturan Jain.

c. Penvalahgunaan wewenang dalam arti
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menyalahgunakan prosedur yang seharusnya
dipergunakan untuk mencapal tujuan tertentu
tetapi telah mempergunakan prosedur lain
agar terlaksana.

Bahwa karcna dalam dakwaan primair
vang menjadi pedoman dart melawanhukumnya
terdakwa adalah tidak didasarkan pada PT> No.
110 Tahun 2000 dan bahwa PP tersebut telah
dibatalkan oleh MA dalam putusan Yudisial
Review, maka untuk menentukan ada tidaknya
perbuatan penyalahgunaan wewenang dari
para terdakwa majelis hakim akan mengadili
menurut hukum dan keadilan.

Bahwa makna dari mengadili menurut
hukum sesuai pendapat Bagir Manan ada
5 konsep. Salah satu konsepnya adalah
perwujudan asas legalitas sebagai salah satu
unsur pokok paham negara berdasarkan atas
hukum. Asas legalitas mengandung makna
bahwa setiap putusan hakim atau keputusan
penyelenggara negara di luar hakim atau
penyelenggara pemerintahan harus didasarkan
pada ketentuan hukum vang sudah ada
scbelum putusan atau keputusan itu dilakukan.
Pengertian hukum vyang sudah ada meliputi
baik hukum materiil (substansi) maupun
hukum formal ({prosedural) keharusan ada
hukum sebagai dasar memutus dimaksudkan
untuk mencegah hakim atau pejabat pemutus
lainnya berlaku sewenang-wenang — vaitu
memutus menurut kehendak sendiri yang pada
gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian
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hukum, sedang mengadili menurut keadilan
menyebutkan bahwa demi keadilan hakim tidak
dibenarkan hanya menerapkan hukum sebagai
legal justice malainkan wajib mengutamakan
moral justice atau sosial justice. Para “penuntut”
menghendaki hakim memberikan hal-hal
yang selama ini merupakan adat pada tataran
filsafat teori hukum menjadi suatu yang konkrit
dalam wujud putusan yang mencerminkan
rasa keadilan masyarakat, hakim apabila perlu
mengesampingkan atau meninggalkan hukum
demi memuaskan rasa keadilan masvarakat.
Bahwa makna mengadili menurut hukum
adalah setiap utusan hakim harus didasarkan
pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum
putusan itu dilakukan. Dalam kasus ini dengan
dibatalkannya PP No. 110 Tahun 2000 yang
menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Lmum
sebelum perkara ini diputus telah ada PP yang
mengantikan PP No. 110 Tahun 2000 yakni PPNo.
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRI?
sedangkan apabila dilihat dalam putusan
Yudisial Review vang dibatalkan dalam putusan
itu adalah mengenai peraturan pelaksana dari
UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun
1999 yang seharusnya dilakukan dengan tata
tertib’ DPRD, sedangkan mengenai materi
dari PP No. 110 Thaun 2000 itu sendiri tidak
dipermasalahkan dalam putusan itu, sedangkan
mengenal materi yang diatur dalam PP No. 110
Tahun 2000 oleh penggantinya yaitn PP No. 24
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Tahun 2004 secara substansi tidak ada perbedaan
dan tetap dipertahankan dalam bentuk PP
yang baru hanya ada beberapa tunjangan vang
diakomudir dalam PP tersebut sehingga dengan
demikian untuk menentukan apakah perbuatan
yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan
perbuatan penyalahgunaan wewenang atau
tidak vang menjadi acuannya adalah norma-
norma yang ada di dalam PP No. 24 Tahun 2004
tersebut.

Bahwa apabila tunjangan-tunjangan dan
biaya medical chek up, biaya operional PAW,
uang pelepasan tersebut dikaji dengan pasal-
pasal yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2004
ada hal-hal yang tidak berkesesualan antara lain
mengenai tunjangan kesehatan, yang diberikan
dalam bentuk uang tunai tidaklah sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2004
di dalam Pasal 16 ayat (1} dan ayat (3) karena
seharusnya diberikan dalam bentuk premi
asuransi schingga tunjangan kesehatan tersebut
termasuk dalam pengertian penyalahgunaan
wewenang.

Bahwa tunjangan perumahan yang
diberikan dengan uang tunai dan diberikan
kepada pimpinan dan anggota DPRD sudah
sesuai dan tidak bertentangan dengan PP No. 24
Tahun 2004 sehingga bukanlah penyalahgunaan
wewenang,

Bahwa pemakaian telepon, listrik, air
dan tunjangan transportasi serta tunjangan
kesejahteraan yang di dalam PP No. 24 Tahun




2004 tidak terdapat pengaturannya yang
oleh terdakwa dimunculkan dalam anggaran
DPRD Kabupaten [} merupakan tindakan yang
melampaui wewenangnya dan hal tersebut
termasuk di dalam tindakan penvalahgunaan
wewenang demikian pula dengan adanya
biava medical chek up dan biaya opersional
PAW. Sedangkan mengenal uang pelepasan
meskipun namanya/jenis pengeluaran tidak
diatur dalam PI’ No. 24 Tahun 2004 namun
uang pelepasan tersebut hakekatnva sama
dengan uang pengabdian yvang termuat dalam
Pasal 23 PP No. 24 Tahun 2004 sehingga hal ini
tidaklah merupakan perbuatan penyalahgunaan
kewenangan.

Bahwa berkenaan  dengan beberapa
tunjangan yang diusulkan oleh para terdakwa
vang tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2004
vang merupakan tindakan penyalahgunaan
kewenangan maka vang menjadi pertanyaan
apakah penvalahgunaan wewenang dapat
dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa
vang dilakukan dalam rangka melakukan
tugas dan jabatannva. Untuk mengukur ini
pertimbangan  majelis  hakim  didasarkan
pada fakta yang terungkap dipersidangan
menvangkul para terdakwa terhadap hal-hal
yangberkenaandenganjabatan, pemberiantugas,
proses pelaksanaan tugas dimaksud terdapat
iindakan pengusulan maupun persetujuan
terhadap tunjangan dimaksud vang bermuara
hingga pada penetapan PERDA sedangkan para
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terdakwa tahu bahwa tunjangan-tunjangan
dan biaya dimaksud tidak didasarkan/
menyimpang dari pada ketentuan hukum yang .
berlaku schingga pertanggungjawaban  atas
perbuatan melawan hukum  tersebut adalah
tanggungjawab para terdakwa selaku pribadi
karena itu tindakan/perbuatan para terdakwa
merupakan tindakan yang melawan hukum dan
pertanggungjawaban kepada pribadi-pribadi
maka unsur menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan fujuan mengutungkan
diri sendiri atau orang lain atau badan”

Bahwa menurut majelis hakim berkenaan
dengan maksud dan tujuan dari perbuatan itu
adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menguntungkan
berarti menambah kekayaan atau harta benda.
Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-
fakta hukum tentang penambahan tunjangan-
tunjangan tersebut telah diterima oleh para
terdakwa dan telah digunakap masing-masing
untuk kepentingan pribadinya. Dan tunjangan-
tunjangan dan biaya lainnya tersebut selain
menambah pendapatan bagi para terdakwa juga
menambah pendapatan/memberi keuntungan
bagi anggota DPRD Kabupaten D, dengan
demikian unsur ini dalam dakwaan subsidair
telah terbukii
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Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuwangan

negara atau perekonomian negara”

Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan
negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam
bentuk apapun vang dipisahkan atau tidak
dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban
vang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban pejabat lembaga negara
baik tingkat pusat maupun daerah.

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan
badan wusaha milik negara/badan usaha
milik daerah, yayasan, badan hukum dan
perusahaan yang menyertakan modal negara
atau perusahaan vang menyertakan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Yang dimaksud dengan “perekonormian
negara’ adalah kehidupan perekonomian yang
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha rmasyarakat secara
mandirl yang didasarkan pada kebijjaksanaan
pemerintah, batk di tingkat pusat maupun
tingkat dacrah sesuai dengan ketentuan UU yvang
berlaku, yang bertyjuan memberikan manfaat
kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh
kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan kescluruzhan
tunjangan-tunjangan selain tunjangan pelepasan
dan tunjangan perumahan adalah penghasilan
atau penerimaan anggota DPRD Kab I vang
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tidak sesual dengan ketentuan perundang-
undangan yang kesemuanya adalah bersumber
dari keuangan daerah yaitu APBD Kabupaten
D tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun
2004. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan secara bersama-
sama”

Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) ke-1
KUHP disebutkan bahwa dihukum sebagai
orang yang melakukan tindak pidana adalah
orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh
melakukan {mede plegen) dan furut serta
melakukan perbuatan itu. Yang dimaksud
dengan orang yang melakukan (plegen) adalah
orang yang dengan sendirian telah berbuat
mewujudkan segala anasir atau elemen dari
peristiwa pidana, dalam peristiwa pidana yang
dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu
harus pula memenuhi elemen “status sebagai
pegawai negerl”. Yang dimaksud dengan
menyuruh melakukan (doen  plegen)  disini
sedikitnya ada dua orang yang menyuruh
dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri
yang melakukan peristiwa pidana. Sedangkan
vang dimaksud orang yang turut melakukan
menurut Memory Van Toelicting untuk adanya
mede plegen justru yang harus diperhatikan ada
atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat
dan lengkap di dalam melakukan suatu delik, di
sini tidak dipersyaratkan adanya suatu tindakarn
tertentu vang dilakukan secara sendiri oleh salah
seorang pescria.




Bahwa setiap perbuatan turut melakukan
itu sclalu mewujudkan kesadaran tentang
adanya suatu kerjasama, bahwa dengan
demikian apabila kesadaran tentang adanya
suatu kerjasama bahwa dengan demikian
apabila kesadaran tentang adanya kerjasama
itu ternyata tidak ada maka orang vang tidak
dapat menyatakan bahwa disitu terdapat
suatu  perbuatan turut melakukan, untuk
adanya suvatu kerjasama itu tidak perlu,
bahwa pelaku tindak pidana itu tidak perlu
sebelumnya telah menjanjikan suatu kerjasama
seperti itu melainkan cukup apabila pada saat
tindak pidana dilakukan setiap orang peserta
mengetahui mereka bekerjasama.

Bahwa fakia-fakta vang terungkap
dalam persidangan terdapat rapat-rapat yang
dilakukan untuk menentukan tunjangan dan
besaran anggaran vang ada dialokasikan
dalam perubahan anggaran belanja DPRD
dan sckretariat DPRD tahun 2001 dan 2002
sedangkan tahun 2003 dan 2004 tidak diadakan
rapat-rapat dalam menyusun anggaran belanja
DPRD dan sekretariat DPFRD Kabupaten D
dengan mengacu pada rancangan anggaran
sebelumnya.

Bahwa dengan melihat adanya kerjasama
yang erat antara para terdakwa di dalam
mewujudkan perbuatan pidana tersebut maka
para terdakwa perannya termaksud dalam
pengertian  turut  serta dalam melakukan
perbuatan itu {mede plegen) sehingga dengan
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demikian unsur vang dilaku kan secara bersama-
sama telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan
saling berhubungan yang harus dipandang
sebagai perbuatan berlanjut”

BahwaPasalédayat(1)KUHPmen yebutkan
bahwa jika dalam beberapa perbuatan
berhubungan sehingga dengan demikian harus
dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan,
maka hanya satu ketentuan pidana saja yang
digunakan walaupun masing-masing, per‘nuadlfan
itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika
hukuman berlainan maka yang digunakan ialah
UU yang terberat hukuman utamanya.

Bahwa fakta yang terungkap dalam
persidangan apa yang dilakukan para terdakwa
sebagai perbuatan yang berlanjut telgh
menunjukkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Amar Putusan

MENGADILL

1. Menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa
I, terdakwa 111, terdakwa 1V dan terdakwa
V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah  melakukan  tindak  pidama
sebagaimana dalam dakwaan primair.

2 Membebaskan oleh karena itu para terdakwa
dari dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan bahwa terdakwa I terdakwa
1L terdakwa 11, terdakwa IV dan terdakwa
V telah terbukti secara sah dan meyakinkan




o

bersalah melakukan tindak pidana “korupsi
yang dilakukan secara bersama-sama sebagai
perbuatan berlanjut”.

Mempidana oleh karena itu kepada para
terdakwa masing-masing pidana penjara
selama 1 tahun dan denda masing-masing
sebesar Rp. 50.000.000 subsider 3 bulan
kurungan.

Memerintahkan kepada para terdakwa uang
penganti, jika terpidana tidak membayar
uang penganti paling lama 1 tahun sesudah
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap maka harta benda para
terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang penganti tersebut. Jika
terpidana tidak mempunyai harta benda yvang
mencukupi untuk membayar uang penganti
maka para terdakwa dipidanakan dengan
pidana penjara selama b bulan.
Memerintahkan bahwa lamanya terdakwa-
terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan  barang bukti  dikembalikan
kepada penuntut umuom untuk dijadikan
barang bukti dalam perkara lain.

Membebani para terdakwa masing-masing
untuk membayar biava perkara scbesar Rp.
5000.,-
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Lampiran 5

Futusan Nomaor : 63/Fid. B2005/PN.PALU
tentang Tindak Pidana Korupsi

A. Deskripsi Kasus Singkat
- Bahwa para Terdakwa (M. AP, SKT, NR, ATT,

HY} sccara bersama-sama dengan K, NAM,
MELT, NWLF, KM, HL, TB, serta anggota
DPRD Kabupaten Parigi Moutong lainnya pada
tabun antara 2003-2004 secara bersama-sama
melakukan perbuatan secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkava diri sendirt
atau orang lain atau suatu korporasi vang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara sebesar Rp. 2.979.000.000.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada
saat penyvusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Parigi Moutong Tahun Anggaran 2004 para
Terdakwa menganggarkan mata anggaran
biaya perawatan dan pengobatan dengan kode
anggaran PFasal 221 100%.a scluruhnya sebesar
Rp. 530.000.000., dan mata anggaran lain-lain
tunjangan dengan kode mata anggaran Pasal
221.1001.a avat (8) vang salah satunya dengan
nama funjangan kesejahteraan  seluruhnya
sebesar Rp. 360.000.000,- Para Terdakwa juga
menganggarkan Biaya Operasional Penvusunan
dan Pembuatan Peraturan Daerah vyang
digabungkan dengan mata anggaran Biaya
Operasional dengan kode mata anggaran Pasal
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2.2 1.1084seluruhnyasebesar Rp. 1.5000.000.000, -

- Bahwa seluruh dana yang dianggarkan tersebut
diatas telah dicairkan dan diterima oleh seluruh
anggota DPRD, sedangkan para Terdakwa
adalah panitia anggaran.

- Bahwa semua perbuatan para Terdakwa
yang telah menyetujui, menganggarkan dan
menerima tunjangan kesejahteraan, tunjangan
pemeliharaan kesehatan, bantuan pengobatan,
biaya general chek up, biaya operasional
penyusunan dan pembuatan peraturan daerah
adalah perbuatan melawan hukum karena
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain Pasal 101
ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan
Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib DPRD.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
pada pokoknya mengatur bahwa tunjangan
kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan
kesehatan, bantuanpengobatandanbiayageneral
chek up dan biaya operasional penyusunan dan
pembuatan peraturan daerah yang diterima
dalam bentuk tunai tidak pernah diatur dalam
Peraturan Pemerintah atau perbuatan tersebut
tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

B. Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Primair
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Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
UL No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
Pasal 64 ayat (1) KUHD.

Dakwaan Subsidair

Pasal 3joPasal 18 UUN. 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20
Tahun 2001 jo Pasal 33 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat
(1) KUHPFP.

. Pertimbangan Hukum

Menimbang kesaksian dari para saksi antara lain
MH, RDA, TB, &, IWS5BAA, AR, TB, HL, ELT, S5,
AMT, NUA. KM, RE, MQAM, H, NWLPF, GIN.

Menimbang sefuruh tanggapan para terdakwa atas
kesaksian para saksi.

Menimbang keterangan para saksi (g charge dan
ade charge), saksi ahli dan para terdakwa, diperoleh
fakta hukum antara lain:

*» Bahwa para terdakwa adalah anggota DIPRD
Kabupaten Parigi Moutong periode Maret 2003
hingga Agustus 2004;

« Bahwa menrurut Jaksa Penuntut Umum
tunjangan keschatan seharusnya diberikan
dalam bentuk polis asuransi, hunjangan
kesejahteraan seharusnya bukan termasuk mata
anggararn;

» Bahwabiayaoperasionalpenyusunanpembuatan
perda, tumjangan kesehatan, tunjangan
kesejahteraan dan bantuan pengobatan diterima
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dari bendahara DPRD Kab. Parigi Moutong
dengan memakai kuitansi sedangkan dalam
penggunaannya ticdlak memakai kuitansi;

Bahwa menurut Drs. H. TB, (sekda Kab. Parigi
Moutong) menyatakan bahwa dikeluarkannya
biaya operasional penyusunan dan pembuatan
perda kepada anggota DPRD tidak merugikan
keuangan negara, tetapi justru menguntungkan
negara dengan naiknya Pendapatan Asli
Daerah dari Rp. 9.000.000.000,- menjadi Rp.
19.000.000.000,-

Bahwa seluruh anggota DPRD Kab. Parigi
Moutong yang betjurnldh 30 orang semuanya
telah menerima dan mendapat biaya operasional
penyusunan dan pembuatan perda, tunjangan
kesehatan, tunjangan kesejahteraan dan bantuan
pengobatan;

Bahwa PP No. 110 Tahun 2000 telah dinyatakn
tidak berlaku sejak tahun 2000 setelah dilakukan
judicial review di Mahkamah Agung;

Bahwa hasil kerja DIPR berupa 19 PERDA
telah digunakan sebagai pedoman kerja Bupati
Parigi Moutong dan tidak pernah dinyatakan
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

Bahwa Perda yang dimaksud hingga saat ini
masih dipergunakan;

Bahwa 19 PERDA yang dihasilkan DPRD
Kab. Parigi Moutong dibahas antara Januari
sampal Maret 2004, sedangkan pedoman yang
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diterbitkan Pemerintah berupa PP No. 24 Tahun
2004 baru diundangkan pada 28 Agustus 2004;

Bahwa PERDA vyang mengatur tentang
kedudukan keuangan pimpinan dan anggota
DPFRD, dana operasional penyusunan dan
pembuatan PERDA, tunjangan lainnya dibuat
oleh 30 orang anggota DPRD Kab. Parigi
Moutong bersama 5 orang eksekutif, sedangkan
vang diajukan sebagai terdakwa hanya 5 orang,
dimana seluruh anggota DPRD menerima dana-
dana tunjangan yang didakwakan;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut
Umum diajukan sccara subsidiaritas, maka
majelis hakim akan membuktikan dakwaan
primair terlebih dahuly;

Menimbang bahwa dakwaan primair para

terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal

18 UU Ne. 21 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan UU Ne. 20 Tahun

2001 jo Pasal 55 avat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1)

KUHF yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2, Secara melawan hukum;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang {ain atau korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;

5, Secara bersarma-sarna;

/. Sebagai suatu perbutana berlanjut;

Menimbang bahwa menurut hemat majelis
hakim, unsur esensial dalam Pasal 2 jo Pasal 18
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LU No. 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU Ne. 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal v4 ayat {1) KUHP
adalah dapat merugikan keuangan negara;
Menimbang bahwa unsur yang dikualifisir oleh
Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair
sebagai unsur dapat merugikan keuvangan
negara adalah bahwa semua perbuatan
para Terdakwa yang telah menyctojui dan
menganggarkan serta menerima tunjangan
kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan
kesehatan, bantuan pengobatan, biaya general
chek up dan biaya operasional penyusunan dan
pembuatan PERDA adalah melawan hukum
karena bertentangan dengan Pasal 101 ayat (3)
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang
pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan
tentang penganggaran diatur dalam PP No. 1
Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib DPRD yang pada pokoknya menyatakan
bahwa tunjangan kesejahteraan, tunjangan
perneliharaan kesehatan, bantuan pengobatan
dan biaya general chek up dan biaya operasional
penyusunan dan pembuatan peraturan daerah
yang diterima dalam bentuk tunai tidak pernah
diatur dalam Peraturan Pemerintah atau
perbuatan tersebut tidak mempunyai dasar
hukum sebagai jenis kegiatan dan jenis belanja
yang harus secara khusus dengan uang tunai
dan merupakan penghasilan bagi anggota
DPRD.
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Menimbang bahwa majelts hakim akan tetap
mempertimbangkan  dasar  yang  dijadikan
dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan
melawan hukum yang dilakukan para terdakwa
karena bertentagan dengan PP No. 11} Tahun
2000 dan PP No. 24 Tahun 2004, Pasal 101
ayat (3} UL No, 22 Tahun 2003, 5E Mendagri
No.161/3211 /5] tanggal 23 Desember 2003;
Menimbang bahwa menurut Masal 18 avat
{1} huruf e UL No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa DPRD
mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
bersama Gubernur, Bupati atau  Walikota
menetapkan  anggaran pendapatan  belanja
daerah dan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dan
ayat (2} DPRD mempunyai hak menentukan
anggaran DI'RD);

Bahwa ketentuan di atas jelas mensyaratkan
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Tata tertib DPRD, bukan Pasal 101 avat (3)
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MR, DIPR, DPD dan DPRD, Pasal
101 ayat {3) UU No. 22 Tahun 2003, SE Mendagri
No.161/3211/5] tanggal 23 Desemnber 2003 dan
lain sebagainya;

Menimbang bahwa 12 PERDA yang dihasilkan
oleh DIRD Kab. TParigi Moutong tidak
dinyatakan bertentangan dengan undang-
undang dan tidak diajukan hak uji materiil oleh
eksekutif selama jangka waktu 3 bulan;
Menimbang bahwa anggaran DPRD disahkan
pada tanggal 4 Maret 2004 sedangkan PP No. 24
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Tahun 2004 disahkan pada tanggal 28 Agustus
2004;

Menimbang bahwa semua dana yang diterima
oleh anggota DPRD telah diterima sesuai dengan
mekanisme yang berlaku yaitu dibayarkan
oleh Bendaharawan DPRD bernama F dengan
menggunakan bukti pembayaran berupa
kuitansi;

Menimbang bahwa menurut keterangan para
saksi dana yang diterima oleh anggota DPRD
dalam rangka penyusunan dan pembuatan
Perda digunakan betul-betul dalam rangka
penyusunan Perda antara lain untuk turun ke
desa-desa dalam rangka menjaring aspirasi
masyarakat dan juga seringkali dana tersebut
digunakan untuk menyumbang pembangunan
rurnah ibadah, organisasi pemuda, hari raya
agama, dan olah ragy;

Menimbang bahwa PERDA hasil peketjaan
anggota DPRD telah mendapat persetujuan
dari Bupati Kab. Parigi Moutong dan telah
diundagkan dalam lembaran daerah. Seluruh
perbuatan itu dilakukan atas nama anggota
DPRD dan bukan atas nama pribadi;
Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis
hakim tidak melihat adanya perbuatan melawan
hukum baik secara formil maupun materiil yang
dilakukan oleh para terdakwa karena menerima
tunjangan dan biaya operasional;

Menimbang bahwa menurut Drs. H. TB {sekda
Kab. Parigi Moutong) menvatakan bahwa
dikcluarkannya biaya operasional penyusunan
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dan pembuatan perda kepada anggota DPRD

tidak merugikan keuangan negara, tetapi

justru menguntungkan negara dengan naiknya

Pendapatan Asli Daerah dari Rp. 9.000.000.000,-

menjadi Rp. 19.000.000.000,- sehingga unsur

merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang  bahwa jika salah satu unsur

tidak terbukti maka menurut yurisprudensi

Mahkamah Agung, tidak perlu dipertimbangkan

unsur-unsur yang selebihnya sehingga para

terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan
primair tersebut;

Menimbang bahwa jika dakwaan primair tidak

terbukti maka majelis hakim akan membuktikan

dakwaan subsidair yaitu para terdakwa didakwa
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun

1999 yang telah diubah dan ditambah dengn UU

No. 20 Tahun 20011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo

Pazal 64 ayat (1) KUHP yang unsurnya antara

lain:

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendirt
atau vrang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonian negara.

Menimbang bahwa menurut majelis hakim

unsur vang esensial pada dakwaan subsidair
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adalah samadengan apa yang ada padadakwaan
primair yaitu dapat merugikan keuangan
negara atau perckonomian negara, schingga
karena dalam dakwaan primair tidak terbukti
maka hal ini tidak perlu dibuktikan lagi dalam
dakwaan subsidair schingg para Terdakwa
harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
Menimbang bahwa menurut pertimbangan di
atas, menurut majelis hakim, para terdakwa
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
vang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam
Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 avat (1) KUHF,
dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU
N. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Iasal
55 avat (1) ke-1 jo Pasal 64 avat (1) KUHI*;
Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa
dinyatakan bebas dalam perkara ini, maka
Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan
nota pledoi dari para terdakwa;

Menimbang bahwa cleh karena para terdakwa
dinvatakan bebas, maka mereka berhak atas
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP;
Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa
dinyatakan bebas, maka biaya harus dibebankan
kepada negara;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa
dinyatakan bebas, maka para tedakwa harus
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tetap diperintahkan untuk tetap berada di luar
tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa
dinyatakan bebas, maka seluruh barang bukti
berupa dokumen dinyatakan tetap menjadi
lampran dalam berkas perkara ini;

Mengingat undang-undang yang berkaitan
dengan ini.

D. Amar Putusan
MENGADILI

1.

Menyatakan bahwa para terdakwa (M. AT,
SKT, NR, ATT, HY} yang tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
sebagaimana dakwaan primair dan subsidair
tersebut;

Membebaskan para terdakwa oleh karena itu
dari segala dakwaan tersebut;

Memulihkan hak para terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan  harkat  serta
martabatnya;

. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada di

luar tahanan;

Menyatakan barang bukti:

{dem.

Membebankan biava perkara kepada negara.
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Lampiran 6

Putusan Nomor ; SUPid.BXZQDG;’fN.WT tentang
Tindak Pidara Illegalloging

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa Terdakwa I (MS), Terdakwa II (5),
Terdakwa III (T} serta Terdakwa 1V (PSW), pada
hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekitar pukul
23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Februari tahun 2005 bertempat
di hutan Negara Petak II di Dusun Papak Desa
Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon
Progo atau setidak-tidaknya di suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Wates, mereka Terdakwa
L II, I dan IV telah menebang pohon atau
memanen atau memungut hasil hutan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat
vang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa
LI, III dan TV.

Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15
Februari 2005 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa
I dan Terdakwa II sepulang dari pasar Gawok,
Wates yang melalui jalan raya Kaligantung
bertemu dengan (S-DPO} di Dusun Gandri,
Temon. Dalam pertemunan itu S menyuruh
Terdakwa I dan Terdakwa II mencari teman
untuk mencari kayu di hutan dan jika berhasit
kayu tersebut akan dibeli S, dan apabila
para Terdakwa tidak mempunvai alat untuk
memotong  akan dipinjami  gergaji  potong
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besar /kecil seret oleh S. Permintaan 5 tersebut
disetujui dan selanjutnya Terdakwa I mengajak
teman yaitu Terdakwa IV sedangkan Terdakwa
1l juga mengajak Terdakwa IIL.

Setelah ada kesepakatan pada hari Selasa
tanggal 15 Februari 2005 sekitar pukul 22.00
WIB berkumpul di rumah Terdakwa IL
Kemudian para Terdakwa membawa gergaji
potong besar menuju ke hutan untuk melakukan
pencurian kayu jati di dalam hutan.

Bahwa di dalam hutan para Terdakwa
membagi tugas, yaitu semua Terdakwa harus
ikut menebang kayu dengan cara bergantian,
termasuk juga mengangkut kayu keluar hutan.
Terdakwa II menebang kayu untuk pertama
kali dan Terdakwa IV menebang 1 buah kayu
jati, kemudian dilanjutkan Terdakwa I dan
Terdakwa Il dengan mengunakan gergaji potong
secara bergantian dan sctelah dua buah kayu jati
berhasil dirobohkan kemudian ditinggal begitu
saja oleh para Terdakwa di dalam hutan dan
mereka pulang ke rumah.

Bahwa sckitar pukul 20.00 Wib, tanggal 16
Februari2005 para Terdakwaberkumpul kembali
di rumah Terdakwa 1 dan mereka kemudian
berangkat menuju hutan untuk memotong kayu
yang telah ditebang itu, dan kayu dipotong
menjadi 8 dengan ukuran 150 cm sebanyak 2
potong dan panjang 200 cm sebanyak 6 potong
dan kayu diangkut dengan cara dipikul satu
persatu menuju ke jalan kampung ditumpuk
menjadi satu di pingir jalan.
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- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari
2005, sekitar jam 14.00 WIB, kayu jati hasil
curian yang ditumpuk dipingir jalan tersebut
diambil oleh petugas yaitu anggota/mandor
RPI1 Kokap untuk diamankan, selang lebih
sebulan kemudian mercka Terdakwa ditangkap
oleh pihak yang berwajib berikut barang bukti,

3. Unsur menebang pehon atau memanen atau

memungut hasil hutan di dalam hutan;

Berdasarkan fakta di persidangan, benar bahwa
pada hari Selasa, 15 Februari 2005 pukul 23.00
WIB hingga pukul 02.00 WIB, para Terdakwa
secara  bersama-sama  telah  melakukan
penebangan 2 pohon kavu jati di dalam Hutan

Negara petak II dengan menggunakan gergaji
seret, Para Terdakwa memotong kayu yang telah
ditebangnya menjadi 8 (delapan) batang dengan
ukuran panjang 200 ¢cm sebanyak 6 bf\tang,
panjang 150 cm sebanyak 2 batang: f::emua
kayu yang telah dipotong kemudian d1p1!(u1 ke
pinggri jalan dengan harapan agar bisa diagkut

B. Pasal yang Didakwakan
Pasai 50 avat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat {5} Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999,

C. Pertimbangan Hukum
1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa menunjuk pada subyek
hukum  orang vyang telah  melakukan
perbuatan pidana sebagaimana didakwakan
kepadanya dan  kemampuannya untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
Untuk  membuktikan  pertanggungjawaban,
maka  harus  dibukiikan  unsur-unsur
perbuatannya factus rews) dan unsure-unsur
subyektif (mens rea).

- Unsur dengan sengaja;

“dengan sengaja” adalah suatu sikap batin
yang mewarnal perbuatan seseorang dalam
melakukan perbuatan, Darifakta yang terungkap
di persidangan, setelah ada tawaran dari S (DPO)
untuk menebang kayu di hutan, para Terdakwa
sepakat menerimanya dan mereka memulai
melakukan penebangan kayu di hutan pada hari
Selasa, 15 Februari 2005 pukul 23.00 WIB,
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dengan mobil oleh 5.

. Unsur dilakukan tanpa memiliki hak ataw izin

dari pejabat vang berwenang;

Dari keterangan para saksi maupun keterangan
para  Terdakwa, Terdakwa  melakukan
penebangan pohon di Hutan Negara Petak I
Kokap tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang
berwenang.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya
unsure ke 2, 3 dan 4, maka para Terdakwa
adalah pelaku tindak pidana, maka ia harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan
para Terdakwa tidak dalam keadaan cacat
jiwanyaatau terganggu jfiwanyakarena penl}rakﬁ,
schingg ia dianggap mampu bertanggungjawab
atas perbuatannya.
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Menimbang bahwa semua unsur tindak pidana
sebagaimana termuat dalam Pasal 50 ayat (3)
huruf e jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun
1999 telah terpenuhi, majelis hakim berpendapat
bahwa dakwaan jaksa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu
bertanggungjawab dan tidak ditemukan hal-hal
yang dapat menghapus kesalahan atau alasan
permaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi
pidana, maka kepadanya harus dibebankan
untuk membayar biaya perkara.

Menimbang hal-hal yang memberatkan dan
meringankan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjalani
masa penahanan, wmaka lamanya masa
penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa dikhawatirkan Terdakwa
akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu
ditahan.

Menimbang bahwa alat bukti adalah milik

negara, maka harus dikembalikan kepada
negara.

Mengingat Ketentuan UU No. 4 Tahun 2004, UU
No. 6 Tahun 1981, Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (3)
UU No. 41 Tahun 1999,
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D, Amar Putusan
MENCGADILI

1.

LN ]

Menvatakan para Terdakwa:

I MSaltas5hbhin§;

IL

II. S alias B bin FR;

IV. T alias T bin KW;

V. PSWalias Cbin S;

Telah terbukti secara sah dan mevakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “menebang
hasil hutan tanpa izin dari yang berwenang”;

. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa

oleh karena itu masing-masing dengan penjara
selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiyah)
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar oleh para Terdakwa, diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

. Menetapkan lamanya masa penahanan yang

telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

. Menetapkan Terdakwa tetp ditahan dalam

rumah tahanan negara;

. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

(a) Delapan batang kayu jati gelondongan
terdiri dari:
- Tanjang 150 ¢m diameter 28 cm sebanyak
2 batang;
- Panjang 200 cm diameter 22 cm sebanyak
3 batang;
- Panjang 200 cm diameter 25 cm sebanyak
3 batang;
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Dirampas untuk negara cq Dinas Kehutanan Lampiran 7

/ RPH Kokap Kulon Progo.
Putusan Nomor : 67/PID/2007/PN.BNA.

(b) Sattu buah gergaji potong dirampas untuk Tentang Tindak Pidana Penghilangan Nyawa
dimusnahkkan. Orang Lain
- Satu buah gergaji potong dirampas untuk
dimusnahkan. A. Deskripsi Kasus Singkat
6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani - Bahwa Terdakwa (A bin D alias 5W) pada hari
biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- Minggu, 5 Nopember 2006 pukul 20.00 wib
{dua ribu rupiah). bertempat di ]I Exon Mobil di Simpang A.13

Desa Matang Ben, Kecamatan Tanah Luas,
Kabupaten Aceh Utara telah mclakukan
perbuatan pidana berupa penghilangan
nyawa orang lain.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa vyaite pada malam Minggu
Terdakwa pulang ke rumah mertua untuk
mengambil titipan mertuanya untuk istri
dan anak Terdakwa berupa roti biskuit, jelly
(agar-agar) dan es payung.

- Bahwa pada saat pergi dari rumah mertuanya
tersebut, Terdakwa membawa sebatang kayu
yang scngaja disiapkan untuk membunuh
korban bernama H.

- Bahwa pada pukul 17.30an pada malam
minggu tersebut, Terdakwa melihat korban
(H) sedang mengendarai sepeda motor
sendirian di J1 Exxon Mobil Simpang A.13.
Terdakwa kemudian menabrak motor korban
hingga akhirnya korban terjatuh. Terdakwa
kemudian menghentikan motornya  dan
kemudian dengan cepat mendatangi korban
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dan langsung memukul kepala korban
berkali-kali dengan kayu yang sebelumnya
diambil dari rurnah mertua Terdakwa.

- Bahwa pada saat korban sudah tidak berdaya,
Terdakwa mengambil sebuah parang vang
kebetulan dibawa oleh korban dan kermudian
Terdakwa menyayvat kaki korban hingga urat
kakinya terputus. Korban kemudia meninggal
di tempat kejadian.

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Pertama:

Dakwaan Primer - Pasal 340 KUHTP
Dakwaan Subsidair = Pasal 338 KUHP

Dakwaan Kedua:

Dakwaan Primair - Pasal 355 ayat (2} KUHP
Dakwaan Subsidair - Pasal 354 ayat (2) KUHP
Dakwaan Lebih Subsidair = Pasal 351 ayat (3)
KUHP

Perimbangan Hukum

Menimbang bahwa perkara yang sama pernah

disidangkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon

dengan putusan Nomor: 13/Pid.B/2007/FN-

LSK yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa A bin D alias SW tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penganiavaan
berat dengan rencana yang mengakibatkan
mati orang lain sebagaimana dakwaan Kedua
Primair;

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari
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dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa A bin D alias 5W
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja melakukan penganiayaan berat yang
mengakibatkan mati orang lain sebagaimana
dakwaan kedua subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
tersebut di atas dengan pidana penjara selama
5 (lima} tahun;

5. Menetapkan masa tahanan sementara yang
telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatubkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

. Menyatakan barang bulkti:

Idem.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk

membayar biaya perkara scbesar Rp. 2.000,-

w1

Menimbang akta banding vyang diajukan
Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor: 09/
Akta.Pid/2007/PN-LSK yang pada intinya
menyatakan banding atas putusan Pengadilan
Negeri Lhoksukon Nomor: 13/Pid.B/2007-PN-
LSK.

Menimbang bahwa atas banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan kentra memori banding dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan
secara gabungan, antara dakwaan alternative
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dengan dakwaan subsidair,

Menimbang bahwa jika dakwaan disusun
dengan alternative, biasanya pertimbangan
pembuktiannya diserahkan kepada majelis
hakim untuk menentukan dakwaan mana
yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa
(dakwaan kesatu atau dakwaan kedua),
sedangkan dakwaan subsidiaritas (primair
dan subsidair) yang harus dibuktikan adalah
dakwaan primair dan bilamana dakwaan
primair tidak terbukti, baru dakwaan subsidair
yang dibukiikan dan sebaliknya jika dakwaan
primair felah terbukti maka dakwaan sibsidair
tidak perlu dibuktikan.

Menimbang seluruh fakta-fakta vang telah
terungkap di persidangan.

Menimbang dan memperhatikan memori
banding Jaksa Pemuntut Umum dan majelis
hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan  pertimbangan Hakim  Pertama
dalam pertibangan pembuktiaannya dengan
memberikan pertimbangan sendiri dengan
membuktikan dakwaan ke satu yaitu:

Menimbang bahwa dakwaan kesatu primair
melanggar Pasal 340 KUHDP, yang unsure-
unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
Barang siapa merujuk pada siapa saja vang
menjadi pendukung hak dan keajiban yang
dikenal dengan “subyek hokum”. Setelah
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diperiksa di persidangan, Terdakwa di
hadapan persidangan mampu dengan lgncar
menjawab sermua pertanyaan yang diajukan
kepadanya, hal ini membuktikan bahwa yang
bersangkutan dapat dipertanggungj awabkan.

. Unsur dengan sengaja;

Dengan sengaja bermakna adanya keh-.?ndak
yang diketahui, disadari yang ditujukan
untuk melakukan kejahatan tertentu. Pada
kasus ini, setefah Terdakwa melihat korban
bernama H sedang mengendaral sepeda
dan kemudian Terdakwa dengan sengaja
menabrakkan scpeda motornya ke arah
korban H dari belakang hingga korban jatuh
dari sepedanya. Korban kemudian berdiri dan
kemudian dipukul kepalanya oleh Terdakwa
menggunakan kayu yang telah disiapkan dari
rumah mertuanya.

. Direncanakan terlebih dahulu;

Direncanakan bermakna pelaku tindak
pidana mempunyai banyak kesempatan
untuk berfikir dengan tenang dan sadar
mengenai rencana yang akan dilakukan,
dalam hal ini rencana untuk membunuh
korban. Memperhatikan bahwa Terdakwa
hanya membawa sepotong Kayu dan cutter
untuk melukai korban, maka tidak mungkin
Terdakwa memiliki waktu yang panjang
untuk merencanakan pembunuhan.

. Menghilangkan nyawa orang lain;

Meimbang bahwa ketika salah satu unsur
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tidak terbukti, maka haruslah Terdakwa
dibebaskan dari dakwaan kesatu primair
tersebut. .

Meimbang selanjutnya majelis hakim akan
membuktikan  dakwaan kesatu  subsidair
sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja;

3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang mengenai unsure petama dan
-kedua teah dibuktikan sebagaimana penjelasan
pembuktian Pasal 340 KUHP, maka saat ini yang
harus dibuktikan adalah unsur ketiga yaitu
“menghilangkan nyawa orang lain”.

Menimbang bahwa sebagaimana dibuktikan di
persidangan dan dari bukti visum et repertum,
dengan kesimpulan bahwa korban bernama H
telah meninggal dunia dengan cirri-ciri luka
rmultiple dan frauma belakang kepala akibat
benda tumpul.

Bahwa oleh karenanya majelis hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa semua unsure pada
dakwaan kesatu subsidair sesuai dengan Pasal
338 KUIIP telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang oleh karenanya Terdakwa harus
dinyatakan terbukt secara sah dan meyakinkan
melakukant  tindak pidana pembunuhan
sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP
dan olch karenanya Terdakwa harus dijatuhi
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hukuman.

Menimbang bahwa masa penahanan harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Menimbang mengenai hal-hal yang,
memberatkan dan yang meringankan.

Memperhatikan  ketentuan  Pasal  338KUHP,
Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 dan Pasal 242

KUAP serta pasal-pasal lainnya.

Amar Pufusan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa
Penuntut Umum Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Lhoksukon tanggal 12 Juni 2007 Nomer: 13/
Pid.B/ 2007/ PN-LSK;

MENGADILI SENDILI

1. Menvatakan bahwa Terdakwa A bin D alis
SW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah  melakukan  tindak  pidana
“pembunuhan berencana” pada dakwaan
kesatu primair; .

2. Membebaskan Terdakwa A bin D alis SW
dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa A bin D alis SW telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pembunuhan pada
dakwaan kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kn?pada
Terdakwa A bin D alis SW dengan pidana
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penjara selama 5 (lima) tahun;

. Menetapkan masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
daru pidana yang dijatuhkan;

. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada
dalam tahanarn;

. Menetapkan barang bukti berupa:

Idem.

. Membebankan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang di dalam tingkat banding
sebesar Rp. 5.000,-
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Putusan Nomor : 29/P1D/2007/PN.BNA

Tentang Tindak Pidana Penghilangan Nyawa

Orang Lain

A, Deskripsi Kasus Singkat
- Bahwa Terdakwa (FHS Bin JE) pada hari

Rabu, 25 oktober 2006 pukul 19.30 bertempat
di belakang pos jaga Denma Rumah Dinas
Kepolisian Daerah Nangro Aceh Daarussalam,
1. lIskandar Muda Kelurahan Sukaramai,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh
dengan sengaja melakukan penganiayaan
hingga mengakibatkan kematian terhadap M.
Bahwa perbuatan terscbut bermula tatkala
Terdakwa memergoki korban menaikkan
bendera merah putih ke atas tiang dengan
cara dibalik, warna putih di atas dan warna
merah di bawah. Korban bersama temannya
bernama A kemudian diajak ke pos jaga
Denma kediaman Kapolda NAD.

Bahwa korban kemudian diajak ke belakang
rumah dinas dan kemudian diinterogasi
dengan cara ditampar pipinya serta korban
dipaksa oleh Terdakwa untuk saling tampar
dengan temannya. Setelah itu Terdakwa
meninju  dada  korban berkali-kali serta
melakukan tendangan memutar ke arah pipi
korban.

Bahwa akibat pemukulan terscbut, korban
dirawat di rumah sakit karema korban
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mengalamni Juka memar di lengan atas kiri
ukuran 4x4 cm, luka memar di daerah dada
kiri ukuran 3xdcm, luka memar di daerah
rusuk kanan ukuran 4xdcm (yvang dibuktikan
dengan visumy}, nyer tekan ( + ) pada dada
kanan {dibuktikan dengan visum},

- Bahwa setelah dirawat beberapa lama di
rumah sakit, korban akhirnya meninggal
dunia pada tangga 27 Oktober 2006.

Pasal yang Didakwakan
FPasal 351 ayat (3) KUHP

Pertimbangan Hukum

Menimbang isi tuntutan dari Jaksa Pemuntut
Umum;

Menimbang memori banding yang diajukan oleh

Terdakwa yan diwakili penasehat hukumnya
bernama SR, 5.H.

Menimbang bahwa pengajuan banding telah
sesual dengan ketentuan hukum yang berlaku,
rmaka banding dapat diterima;

Menimbang kontra memori banding vang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang  seluruh  fakta hukum yang
terungkap di persidangan dari keterangan
saksi, pengakuan Terdakwa, surat bukti Visum
Et Repertum, maka majelis hakim Pengadilan
Tinggi berkeyvakinan bahwa putusan Pengadilan
Negeri Nomor: 237/ Pid B/2006/TN-BNA vang
dimohorkan banding perlu diperbaiki sekedar
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mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang karena Terdakwa akan dijatuhi
pidana, maka harus dibebani untuk membayar
baiaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 238 ayat (1), 240,
241 ayat {1} KUHAP, Pasal 351 ayat (3) KUHFP
serta ketentuan hukum lain yang bersangkutany;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding  dari
Terdakwa dalam perkara ini;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Banda Aceh tanggal 15 Februari 2007
No. 234/Pid.B/2006/PN-BNA  sckedar
mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga
selengkapnya adalah:
> Menyatakan bahwa Terdakwa FHS bin

JE terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana:
penganiayaan  menyebabkan  matinya
orang lain;

-> Menjatuhkan pidana penjara oleh karena
itu kepada Terdakwa fersebut selama 1
(satu) tahun; '

-> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Banda Aceh yang selebibnya;

3. Membebankan biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding scbesar Rp. 2.500,-
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Lampiran 9

Putusan Nomor : 357/Pid. Bﬁhﬂ&fPNfﬂg

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa Terdakwa {H) pada hari Minggu, 23
April 2006 pukul 14.00 bertempat di rumah
Terdakwa di Sarang Gagak RT. 05 RW. 03 No.
194 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Padang
telah melakukan tindak pidana penganiayaan
terhadap korban bernama N (istri Terdakwa).

- Bahwa perbuatan tersebut bermula tatkala
Terdakwa pulang kerja terlambat dan korban
kangsung menanyai Terdakwa mengapa
terlambat pulang serta kabar bahwa Terdakwa
telah memiliki pacar baru.

- Bahwa terdakwa kemudian marah dan
langsung memukul korban, melempar piring
dan mengenai wajah korban. Pada hari
kedua tatkala Terdakwa minta disiapkan
sarapan, korban menclak karena masth sakit.
Terdakwa kemudian kembali memukul
korban hingga mulut korban terluka. Pada
saat itu Terdakwa mengumpulkan pakaian
dengan maksud mau pergi dari rumah,
namun hal itu ditahan korban dan ahirnya
terjadi perkelahian lagi, Terdakwa memukul
korban, membakar c<¢clana tidur korban,
melempar kaca mengenai kening korban,
menampar pipi korban  dengan piring
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plastik mengenai pelipis mata kiri korban,
Terdakwa kemudian mengoleskan sambal
pada luka-luka korban, menyumpal mulut
korban dengan sendok agar tidak berteriak.
Belum puas dengan perbuatannya, korban
kemudian mengumpulkan pakaian dan
menumpukkannya di atas tubuh korban dan
kemudian menyulutnya dengan api.

Pasal yang Didakwakan
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hukum

Menimbang isi tuntutan dari Jaksa Pemuntut
Umum;

Menimbang keterangan dari saksi-saksi antara
lain:

Saksil: N

Pada intinya menerangkan bahwa saksi adalah
istri Terdakwa. Saksi membenarkan terjadinya
penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya
berupa memukul dengan tangan kosong,
melempar dengan piring dan kaca, mengoleskan
sambal di atas luka, membakar akibatnya saksi
mengalami luka yang sangat serius dan sering
mengalami pusing kepala.

Sakst Il : N

Pada intinya wmenerangkan bahwa saksi
mendengar keributan antara Terdakwa dengan
istrinya pada hari Minggu, 23 Aprl 2006.
Setelah terjadi pertengkaran, Terdakwa pergi
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keluar rumah dan baru saksi berant masuk dan
mendapati korban dalam keadaan tergolek
lemah di atas tempat tidur dalam keadaan
terluka parah.

Menimbang keterangan Terdakwa yang pada
intinva mengakui perbuatan vang didakwakan
kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan scmua alat
bukti vang diajukan ke persidangan;

Menimbang tidak ada alasan pembenar dan
alasan pemaaf sehingga Terdakwa haros

bertanggungjawab  atas perbuatan  yang
dilakukan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang ada
patut dinyatakan bahwa Terdakwa sccara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan
penganiayaan;

Menimbang bahwa lamanya masa penabanan
harus seluruhnya dikurangkan dari pidana
“vang dijatuhkan;

Menimbang  hal-hal vang meringankan dan
memberatkan Terdakwa;

Mengingat Pasal 351 ayat {1} KUHP serta
peraturan lain yang bersangkutan;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima Terdakwa H tersebut di atas telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penganivaan;
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- Menghukum Terdakwa oleh karena ity

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

. Menctapkan  bahwa masa penahanan

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
kepadanya;

. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

. Menetapkan pula agar barang bukti berupa:

Idem.

. Menetapkan  biava perkara dibebankan

kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000-
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